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BAB I PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara, yang mengatur tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), 

yang mana dalam hal mi tentang masa percobaan Calon Pegawai Negeri 

Sipil (CPNS) dimana di atur dalam pasal 64 ayat 1, bahwa masa percobaan 

CPNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun untuk memenuhi salah satu 

persyaratan menjadi Pegawal Negeri Sipil (PNS). 

Pelatihan Dasar CPNS berdasarkan UU ASN dimaksud agar, menciptakan 

PNS yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, 

bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta serta mampu 

menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Peran ASN sendiri 

adalah sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan sebagai perekat dan 

pemersatu bangsa. 

Untuk menciptakan ASN yang dimaksud tersebut maka perlu adanya 

Pelatihan Dasar Calon Pegawal Negeri Sipil (Latsar CPNS) untuk 

menanamkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika 

publik, komitmen mutu dan anti korupsi (ANEKA).Selain itu dibutuhkan 

dukungan dari semua pihak ter)ebih kepada pihak yang diwajibkan 

memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap CPNS, agar para peserta 

Latsar CPNS mampu mengerti dan memahami nilai-nilai dasar dalam 

aktualisasi setiap kegiatan. 

Perlunya aktualisasi i, maka Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki 

kebijakan baru yang didasari UU Nomor 5 Tahun 2014 yaitu Perka LAN 

	

Nomor 21 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil Goongan Ill. Harapannya setelah mendapatkan 
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pendidikan dan pelatihan dimaksud CPNS akan mampu mengaktualisasikan 

nilai-nilai ANEKA pada setiap kegiatan dalam tugas jabatannya. 

1. VlSI MISI UNIT KERJA ESELON II, STRUKTUR ORGANISASI DAN 

PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI 

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR, yang 

berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara. 

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 

tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia (Perpres Nomor 27 Tahun 2015 tentang 

Setjen dan BK DPR RI) dinyatakan bahwa Setjen dan Badan Keahlian 

DPR RI adalah aparatur Pemerintah yang dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Pimpinan DPR RI. Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan Badan 

Keahlian dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian.Dalam menjalankan 

tugas Setjen dan BK DPR RI memiliki visi dan misi yang menjadi 

	

pedoman dalam pelaksanaan dukungan fungsi DPR RI. Visi dan Misi 

Setjen dan BK DRP RI adalah sebagai berikut: 

Vlsi Sekretariat Jenderal DPR RI 

"Terwujudnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang 

profesional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung 

fungsi DPR RI." 

Misi Sekretariat Jenderal DPR RI: 

Meningkatkan tata kelola administrasi dan persidangan yang 

profesional, andal, transparan, dan akuntabel. 

Memperkuat peran keahlian yang profesional, andal, transparan, 

dan akuntabel. 
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Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mempunyai tugas mendukung 

kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang 

administrasi dan persidangan.Di dalam melaksanakan tugasnya, 

Setjen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

Perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal; 

Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit 

organisasi di Iingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian; 

Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan 

administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 

Perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan 

persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia: 

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan 

pelayanan informasi serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas 

dan fungsi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian; 

Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan intern di 

Iingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian; 

Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan 

Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Menurut Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian DPR RI Pasal 108 disebutkan bahwa Biro Persidangan I 

mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan komisi 
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dan persidangan paripurna. Biro Persidangan I sendiri terdiri atas 11 

:sebelas) bagian mulai dari Bagian Sekretariat Komisi I - XI dan 

Bagian Persidangan Paripurna. 

Vlsi Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI 

"Terwujudnya dukungan persidangan Komisi dan Persidangan 

paripurna yang profesional dan akuntabel."  

Misi Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI: 

Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan 

Fungsi DPR RI Bidang Legislasi, Bidang Anggaran dan Bidang 

Pen gawasan. 

Mewujudkan 	dukungan 	rapat dan tata usaha dalam 

pelaksanan Persidangan Paripurna. 

Mewujudkan kebijakan penyelenggaraan dukungan persidangan di 

Komisi dan Persidangan Paripurna. 

Tujuan Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR RI: 

Meningkatkan dukungan rapat dan tata usaha pelaksanaan Fungsi 

DPR RI di Bidang Legislasi, Bidang Anggaran dan Bidang 

Pengawasan. 

Meningkatkan dukungan 	rapat dan tata usaha 

pelaksanaan Persidangan Paripurna. 

Meningkatkan kebijakan penyelenggaraan persidangan di Komisi 

dan Persidangan Paripurna. 
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Struktur Organisasi Biro Persidangan I 

PIMPINAN DPR RI 

SEKRETARIAT JENDERAL 
	

BADAN KEAHLIAN 

DEPUTI 

PE RS I DANGAN 

KEPALA BIRO 
PERSIDANGAN I 

KABAG. SET, I 	KABAG. 	 KABAG. 	II FUNGSIONAL 
KOMISI I s.d. XI 	PERSIDANGAN 	BAGIAN 

I I Perisalah Legislatif 

	

PARIPURNA riRISALAH 	 Ahit Madya 

Perisalah Legislatif Ahu Muda 

Perisalah Legislatif Ahh Pertama 
-. 	 - 

f Asisten Perisalah Legislatif Penyelia 

jAsisteri Perisalah Legislatif Mahir 

[Asisten Pensalah Legislatif Terampil 

Penyusun Risalah 

Anahs Tata Usaha 

Pengolah Data 

Pengadministrasi Umum 

Gambar 1. Struktur Organ isasi 
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Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017, 

tugas Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif telah diatur dalam BAB 

IV Bagian Kesatu Pasal 5 yaitu melaksanakan kegiatan di bidang 

risalah legislatif, yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan 

dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi 

himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat 

serta pengembangan sistem risalah rapat legisitif. Uraian kegiatan 

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif AhIi Pertama sesuai sebagai 

ben kut: 

1) mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat sementara; 

2) melakukan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan 

rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara; 

3) memeriksa hasil inventarisasi bahan rapat untuk penyusunan 

risalah rapat sementara; 

4) mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang 

berbahasa Indonesia, berdasarkan: 

jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman 

jumlah halaman risalah rapat 51 sampal dengan 100 halaman 

jumlah halaman nisalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman 

jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman 

jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman 

5) mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang 

berbahasa asing, berdasarkan: 

jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman 

jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman 



jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman 

jumlah halaman risalah rapat 151 sampal dengan 200 halaman 

jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman 

6) mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang 

berbahasa daerah berdasarkan: 

jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman 

jumlah halaman risalah rapat 51 sampal dengan 100 halaman 

jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman 

jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman 

jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman 

7) menelaah dan menyerahkan risalah rapat sementara kepada 

penyelenggara rapat untuk dikoreksi 

8) melakukan perbaikan risalah rapat sementara terhadap hash 

koreksi penyelenggaralpeserta rapat untuk menjadi risalah rapat 

resmi 

9) menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat 

resmi yang meliputi: 

bulanan 

triwulan 

semester 

tahunan 

10)melakukan pengumpulan dokumen softcopy yang akan dijadikan 

sebagai e-risalah 

1 1)menginventarisir dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai 

e- risalah 

1 2)melakukan pembuatan e-risalah: 

risalah rapat sementara 

risalah rapat resmi 

risalah rapat yang sudah divalidasi 
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catatan rapat 

laporan singkat 

himpunan risalah rapat 

13)menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan e-risalah yang 

meliputi: 

bulanan 

triwulan 

C. semester 

d. tahunan 

14)menelaah kumpulan dokumen softcopy e-risalah 

1 5)menginventarisir dokumen softcopy e-risalah 

16)membuat sistem database informasi risalah 

17)melakukan pemasukkan e-risalah kedalam database sistem 

informasi risalah: 

risalah rapat sementara 

risalah rapat resmi 

risalah rapat yang sudah divalidasi 

catatan rapat 

laporan singkat 

himpunan risalah rapat 

18)menyusun laporan pelaksanaan tugas pemuktahiran database 

risalah yang meliputi: 

bulanan 

triwulan 

semester 

tahunan 

19)melakukan pengumpulan e-risalah yang akan dipubikasikan 

20)menginventarisir e-risalah yang akan dipublikasi 

21)menelaah dan meminta persetujuan e-risalah yang akan 
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dipublikasikan; 

22)melakukan publikasi dalam jaringan intranet/internet: 

risalah rapat sementara 

risalah rapat resmi 

risalah rapat yang sudah divalidasi 

catatan rapat 

laporan singkat 

himpunan risalah rapat 

23)menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi e-risalah dalam 

jaringan intranetlinternet yang meliputi: 

bulanan 

triwulan 

semester 

tahunan 



2. KONDISI SAAT INI 

Tidak ada pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan 

risalah rapat sementara dari hasil transkrip. Jadi dalam 

penyelesaian penyusunan risatah rapat sementara seorang 

Perisalah Legislatif tergantung dari permintaan penyelenggara 

rapat dalam hal mi AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang 

memberikan batasan waktu kepada Perisalah Legislatif kapan 

harus diselesaikan terutama jika ada permintaan yang mendesak, 

namun seringkali tidak dapat diselesaikan tepat waktu. 

Laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi yang 

meliputi dari bulanan, triwulan, semester dan tahunan tidak ada. 

Setelah penyusunan risalah rapat resmi mi selesai dan ditanda 

tangani oleh Pimpinan Komisi atau Sekretariat Komisi tidak ada 

penyusunan 	laporan 	pelaksanaan 	pekerjaan 	secara 

periodik/berkala. 

Inventarisasi bahan penyusunan Risalah Rapat sementara berupa 

hasil transkrip, kelengkapan data dan bahan rapat untuk 

penyusunan risalah rapat sementara tidak dilakukan. Sehingga 

menghambat kecepatan dan ketepatan dalam penyusunan risalah 

rapat sementara. 

3. KONDISI YANG DIHARAPKAN 

1) Adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam target waktu 

penyelesaian penyerahan risalah rapat sementara. Hal mi 

dimaksudkan agar penyelesaian pengelolaan hasil transkrip 

menjadi risalah sementara memiliki target waktu penyelesaian, 

untuk diserahkan ke penyelenggara rapat dalam hal mi AKD (Alat 

Kelengkapan Dewan). 
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Laporan pelaksanaan tugas penyusunan risaiah rapat resmi 

secara periodik yang meliputi bulanan, triwulan, semester dan 

tahunan harus segera dibuat untuk memudahkan kontrol terhadap 

kinerja Perisalah Legislatif. Selain itu juga dapat dipergunakan 

sebagai kartu kendai dalam penelusuran data risalah yang sudah 

diselesaikan, dan mempermudah kerja Perisalah Legislatif jika 

dikemudian hari membutuhkan dokumen risalah resmi untuk 

dilakukan proses pengelolaan risalah rapat selanjutnya. 

Inventarisasi bahan penyusunan risalah rapat sementara berupa 

hasil transkrip, kelengkapan data dan bahan rapat untuk 

penyusunan risalah rapat sementara harus ada. Sehingga dapat 

membantu mempercepat proses penyusunan risalah rapat 

sementara dengan hasil yang Iebih baik. 

4. IDENTIFIKASI ISU 

Maka berdasarkan pemaparan dan penjelasan mengenai kondisi yang 

kini terjadi dan kondisi yang diharapkan diatas, dapat diuraikan 

kedalam beberapa identifikasi isu sebagai berikut: 

Be!um adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam 

penyerahan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat 

untuk dikoreksi. 

Belum adanya penyusunan laporan pelaksanaan tugas 

penyusunan risalah rapat resmi secara periodik yang meliputi dan 

bulanan, triwulan, semester dan tahunan. 

Belum adanya inventarisasi bahan penyusunan risalah rapat 

sementara berupa hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan rapat 

untuk penyusunan risalah rapat sementara. 
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5. TEKNIK ANALISIS (USG) 

NO isu U S G TOTAL 

12 1. 	Belum adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam 4 4 4 

penyerahan 	risalah 	rapat 	sementara 	kepada 

penyelenggara rapat untuk dikoreksi. 

2. 	Belum adanya penyusunan laporan pelaksanaan tugas 4 3 3 10 

penyusunan risalah rapat resmi secara periodik yang 

meliputi dari bulanan, triwulan, semester dan tahunan. 

3. Belum adanya inventarisasi bahan penyusunan risalah 4 3 4 11 

rapat sementara berupa basil transkrip, kelengkapan, 

dan 	bahan 	rapat 	untuk 	penyusunan 	risalah 	rapat 

sementara. 

label 1. Teknik Analisis USG 

Keterangan : (skor antara 1 - 5) 
Perhitungan atau analisa menggunakan skala likert: 
1: sangat kecil / rendah pengaruhnya. 
5 : sangat besar I tinggi pengaruhnya. 
U : seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan ditindak lanjuti. 
S : seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dampaknya. 
G : seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tidak ditangani. 

Dari isu-isu tersebut dapat dijelaskan dengan teknik analisis USG 

sehingga mendapatkan isu yang diangkat adalah "belum adanya 

pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat 

sementara kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi." 

Dari penilaian tersebut, dapat dijelaskan bahwa: 

Urgency jika penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat 

sementara tidak ada; maka pekerjaan Perisalah tidak akan terukur dan 

tentunya pekerjaan akan menumpuk. 
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Seriousness tentu mi akan menjadi permasalahan yang serius karena 

penyelenggara rapat pastinya akan membutuhkan risalah rapat mi 

untuk bahan rapat selanjutnya, jika penyerahan risalah rapat 

sementara mi lama dalam pengerjaannya tentu rapat-rapat selanjutnya 

akan terhambat. 

Growth jika isu ini dibiarkan saja pastinya akan berdampak pada 

kualitas pekerjaan seorang Perisatah Legislatif dan kualitas risalah itu 

sendiri karena penyusunan dan penyerahan risalah mi yang tidak 

menentu waktunya. 

6. GAGASAN PEMECAHAN ISU 

Perlunya disusun suatu pedoman penetapan waktu kerja dalam 

penyerahan risalah rapat sementara kepada penyelenggara rapat. 

Dengan adanya pedoman penetapan waktu kerja mi diharapkan 

penyerahan risatah sementara mi bisa dapat terselesaikan tepat waktu 

dengan hasil yang dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan 

penyusunan risalah rapat resmi oleh Pejabat Fungsional berikutnya 

sebagaimana mekanisme yang ditetapkan dalam Permen PAN RB 

Nomor 26 Tahun 2017 dan kualitas kinerja Perisalah Legislatif akan 

terukur. 

B. TUJUAN 

Tujuan yang diharapkan dari gagasan pemecahan isu tersebut ialah agar 

durasi waktu dalam penyerahan risalah rapat sementara dapat terukur dalam 

mendukung fungsi DPR RI (sesuai visi dan misi Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian DPR RI) serta kinerja Perisalah Legislatif juga dapat secara 

professional dan keahlian dapat dipertanggungjawabkan. 

13 



Manfaat yang diperoleh atas gagasan pemecahan isu tersebut ialah untuk 

menetapkan target waktu dalam penyelesaian penyerahan risalah rapat 

sementara agar produk yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Demikian juga kinerja seorang Perisalah Legislatif dapat terukur secara 

professional, andal, transparan, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR 

RI. Hal mi tentunya berdampak terhadap output kinerja Anggota Dewan. 
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BAB II PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. RANCANGAN AKTUALISASI 

Unit Kerja 	 Bagian Risalah Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR Rt 

Identifikasi Isu 	 : 1. Belum adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara 
kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi. 

Belum adanya penyusunan laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi secara 
periodik yang meliputi dari bulanan, triwulan, semester dan tahunan. 

Belum adanya adanya inventarisasi bahan penyusunan risalah rapat sementara berupa hasil 
transkrip, kelengkapan, dan bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat sementara. 

Isu yang diangkat 	: Belum adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara 
kepada penyelenggara rapat untuk dikoreksi. 

Gagasan pemecahan isu : Perlunya disusun suatu pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat 
sementara kepada penyelenggara rapat. 
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1.1 Mengumpulkan 
materi atau bahan 
yang berkenaan 
dengan risalah rapat 
sementara. 

1.2 Melakukan backup 
data dalam folder. 

1.1. Terkumpulnya 
mate ii atau bahan 
risalah rapat 
seme ntara. 

1.2. Back updata 
dalam folder 
risalah rapat 
sementara. 

Mengumpulkan 
materi atau 
bahan 
mengenai 
risalah rapat 
sementara 

2.1 Penjadwalan waktu 
diskusi dengan 
mentor atau atasan 

2.2 Konsultasi dengan 
mentor atau atasan 
terkait rancangan 
kegiatan dan 
penetapan isu yang 
akan dibahas. 

2.1 Catatan singkat 
mengenai diskusi 
terarah dan 
konsultasi dengan 
mentoratau atasan. 

Koordinasi 
terarah dengan 
mentor atau 
atasan. 

Nilai Dasar PNS: 

Akuntabilitas 
Nasionalisme 
Etika Publik 
Komitmen Mutu 
Anti Korupsi 

Peran dan Kedudukan: 

1. Whole of Government. 

Nilai Dasar PNS: 

Nasionalisme 
Etika Publik 

Peran dan Kedudukan: 

1. Whole of Government 

Nilai Dasar PNS: 

Nasionalisme. 
Etika Publik. 

Peran danKedudukan: 

1. Whole of Government. 

Seluruh rangkaian kegiatan 
ni mendukung vlsi 
organisasi yaitu 
"Terwujudriya dukungan 
persidangan Komisi dan 
Persidangan Paripurna 
yang profesional dan 
akuntabel." 

Rangkaian kegiatan ml 
mendukung misi 
organisasiyaitu: 

Mewujudkan dukungan 
rapat dan tata usaha 
dalam pelaksanaan 
Fungsi DPR RI Bidang 
Legislasi, Bidang 
Anggaran dan Bidang 
Pengawasan. 
Mewujudkan dukungan 
rapat dan tata usaha 
dalam pelaksanan 
Persidangan Paripurna. 
Mewujudkan kebijakan 
penyelenggar aan 
dukungan persidangan c 
Komisi dan Persidangan 
Paripurna. 

Akuntabel 
Profesional 
lntegritas 

Kegiatan 
	

Tahapan Kegiatan 
	

OutputiHasil 
	

Keterkaitan Substansi 
	

Kontribusi Terhadap Visi 
	

Penguatan 

Mata Pelatihan 
	

M isiOrganisasi 	
Nilai 

Organisasi 

3 Rapat internal 3.1 	Penjadwalan 	waktu 3.1. Daftar hadir. 
untuk rapat internal. 3.2. Laporan 	singkat 
pencarian 3.2 Pembuatan surat mengenai rapat 
referensi undangan rapat internal dengan 
risalah rapat. internal koordinasi Peneliti Ahli 

dengan Tata Usaha mengenai risalah 
di Bagian Risalah. rapat sementara. 

3.3 	Rapat internal 
tentang risalah rapat 
dengan Peneliti Ahli 
mengenai risalah 
raat sementara. 

2. 
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No. Kegiatan Tahapan Kegiatan OutputlHasil Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Visi Penguatan 

Mata Pelatihan MisiOrganisasi 
Nilai 

Organisasi 

4. Membuat 4.1 	Koordinasi dan 4.1 	Draft awal Nilai Dasar PN& 
pedoman konsultasi dengan pedoman 
penetapan mentor. penetapan waktu Akuntabilitas 
waktu kerja 4.2 Mencari materi atau kerja. Etika Publik 
dalam referensi tentang Komitmen mutu 
penyerahan pembuatan 
risalah rapat pecioman. Peran dan Kedudukan: 

sementara. 4.3 Membuat pedoman 
penetapan waktu 

1. Whole of Government. 
kerja. 

5. Uji coba 5.1 	Menyiapkan 5.1 	Catatan singkat Nilai Dasar PNS: 
pedoman dokumen untuk perbedaan 
penetapan penyusunan risalah penggunaan draft Akuntabilitas. 
waktu kerja rapat sementara. pedoman Komitmen mutu. 
dalam 5.2 Melakukan uji coba penetapan waktu 
penyerahan penyusunan risalah kerja dengan tidak Peran dan Kedudukan: 
risalah rapat sementara menggunakan 

sementara. menggunakan draft pedoman. 1. Whole of Government. 

pedoman penetapan 
waktu_kerja.  

6. Sosialisasi dan 6.1 Penjadwalan waktu 6.1 Daftar hadir Nilal Dasar PNS: 
evaluasi sosialisasi 6.2 Brochure / 
penggunaan 6.2 Pembuatan surat lea fielpedoman. Akuntabilitas. 
pedoman undangan sosialisasi 6.3 Laporan singkat Nasionalisme. 
penetapan koordinasi dengan tentang saran dan Etika publik. 
waktu kerja Tata Usaha Bagian masukan terhadap Komitmen mutu. 
dalam Risalah. draft awal 
penyerahan 6.3 Menyusun bahan pedoman Peran dan Kedudukan: 
risalah rapat sosialisasi serta 6.4 Draft pedoman 1. Whole of Government. 
sementara. mencetak draft awal yang baru. 

pedoman. 
6.4 Melakukan sosialisasi 

draft awal pedoman 
kepada_pegawai  
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No. Kegiatan Tahapan Kegiatan OutputiHasil Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Visi Penguatan 

Mata Pelatihan MisiOrganisasi 
Nilat 

Organisasi 

perisalab legislatif 
ahli pertama bagian 
risalah dan Alat. 
Kelengkapan Dewan 

6.5 Mendapatkan 
masukan dari hash 
soshahisasi, dan 
menindakianjuth 
masukan yang 
diterima.  

Tabel 2. Rancangan Aktualisasi 
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B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN 

Belum adanya pedornan penotapan waktu 
kerja dalam penycrahan risatah rapat 

• 	Penjadwaian waktu sosialisasi sementara kepada penyetenggara rapat 
• 	Pembuaturi surat uridançjan sosialisasl untukdikoreksi. 

koordinasi dengan Tata Usaha Baglan 

• 	)1enyusun 	bahan 	sosialisasi 	serta 
rnencetak draft awal pedoman. • 	\iengumpuikan 

• 	Melakukan 	soslailsasi 	draft 	awat ' 	- r 'uteri utau bahan 

pedomrrn kepada pegawal perisalah arid berkenaan 

tegistatif ahil pertama 	bagiarr risalah evauwi penp.qunaan  Iringan risalah rapat 

dan Alat Xeiengkapan ijewan. IL '51entata 

• 	4endapatkan rnasukan darl hash '/eiakukan backup 

sosiallsasi. don menlnidakianjutl . 	. data dalam folder. 

masukas yang diterima. ________  

PenjadwaianwaktU 

• 	tAenylapkandokurnnen 
PEDOMAN 

dlskusldengan 
mentor atau atasan 

jntuk penyusunan • 	Konsuitasi 
Isaiah rapat semerrtara A 	A ri'r I rtrrtN .t• Ii denganmentor atau 

• Melakukan up coha 
WAKTU - 	

- mason terka ht 
p.enyUSUrtarn risatah - rancaflgan keghatorn 
rernentaro 	

I 
menggurlakan draft 

IfD dan penetapan Isu 
yang akan dibahas, 

pedoman penetapan 
waktu serb. 

• 	Koordinati dan 
S 	 I 

a.. 	 I 	 Ii ,. Penjadwatan waktu 

konsultasi dengani . 	• 	. 'upat internaL 

mentor. 
• Mencari mated arau 

teok. 	•• 	rir- 	 -• 
'-ç,  

r'nmbuatonsurat 
indangan rapat 

refererisi tentang 1. 	ai'J- 	 . 	. sternal koordinasi 

pembuaton pedomari . 	-Wttt, 

- 	- 
ciengafl Tata Usaha dl 
Bugian Ftisabah. 

• 	Merrtbuat pedomani 
peneispan waktu • 	PaPal Internal tentarig 

knr1a. nisaiah rapat dengani 
Peneliti Ahil 
mengenal nisalah 

Adanya pedoman penetapan wakttu kerta rapal sernentara 
dabam penyerahan risalah rapat 

sementara kepada penyebenggara rapat. 

Gam bar 2. Kegiatan Aktualisasi 

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Waktu 

Pelaksanaan 

22 Juli - 07 

Bukti Fisik 

Mengumpulkan materi atau Lampiran 1 
Mengumpulkan bahan yang berkenaan dengan Agustus 2019 Lampiran 2, 
materi atau risalah rapat sementara. Lampiran 3, 
bahan 

Lampiran 4, 
mengenai Lampiran 5, 
risalah rapat Lampiran 6 
sementara. 

Melakukan backup data dalam 07 Agustus 2019 Lampiran 7 

MI 



No Kegiatan Tahapari Kegiatan Waktu Bukti Fisik 

Pelaksanaan 

folder. 

Penjadwalan waktu diskusi Komunikasi 

dengan mentor atau atasan. Verbal 

Koordinasi 

terarah dengan ____________________________ 29 Juli 2019  

Konsultasi denganmentor atau Lampiran 8 2 
mentor atau 

atasan atasan terkait rancangan 

kegiatan dan penetapan isu 

yang akan dibahas 

Penjadwalan waktu rapat 23 Agustus 2019 Komunikasi 

internal Verbal 

Pembuatan surat undangan 23 & 26 Agustus Lampiran 11 

Rapat internal rapat internal koordinasi 2019 

untuk pencarian dengan Tata Usaha di Bagian 

referensi risalah Risa!ah. 

rapat. 
Rapat internal tentang risalah 26 Agustus 2019 Lampiran 12, 

rapat dengan Peneliti Ahli Lampiran 14 

mengenai risalah rapat 

sementa ra. 

Koordinasi dan konsultasi 13 Agustus 2019 Gambar 
Membuat 

dengan mentor. pada 
pedom an 

halaman 31 
penetapan 

Mencari materi atau referensi 8 Agustus 2019 Gambar waktu kerja 

dalam tentang pembuatan pedoman. pada 

penyerahan halaman 31 

risalah rapat 
Membuat pedoman penetapan 14 Agustus 2019 Lampiran 9 

sementara. 
waktu kerja. 

Uji coba Menyiapkan dokumen untuk - 
5 16Agustus2019 

pedoman penyusunan risalah rapat 
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Waktu Bukti Fisik 

Pelaksanaan 

penetapan sementara. 

waktu kerja 
Melakukan up coba Lampiran 10 

dalam 
penyusurian risalah sementara 

penyerahan 
menggunakan draft pedoman 

risalah rapat 
penetapan waktu kerja. 

sementara. 

Penjadwalan waktu sosialisasi. 23 Agustus 2019 Komunikasi 

Verbal 

Pembuatan surat undangan 23 & 26 Agustus Lampiran 11 

sosialisasi koordinasi dengan 2019 

Sosialisasi dan Tata Usaha Bagian Risalah. 

evaluasi 
Menyusun bahan sosialisasi 24, 25 & 26 Lampiran 13 

penggunaan 
serta mencetak draft awal Agustus 2019 dan Gambar 

pedoman 
pedoman. pada 

6 
penetapan 

halaman 40 
waktu kerja 

calam Melakukan sosialisasi draft Lampiran 12, 

penyerahan awal pedoman kepada pegawai Lampiran 14 

rsalah rapat perisalah legislatif ahli pertama 

sementara. bagian risalah dan AKD. 
26 Agustus 2019 

Mendapatkan masukan dari Lampiran 15 

hasil sosialisasi, dan 

menindaklanjuti masukan yang 

diterima. 

Tabel 3. Rekap Evidence Kegiatan 

Deskripsi kegiatan. 

1. Mengumpulkan materi atau bahan mengenai risalah rapat 

sementara. 

Kegiatan mengumpulkan materi atau bahan mengenai risalah rapat 
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sementara mi bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menyusun 

sebuah risalah sementara yang balk dan benar. Dalam hal mi penulis 

mengumpulkan materi atau bahan yang berupa contoh risalah rapat, cara 

penyusunan risalah, dan mengumpulkan kelengkapan bahan rapat dalam 

rarigka menyusun risalah rapat sementara. 

1 .1 Tahapan kegiatan dan output. 

Dalam kegiatan mi memiliki dua tahap kegiatan, yaltu: 

a. Mengumpulkan materi atau batian yang berkenaan 

dengan risalah rapat sementara. 

Dalam tahapan 	kegiatan i, 	penulis melakukan 

pengumpulan materi atau bahan tentang penyusunan 

risalah sementara.. 

Penulis mencari beberapa contoh risalah sementara yang 

sudah tersusun dan sudah ada, .Selain itu penulis 

mempelajari bagaimana format dalam penyusunan risalah 

rapat sementara yang baik dan benar. Penulis juga 

melakukan kunjungan ke beberapa Alat Kelengkapan 

Dewan (dalam hal mi Komisi) untuk mencari beberapa 

kelengkapan bahan rapat dalam penyusunan risalah rapat 

sementara serta melakukan wawancara untuk mengetahui 

proses penyerahan risalah rapat sementara yang terjadi 

saat mi. Hal ml dibutuhkan untuk mengetahui seberapa jauh 

keinginan stakeholder eksternal dalam pengelolaan Risalah 

Rapat terutama dalam hal waktu penyerahan risalah rapat 

sementara sehingga produk Risalah Rapat sementara 

tersebut dapat pergunakan secara optimal, balk oleh AKD 

maupun oleh Perisalah Legislatif Muda. 
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*1 
Gambar 3. Kegiatan I 

Pada tahapan kegiatan ini output yang diperoleh adalah 

adanya keinginan AKD agar Risalah dapat diserahkan 

kepada AKD secara cepat dan tepat, terkumpulnya materi 

atau bahan rapat, seperti contoh risalah rapat sernentara 

yang sudah ada, format penyusunan risalah rapat 

sementara, bahari rapat dalam penyusunan risalah rapat 

sementara (terlampir) 

b. Melakukan backup data dalam folder. 

Tahapan kegiatan melakukan backup data dalam folder, 

setelah penulis mendapatkan materi atau bahan rapat 

kemudian melakukan backup data dalam bentuk folder e-

data.Hal mi bertujuan agar materi atau bahan rapat yang 

sudah didapat menjadi evidence penulis mendapatkan 

materi dan bahan yang berkaitan dengan risalah rapat 

sem e ntara. 

Output dalam tahapan kegiatan mi adalah terbentuknya 

folder soft copy setelah melakukan backup materi atau 

bahan rapat yang telah didapat oleh penulis (terlampir). 
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1 .2. Keterkaitan sub stansi mata pelatihan. 

Pada kegiatan pertama mi, terdapat keterkaitan substansi dengan 

mata pelatihan nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan PNS 

yang dapat dijelaskan dibawah mi: 

a. NiIai dasar PNS 

Akuntabilitas 

Pada tahap kegiatan mengumpulkan materi atau bahan 

mengenai risalah rapat sementara terdapat nilal dasar 

akuntabiiitas.Karena risalah rapat merupakan suatu 

output pertanggungjawaban dari kegiatan rapat yang 

disusun oleh seorang ASN.Dan setelah materi atau 

bahan risalah rapat didapat, sesegera mungkin penulis 

melakukan back up data sebagai bentuk akuntabilitas. 

Nasionalisme 

NiIai dasar nasionalisme dalam kegiatan ini.Karena 

dalam mengumpulkan materi atau bahan mengenai 

risalah rapat sementara dipergunakan untuk 

mendukung fungsi Dewan yang mempunyai nilai 

strategis secara Nasional, tanpa membedakan 

golongan atau fraksi. 

Etika publik 

Tentunya dalam mengumpulkan materi atau bahan 

mengenai risalah rapat dibutuhkan komunikasi yang 

baik, cara bersikap yang santun kepada pegawai di 

Bagian Risalah dan juga Alat kelengkapan Dewan. 
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Komitmen Mutu 

Penyusun dalam pengumpulan materi bahan mengenal 

risalah rapat sementara mengedepankan komitmen 

mutu untuk peningkatan kualitas pengelolaan hasil 

transkrip menjadi risalah rapat sementara dengan 

memperhatikan target waktu. 

Anti Korupsi 

Dalam melakukan kegiatan pengumpulan bahan atau 

materi tersebut penyusun menerapkan nilai nilai dasar 

pemanfaatan waktu kerja yang efektif dengan fasilitas 

yang ada sehingga tidak merugikan negara. 

b. Peran dan kedudukan 

1) Whole of Government 

Dalam kegiatan pertama mi tidak hanya dilakukan 

dalam satu unit kerja saja.Tetapi dibutuhkan kolaborasi 

dengan unit kerja lainnya. 

2. Koordinasi terarah dengan mentor atau atasan. 

Dalam kegiatan ini penulis melakukan koordinasi serta diskusi dengan 

mentor yaitu Ibu Dra. Tri Budi Utami, M.Si. Tujuan dilakukannya 

koordinasi dengan mentor yaitu untuk memastikan bahwa apa yang 

dilakukan oleh penulis searah dengan tujuan yang akan dicapal oleh unit 

kerja.Selain itu, koordinasi terarah bertujuan agar mentor mengetahui 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penulis dan meminta dukungan 

agar semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. 

2.1.Tahapan kegiatan dan output. 

Dalam kegiatan koordinasi terarah dengan mentor atau atasan 
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memiliki dua tahap kegiatan, diantaranya: 

Penjadwalan waktu diskusi dengan mentor atau atasan 

Iangsung. 

Pada tahapan kegiatan mi penulis melakukan penjadwalan waktu 

diskusi dengan mentor. Hal mi diperlukan ditengah kesibukan 

mentor sebagai Perisalah Legislatif Ahli Madya dalarn 

menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga penulis perlu 

menyesuaikan jadwal diskusi yang tepat. 

Adapun output dalam tahapan kegiatan mi berupa kesepakatan 

secara verbal mengenai waktu yang bisa disesuaikan dan tempat 

konsultasi tanpa dokumen administratif secara tertulis. 

Ott, 

Gambar 4. Keg iatan II 

Konsultasi dengan mentor atau atasan terkait rencana 

kegiatan dan penetapan isu yang akan dibahas. 

Pada tahapan kegiatan mi penulis menemui mentor untuk 

menjelaskan rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan. 

Setelah menjelaskan rancangan aktualisasi, mentor memberikan 

pandangan dan masukannya terkait dengan produk aktualisasi 

yang akan penulis buat. Karena pandangan dan masukan dan 

mentor akan membantu penulis dalam melakukan aktualisasi. 
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Selain dengan berkonsultasi dapat membantu dan mendukung 

penulis dalam melakukan tahap-tahap kegiatan aktualisasi 

lain nya. 

Pada tahapan kegiatan mi, output yang dihasilkan adalah catatan 

singkat mengenai diskusi terarah (terlampir). Pandangan dan 

masukan dari mentor pada saat diskusi dan 

konsultasidiantaranya: 

Mendiskusikan mengenai tools dalam pembuatan 

pedoman penetapan waktu kerja. 

Menentukan lokus dalam penyusunan risalah rapat 

sementara yaitu berada di Komisi V, karena pada saat 

ni penulis ditempatkan tugas di Komisi V. penentuan 

lokus mi bertujuan agar penyusunan risalah rapat 

sementara bisa fokus dan tidak bias. 

Akan melakukan kunjungan ke beberapa Komisi untuk 

meperkenalkan penulis serta juga untuk meminta 

melengkapi bahan rapat dalam penyusunan risalah 

rapat sementara. 

Memberikan contoh mengenal bahan rapat dalam 

penyusunan risalah rapat sementara serta memberikan 

informasi penyusunan risalah rapat sementara. 

2.2. Keterkaitan substansi mata pelatihan 

Pada kegiatan kedua, terdapat keterkaitan substansi dengan mata 

pelatihan nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan PNS yaitu: 
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a. Nilai dasar PNS 

Nasonalisme 

Pada kegiatan koordinasi dengan mentor nilal dasar 

PNS yang tercermin yaitu nasionalisme. Karena dalam 

koordinasi dibutuhkan kerjasama dalam melaksanakan 

seluruh kegiatan aktualisasi agar berjalan dengan baik. 

Etika Publik 

Dalam melakukan koordinasi dengan mentor tentunya 

harus berkomunikasi dengan baik, serta kesopanan 

juga harus dijunjung tinggi dan perilaku yang santun 

dalam menghadap mentor. 

b. Peran dan kedudukan 

1) Whole of Government 

Kegiatan ml merupakan kerjasama antar jabatan yang 

bertujuan agar rangkaian kegiatan aktualisasi dapat 

berjalan dengan baik. 

3. Rapat internal untuk pencarian referensi risalah rapat. 

3.1 .Tahapan kegiatan dan output. 

Dalam kegiatan rapat internal untuk pencarian referensi risalah rapat 

terdapat tiga tahap kegiatan, diantaranya: 

a. Penjadwalan waktu rapat internal. 

Pada tahap kegiatan mi penulis melakukan koordinasi 

dengan mentor, Kepala Bagian Risalah serta Peneliti Ah!i 

Madya Drs. Ahmad Budiman, M.Pd untuk meyelaraskan 

waktu kegiatan rapat internal.Koordinasi dalam penentuan 



jadwal waktu rapat bertujuan agar masing-masing pihak 

agar bisa hadir untuk memberikan masukan, pandangan 

dan inputan kepada penulis.Setelah dikoordinasikan maka 

rapat internal diselenggarakan pada hari senin tanggal 26 

Agustus 2019 Pukul 14.00 WIB. 

Output pada kegiatan mi berbentuk komunikasi verbal 

melalui komunikasi langsung dan komunikasi melalui media 

telephone dan diperoleh sebuah kesepakatan untuk tanggal 

kegiatan rapat internal. 

Pembuatan surat undangan rapat internal koordinasi 

dengan Tata Usaha di Bagian Risalah. 

Pada tahap kegiatan kedua, setelah penulis melakukan 

koordinasi dengan mentor, Kepala Bagian dan Peneliti Ahli 

Madya mengenai jadwal waktu rapat internal yang sudah 

ditentukan, penulis melakukan koordinasi dengan analisis 

tata usaha di Bagian Risalah Ibu Ratu Mety Mulyanisari, SE, 

untuk meminta bantuan pembuatan surat undangan rapat 

internal, dan melakukan peminjaman ruangan untuk 

kegiatan rapat internal, serta kegiatan teknis administratif 

lamnnya dalam menunjang kegiatan rapat internal. 

Rapat internal tentang risalah rapat dengan Peneliti Ahli 

mengenai risalah rapat sementara. 

Pada tahap kegiatan ketiga yaitu rapat internal tentang 

risalah rapat dengan Peneliti Ahli dilaksanakan bersamaan 

dengan kegiatan sosmalisasi dan evaluasi penggunaan 

pedoman penetapan waktu kerja.Hal mi dikarenakan 

adanya keterbatasan waktu dari pemateri untuk 
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diselenggarakannya rapat internal.Sehingga kegiatan rapat 

internal baru dapat dilaksanakan pada hari senin tanggal 26 

Agustus 2019 pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Rapat 

Pansus C Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Dalam kegiatan mi, pemateri memberikan pandangannya 

mengenai risalah rapat sementara, alur dari penyusunan 

risalah rapat sementara dan bagaimana penguatan uraian 

kegiatan tugas dan fungsi bagi Perisalah Legislatif dalam 

Pasal 7 Permen PAN-RB Nomor26Tahun 2017. 

MOP -  

Ary 
wal 

--TE 
Gambar 5. Kegiatan III 

Adapun output dalam tahap kegiatan mi adalah berbentuk 

daftar hadir rapat intern serta laporan singkat yang berisi 

pokok pokok pembicaraan yang berupa masukan dari para 

undangan yang hadir serta kesimpulan dalam kegiatan mi. 

Dan output mi pun akan digabungkan dengan output pada 

kegiatan sosialisasi dan evaluasi penggunaan pedoman 

(terlampir). 

3.2. Keterkaitan substansi mata pelatihan 

Kegiatan ketiga terdapat keterkaitan substansi dengan mata pelatihan 

nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan PNS diantaranya: 
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a. Nilai dasar PNS 

Nasionalisme 

Kegiatan rapat internal bersama Peneliti AhIi tentunya 

dibutuhkan kerjasama agar informasi yang didapat 

berguna untuk kegiatan aktualisasi. Selain itu juga 

kerjasama yang dibangun antara Peneliti AhIi dengan 

penyusun akan membantu dalam memahami risalah 

rapat sementara yang balk dan benar. 

Etika Publik. 

Kegiatan rapat internal bersama Peneliti Ahli harus 

dilakukan dengan komunikasi yang baik.Harus 

mengedepankan tata krama serta perilaku yang sopan 

dan santun. Karena pandangan dan masukan dan 

Peneliti Ahil sangat dibutuhkan dalam kelancaran 

kegiatan aktualisasi. 

b. Reran dan kedudukan 

1) Whole of Government 

Keselarasan serta kerjasama antar unit kerja tentun 

akan membantu dan mendapatkan hasil yang balk 

dalam proses kegiatan aktualisasi. Dalam hal mi unit 

kerja pada Bagian Risalah dengan unit Pusat Penelitian 

yang bertujuan untuk menyempurnakan penyusunan 

risalah rapat sementara. 
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4. Membuat pedoman waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat 

sementara. 

Pada kegiatan keempat ini, penulis membuat pedoman penetapan waktu 

kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara. Pembuatan pedoman 

mi merupakan output akhir dari kegiatan aktualisasi yang tentunya 

pedoman mi akan berguna untuk mempercepat penyerahan risalah rapat 

sementara kepada penyelenggara rapat. Selain itu juga sebagai alat ukur 

kinerja pegawal Perisalah Legislatif. 

4.1 .Tahapan kegiatan dan output. 

Tahapan kegiatan pada kegiatan keempat mi ada tiga tahap kegiatan 

yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Koordinasi dan konsultasi dengan mentor. 

Tahapan awal dalam membuat pedoman adalah dengan 

koordinasi dan konsultasi dengan mentor.Tentunya pada 

tahap mi sangat dibutuhkan pandangan dan masukan agar 

dalam membuat pedoman bisa tersusun dengan benar, 

mudah dipahami dan secara jelas. 

. 	r 

Gambar 6. Kegiatan IV 
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Mencari materi atau referensi tentang pembuatan 

pedoman. 

Dalam mencari materi atau referensi tentang pembuatan 

pedoman, penulis melakukan dengan mengunjungi 

perpustakaan agar menambah wawasaan dan pengetahuan 

mengenai pembuatan pedoman. Dan penulis juga 

meminjam beberapa buku mengenai pembuatan pedoman. 

Gambar 7. Kegiatari IV 

Membuat pedoman penetapan waktu kerja. 

Pada tahap kegiatan mi penulis membuat pedoman 

penetapan waktu kerja. Pembuatan pedoman penulis 

menggunakan media brochurel leaflet agar pedoman yang 

dibuat mudah dipahami oleh stakeholder. Dalam membuat 

pedoman penetapan waktu kerja penulis membuat tiga 

tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan dan monitor control 

system. Dalam tahap persiapan diatur mengenai 

kelengkapan bahan rapat dalam penyusunan risalah rapat 

sementara serta koordinasi dengan Alat kelengkapan 

Dewan. Pada tahap pelaksanaan, penulis membuat jenis 

risalah berdasarkan jumlah halaman yang memang sudah 
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terdapat didalam tugas dan fungsi dalam Permen PAN RB 

Nomor 26 Tahun 2017. Dari berdasarkan jumlah halaman 

tersebut penulis mencoba melakukan penyusunan risalah 

rapat sementara agar mengetahui waktu yang dibutuhkan 

dalam menyusun risalah rapat sementara untuk diserahkan 

ke penyelenggara rapat. Dari percobaan tersebut baru Iah 

ditentukan berapa waktu yang dibutuhkan dalam 

penyusunan risalah sementara yang berdasarkan jumlah 

halaman. Pada tahap akhir, penulis membuat monitor 

control system yang bertujuan untuk mengetahui dan 

memantau (mentracking) sampai dimana risalah rapat 

sementara ini dibuat. Selain itu juga monitor control system 

dibuat untuk memastikan bahwa proses risalah rapat 

sementara berjalan sesual dengan harapan atau rencana. 

Output pada tahap kegiatan mi adalah draft awal pedoman 

penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat 

sementara (terlampir). 

4.2. Keterkaitan substansi mata pelatihan 

Pada kegiatan keempat ada keterkaitan substansi dengan mata 

pelatihan nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan PNS yang 

dapat dijelaskan dibawah mi: 

a. NiIai dasar PNS 

1) Akuntabilitas 

Pada kegiatan membuat pedoman waktu kerja tentu 

merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sebuah 

output dalam kegiatan aktualisasi. Dan didalam 

membuat pedoman harus mengutamakan keperntingan 
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bersama yang tentunya membawa dampak yang balk 

dalam Iingkungan unit kerja. 

Etika publik 

Dalam membuat pedoman, tentu harus memperhatikan 

stakeholder yang terkait atas pedoman ini.lsi dan 

pedoman pun diperhatikan secara etika dan komunikasi 

yang balk dan santun penyampaian isi materi didalam 

pedoman tersebut. 

Komitmen mutu 

Sangat jeas bahwa pembuatan pedoman merupakan 

sebuah inovasi terbaru untuk unit kerja yang bertujuan 

agar mempermudah pelaksanaan pekerjaan, mengukur 

kinerja pegawai serta mempercepat penyerahan risalah 

rapat sementara kepada penyelenggara rapat. 

b. Peran dan kedudukan 

1) Whole of Government 

Kolaborasi berbagai unit kerja terlihat dalam membuat 

pedoman penetapan waktu kerja. Karena pedoman ml 

akan berdampak balk pada unit kerja di Bagian Risalah 

dan juga di unit kerja Alat Kelengkapan Dewan. 

5. Uji coba pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah 

rapat sementara. 

Kegiatan kelima yaitu uji coba pedoman penetapan waktu kerja dalam 

penyerahan risalah rapat sementara bertujuan agar draft pedoman yang 

sudah dibuat tersebut untuk mengetahul seberapa efektif dan efisien 

serta untuk mengetahui tahap-tahap yang dibuat didalam pedoman 
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tersebut sudah sesuai dan benar. 

5.1.Tahapan kegiatan dan output. 

Pada kegiatan kelima ini ada dua tahap kegiatan yang diakukan oleh 

penuUs agar kegiatan ml dapat berjalan sesuai dengan rencana yaltu: 

Menyiapkan dokumen untuk penyusunan risalah rapat 

sementara. 

Pada tahap kegiatan ini, penulis melakukan persiapan 

dalam melakukan penyusunan risalah rapat sementara 

yaitu menginventarisir kelengkapan bahan risalah rapat 

sementara daam melakukan penyusunan risalah rapat 

sementara. Kelengkapan bahan risalah rapat sementara 

diantaranya kaset rekaman rapat, transkrip hasil rapat yang 

sudah dibuat oleh Asisten Perisalah Legislatif, daftar hadir 

rapat, bahan rapat dari Pemerintah, dan laporan singkat 

rapat tersebut. Tentunya dokumen kelengkapan bahan 

risalah rapat ini dibutuhkan agar dalam melakukan 

penyusunan risalah rapat sementara dapat terselesaikan 

dengan cepat dan tepat waktu. 

Melakukan uji coba penyusunan risalah sementara 

menggunakan draft pedoman penetapan waktu kerja. 

Setelah tahap kegiatan menyiapkan dokumen dan penulis 

sudah menginventarisir kelengkapan bahan rapat risalah 

sementara, penulis melakukan penyusunan risalah rapat 

sementara dengan menggunakan pedoman penetapan 

waktu kerja dalam penyerahan risaah rapat sementara. 

Pada tahap persiapan Penulis mengambil sample rapat 
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yang sudah Iengkap bahan rapat risalah sementaranya 

diantaranya kaset rekaman rapat, transkrip hasil rapat yang 

sudah dibuat oleh Asisten Perisalah Legislatif, daftar hadir 

rapat, bahan rapat dari Pemerintah, dan laporan singkat 

rapat dengan judul rapat "Rapat Dengar Pendapat 

Komisi V DPR RI dengan Dirjen Bina Marga (Hadirkan 

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Naional dan Kepala 

Balai Jalan Nasional Se-Indonesia) dan Dirjen Bina 

Konstruksi Kementerian PU PR" yang di laksanakan pada 

hari selasa tanggal 18 Juni 2019 di Hotel Ayana Mid Plaza. 

Setelah meninventarisir kelengkapan bahan risalah rapat, 

pada tahap selanjutnya yaitu Pelaksanaan, penulis 

menentukan jenis risalah rapat berdasarkan pada jumlah 

halaman transkrip. Sample rapat mi memiliki halaman 

transkrip sebanyak 69 halaman yang berarti masuk pada 

Jenis Risalah II yang harus diselesaikan dalam waktu 

maksimal 300 menit. 

Tahap ketiga yaitu melakukan monitor control system. 

Dalam tahap mi penulis melakukan suatu tracking dengan 

menggunakan format file excel. Dalam file mi penulis 

mendapatkan bahwa penyelesaian penyusunan risalah 

rapat sementara pada sample rapat tersebut yang 

merupakan jenis Risalah II dapat diselesaikan dengan 

maksimal waktu pengerjaan 300 menit. Dan diketahui tidak 

ada keterangan mengenai kekurangan kelengkapan bahan 

risalah rapat sementara. 
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Cambar 8. Kegaian V 

Adapun output pada tahap kegiatan uji coba yaitu penulis 

melakukan sebuah catatan singkat mengenai perbedaan 

penyusunan risalah rapat sementara dengan menggunakan 

draft pedoman penetapan waktu kerja dan tidak 

menggunakan pedoman penetapan waktu kerja (terlampir). 

5.2. Keterkaitan substansi mata pelatihan 

Kegiatan kelima mi, ada keterkaitan substansi dengan mata pelatihan 

nilai dasar PNS serta peran dan kedudukan PNS diantaranya: 

a. Nilai dasar PNS 

Akuntabilitas 

Pada kegiatan uji coba pedoman merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas pedoman yang telah 

dibuat.Dan dalam hal mi dituntut sekali integritas untuk 

melaporkan atau memberikan informasi yang sesuai 

dengan hasil uji coba agar tujuan dari adanya pedoman 

penetapan waktu kerja ml dapat tercapai. 

Komitmen mutu 

Kegiatan uji coba pedoman dengan menggali hal-hal 
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yang sebelumnya belum ada didalam kegiatan 

pekerjaan sehari-hari dan menemukan suatu 

pembaharuan agar terciptanya pekerjaan yang efektif 

dan efisien. 

b. Peran dan kedudukan 

1) Whole of Government 

Kegiatan uji coba walaupun dilakukan individu, namun 

hasil dari uji coba akan berdampak luas pada 

stakeholder yang telah ditentukan. Jadi akan ada 

kolaborasi dari berbagai unit kerja yang terkait. 

6. Sosialisasi dan evaluasi penggunaan pedoman penetapan waktu 

kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara. (belum terlaksana). 

Kegiatan sosialisasi dan evaluasi penggunaan pedoman penetapan 

waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara merupakan salah 

satu kegiatan yang penting.Karena dalam sosialisasi mi penulis 

menginformasikan kepada stakeholder baik internal maupun eksternal 

yang terkait terhadap pedoman yang sudah dibuat dan diharapkan 

adanya suatu pandangan, masukan tentang pedoman yang sudah 

dibuat. Sehingga akan adanya evaluasi terhadap pedoman yang sudah 

dibuat oleh penulis agar bisa Iebih sempurna lagi dalam pembuatannya. 

6.1 .Tahapan kegiatan dan output. 

Pada kegiatan keenam terdapat lima tahap kegiatan yang harus 

dilakukan oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Penjadwalan waktu sosialisasi. 

Tahap kegiatan ini penulis melakukan koordinasi dengan 

mentor dan Kepala Bagian Risalah untuk meyelaraskan 
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waktu kegiatan sosialisasi dan evaluasi penggunaan 

pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah 

rapat sementara. Koordinasi yang dimaksud adalah dalam 

penentuan jadwal waktu sosialisasi yang bertujuan agar 

setiap stakeholder bisa hadir untuk mengetahui pedoman 

yang telah dibuat, serta memberikan masukan, pandangan 

dan inputan kepada penulis. Setelah dikoordinasikan maka 

rapat internal diselenggarakan pada hari senin tanggal 26 

Agustus 2019 Pukul 14.00 WIB dan kegiatan sosialisasi dan 

evaluasi akan digabungkan pada kegiatan rapat internal 

dengan Peneliti Ahli Madya. 

Output pada kegiatan ini berbentuk komunikasi verbal 

me$alui komunikasi langsung dan diperoleh sebuah 

kesepakatan untuk tanggal dan waktu kegiatan sosialisasi 

dan evaluasi penggunaan pedoman waktu kerja dalam 

penyerahan risalah rapat sementara. 

b. Pembuatan surat undangan sosialisasi koordinasi 

dengan Tata Usaha Bagian Risalah. 

Pada tahap kegiatan kedua, setelah penulis melakukan 

koordinasi dengan mentor dan Kepala Bagian mengenai 

jadwal waktu kegiatan sosialisasi dan evaluasi yang sudah 

ditentukan, penulis melakukan koordinasi dengan staf tata 

usaha di Bagian Risalah Ibu Ratu Mety Mulyanisari, SE, 

untuk meminta bantuan pembuatan surat undangan 

kegiatan sosialisasi kepada stakeholder yang terkait dan 

melakukan peminjaman ruangan untuk kegiatan tersebut. 

Output pada kegiatan mi ialah surat undangan kegiatan 
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sosialisasi dan evaluasi yang ditujukan kepada beberapa 

stakeholder yang terlibat didalam penggunaan pedoman 

penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat 

sem e ntara. 

c. Menyusun bahan sosialisasi serta mencetak draft awal 

pedoman. 

Pada tahapan kegiatan yang ketiga, penulis menyusun 

bahan-bahan untuk sosialisasi kepada stakeholder. 

Diantaranya ialah bahan presentasi dan juga draft awal 

pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah 

rapat sementara. Setelah itu penulis juga mencetak draft 

awal pedoman untuk bisa didistribusikan kepada 

stakeholder yang hadir pada kegiatan sosialisasi tersebut. 

Adapun output pada tahapan kegiatan sosialisasi dan 

evaluasi penggunaan pedoman penetapan waktu kerja mi 

adalah berbentuk brochure / leaflet yang sudah dicetak oleh 

penulis. 

Fzi 

Gambar 9. Kegiatan VI 
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d. Melakukan sosialisasi draft awal pedoman kepada 
pegawai perisalah legislatif ahli pertama bagian risalah 
dan Alat Kelengkapan Dewan. 

Pada tahap kegiatan keempat yaitu melakukan sosialisasi 

draft awal pedoman kepada pegawai Perisalah Legislatif 

AhIi Pertama Bagian Risalah dan Alat Kelengkapan Dewan 

yang diselenggarakan di Ruang Rapat Pansus C Gedung 

Sekretariat Jenderal DPR RI pada hari senin, 26 Agustus 

2019 pada pukul 14.00 WIB. Pada tahap kegiatan 

sosialisasi dilaksanakan juga kegiatan Rapat Intern dengan 

Penelit Ahli. Hal mi dikarenakan adanya keterbatasan waktu 

dari pemateri sehingga acara mi digabung dan dilaksanakan 

pada satu hari yang sama. 

Dalam kegiatan sosialisasi dihadiri Kepala Biro Persidangan 

I yaitu Bapak M. Dimyati Sudja, S.Sos, M.Si, Kepala Bagian 

Risalah Bapak Muhammad Yus Iqbal, S.E, Peneliti Madya 

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd, Pejabat Fungsional Madya 

Dra. Tri Budi Utami, M.Si yang juga sebagai mentor bagi 

penulis, Dra. Nurani Bodroini, Drs. Uli Sintong Siahaan, 

M.Si. Selain itu undangan yang hadir yaltu Pejabat 

Fungsional Pertama, CPNS di Bagian Risalah dan juga 

perwakilan Komisi I, Komisi V, Komisi IX, dan Komisi X. 

Kegiatan sosialisasi dibuka dan dimoderatoni tangsung oleh 

Kepala Bagman Risalah. Pada kegiatan mi penulis 

memaparkan dan menjelaskan mengenai pedoman yang 

sudah dibuat oleh penulis. Penulis juga membagikan 

brochure / leaflet sebagai bahan presentasi kepada 

undangan yang hadir dan melakukan demo pengisian 
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monitor control system. 

Setelah dilakukan pemaparan dan penjelasan oleh penulis, 

maka dibuka sesi pemberian pandangan dan masukan oleh 

mentor, undangan yang hadir serta perwakilan dari Komisi. 

Penulis mencatat semua pandangan serta masukan dan 

berbagai pihak atas pembuatan pedoman mi. Rapat ditutup 

pada pukul 16.00 WIB oleh Kepala Bagman Risalah. 

Err  
Gambar 10. Kegiatan VI 

Adapun output pada kegiatan sosialisasi ialah adanya daftar 

hadir serta laporan singkat mengenai jalannya kegiatan 

sosialisasi yang dilaksanakan oleh penulis (terlampir). 

Berbagai pandangan diberikan oleh undangan balk dan 

Kepala Biro Persidangan I, Kepala Bagian Risalah, Mentor, 

Peneliti AhIi, Perisalah legislatif Ahli Madya dan Pertama 

serta pandangan yang diberikan oleh perwakilan Komisi 

yang menerangkan kondisi terkini dalam proses 

penyerahan risalah sementara, serta mengenal 
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kelengkapan bahan penyusunan risalah rapat sementara. 

e. Masukan dari hasH sosialisasi, dan tindaklanjutnya. 

Pada tahap kegiatan mi merupakan tahapan lanjutan dan 

kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh penulis. 

Setelah melakukan kegiatan sosialisasi, penulis 

mendapatkan apresiasi atas inovasi yang telah dibuat oleh 

penulis dan CPNS lainnya. Hampir Tidak ada 

koreksi/evaluasi yang signifikan terhadap pedoman 

penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat 

sementara. Hanya dalam tahapan persiapan yang telah 

dibuat dirubah menjadi sebuah diagram alir I flowchart 

untuk mempermudah pemahaman dalam membaca proses 

penyusunan risalah rapat sementara. 

Terhadap formula penetapan waktu digunakan rumus untuk 

memperki rakan atau mengestimasi kan ketepatan waktu 

yang dibutuhkan dalam penyelesaian dan penyerahan 

risalah rapat sementara Masukan tersebut telah penulis 

tindakianjuti dengan mengubah draft awal pedoman sesuai 

dengan saran dan masukan yang telah diberikan. 

Adapun output yang dihasilkan dalam kegiatan evaluasi dan 

tindak lanjutnya ialah sebuah draft pedoman penetapan 

wakktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara 

yang baru dan sudah sesuai dengan saran dan masukan 

yang diberikan kepada penulis (terlampir). 
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6.2. Keterkaitan substansi mata pelatihan 

Pada kegiatan keenam terdapat keterkaitan substansi dengan mata 

pelatihan nilal dasar PNS serta peran dan kedudukan PNS yang 

dapat dijelaskan dibawah ml: 

a. Nilai dasar PNS 

Akuntabilitas 

Sosialisasi dan evaluasi mencerminkan nilai dasar 

akunatbilitas.Karena setelah membuat pedoman dan 

melaukan uji coba, maka pedoman tersebut harus 

disosialisasikan kepada stakeholder yang terkait balk 

internal maupun eksternal. Dan setelah dilakukan 

sosialisasi tentu akan mendapat masukan serta 

pandangan terhadap isi pedoman tersebut. 

Nasionalisme 

Dalam kegiatan sosialisasi dan evaluasi dibutuhkan 

kerjasama dari berbagal pihak, balk itu dari Bagian 

Risalah dan dari Alat Kelengkapan Dewan. Kerjasama 

yang terjalin dengan balk tentu akan menghasilkan 

suatu pedoman yang baik pula agar tercapainya tujuan 

pembuatan pedoman. 

Etika publik 

Pada kegiatan sosialisasi dan evaluasi tentu dalam 

menyampaikannya dengan komunikasi yang balk, serta 

dengan perilaku yang santun dan tidak mengedepankan 

sikap sok tahu atau lebih memahami dibandingkan 

dengan yang Iainnya. 
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4) Komitmen mutu 

Setelah dilakukan sosialisasi tentu adanya masukan, 

saran dan pandangan akan pedoman yang sudah 

dibuat diawal. Dari hasil masukan.saran dan pandangan 

tersebut akan dievaluasi sehingga bisa menghasilkan 

pedoman yang Iebih balk lagi. 

b. Peran dan kedudukan 

1) Whole of Government 

Kegiatan sosialisasi dan evaluasi tentunya melibatkan 

kerjasama dan kolaborasi stakeholder internal dan 

eksternal.Dalam hat ml kolaborasi unit kerja Bagian 

Risalah dan Alat Ketengkapan Dewan. 

C. STAKEHOLDER 

No Stake Holder Jabatan Peranan 

Kepala Bagian Risalah Membantu koordnasi dalam setiap 

pelaksanaan kegiatan aktualisasi, 

dan menerima laporan dari setiap 

kegiatan aktualisasi. 

Internal 
Pejabat fungsional Perisalah Membenikan saran dan masukan 

Legislatif tentanig risalah rapat sementara 

Analis Tata Usaha Bagian Risalah Membantu dalam kegiatan teknis 

administrasi 

2 Eksternal Komisi I - Xl Memberikan informasi terkini dan 

memberikan masukan untuk 

terwujudnya risalah rapat 

sementara yang baik 

Tabel 4. Stakeholder 



D. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN 

Dampak 
No 

Internal Eksternal 

Pengerjaan periyorahari hsalah rapat Penyelenggara rapat dalam hal ini AKD akan 

sementara kepada penyelenggara rapat menunggu risalah rapat sementara untuk 
menjadi tidak menentu dan tidak tepat dikoreksi dengan waktu yang tidak menentu. 

waktu.  
2 Penumpukan pekerjaan yang ada, karena Jika ada rapat-rapat selanjutnya menjadi sedikit 

pekerjaan yang sebelumnya belum terhambat karena bahan rapat dari risalah 
terselesaikan sudah ada lagi pekerjaan rapat sementara belum terselesaikan (terutama 
yang baru. 

dalam pembahasan RUU) 

3 Kinerja pegawal Perisalah Legislatif Ahil Penyelenggara rapat dalam hal mi AKD juga 
Pertama tidak akan terukur. Karena tidak akan terbentur dengan kinerjanya. Karena AKD 
ada monitor control system sebagal sarana akan memberikan risalah rapat sementara 
penelusuran terhadap hasil kinerja 

kepada Pimpinan Rapat untuk ditandatangani. mentracking penyusunan risalah rapat 
sementara.  

Tabel 5. Dam pak Keghatan 

E. TIME SCHEDULE 

Kegatan 

Juli Agustus 

Week Week 

4 5 1 2 3 45 

Mengumpulkan match ataLi bahan mengenai risalah rapat  
sementara 
Koordinash terarah dengan mentor atau atasan. 

Rapat internal untuk pencarhan referensi risalah rapat. I  - 

Membuat pedoman pen etapan waktu kerja dalam 
penyerahan rhsalah rapat sementara 

- 

Uji coba pedo man penetapan waktu kerja dalam penyerahan 
risalah rapat sementara 

- - 

Sosialisasi dan evaluasi penggunaan pedoman penetapan 
waktu kerja dalam penyerahari risalah rapat sementara. 

- 

- 

- 

- 

Tabel 6. Time Schedule 
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BAB III PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

diantaranya mengatur tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), 

dalam Pasal 64 Ayat (1) disebutkan bahwa masa percobaan Calon Pegawai 

Negeri Sipil (CPNS) dilaksanakan selama 1 (satu) tahun untuk memenuhi 

salah satu persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).Pada masa 

percobaan tersebut, CPNS diwajibkan mengikuti Pelatihan Dasar CPNS yang 

didalamnya terdapat kegiatan aktualisasi yang bertujuan untuk 

mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA didalam setiap kegiatan dan tugas 

didalam lingkungan unit kerjanya serta mencari inovasi pembaharuan yang 

ada didalam unit kerja. 

Bagian Risalah merupakan unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan 

fungsi melakukan kegiatan yang berhubungan dengan risalah rapat. Risalah 

rapat merupakan catatan rapat yang disusun secara !engkap dan berisi 

seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi 

dengan catatan tentang jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat 

rapatacara rapat, waktu pembukaan dan penutupan rapat, ketua dan 

sekretaris rapat, jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar 

hadir serta undangan yang hadir.Risalah rapat sementara merupakan salah 

satu output rapat yang dihasilkan dari setiap kegiatan rapat dilingkungan 

DPR RI yang mempunyai peranan penting yaitu menjadi bahan dan materi 

dalam proses pengambilan keputusan rapat selanjutnya, menjadi dokumen 

negara, menjadiinformasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan 

sebagai salah satu alat bukti terhadap proses hukum yang terjadi seperti 

judicial review, kasus korupsi dan lain-lain. 
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Mengingat betapa pentingnya peranan risalah rapat mi, maka dalam 

penyerahan risalah rapat sementara diharapkan memiliki suatu pedoman 

penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara agar 

setiap penyusunan risalah rapat sementara bisa terselesaikan dengan tepat 

waktu. Kondisi saat mi tidak ada pedoman penetapan waktu kerja dalam 

penyerahan risalah rapat sementara dari hasil transkrip. Jadi dalam 

penyelesaian penyusunan risalah rapat sementara seorang Perisalah 

Legislatif tergantung dari penyelenggara rapat dalam hal mi AKD (Alat 

Kelengkapan Dewan) yang memberikan batasan waktu kepada Perisalah 

Legislatif kapan bisa diselesaikan terutama jika ada permintaan yang 

mendesak.Tujuan adanya pedoman penetapan waktu kerja dalam 

penyerahan risa!ah rapat sementara adalah agar durasi waktu dalam 

penyerahan risalah rapat sementara dapat terukur serta kinerja dari seorang 

Perisa]ah Legislatif juga dapat terlihat. Selain itu tujuan adanya pedoman 

penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah rapat sementara 

diantaranya: 

1 .Mempercepat proses penyerahan risalah rapat sementara. 

2.Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab. 

3.Meningkatkan kinerja pegawai. 

4.Mempermudah pemenuhan target penyusunan risalah rapat sementara. 

Pedoman penetapan waktu kerja memiliki tiga tahap yaitu persiapan, 

pelaksanaan dan monitor control system.Dalam tahap persiapan diatur 

mengenai kelengkapan bahan rapat dalam penyusunan nisalah rapat 

sementara, diagram alir atau flow chart untuk mempermudah pembaca serta 

koordinasi dengan Alat kelengkapan Dewan.Pada tahap pelaksanaan 

terdapat jenis risalah berdasarkan jumlah halaman yang diuraikandidalam 

tugas dan fungsi dalam Permen PAN RB Nomor 26 Tahun 2017.Pada tahap 
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akhir dibuat monitor control system yang bertujuan untuk mengetahui dan 

memantau (mentracking) sampai dimana risalah rapat sementara ini 

dibuat.Selain itu juga monitor control system dibuat untuk memastikan bahwa 

proses risalah rapat sementara berjalan sesuai dengan harapan atau 

rencana. 

B. SARAN 

Penerapan pedoman penetapan waktu kerja dalam penyerahan risalah 

rapat sementara dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin .Karena 

pedoman mi dapat memberikan kepastian dan mempercepat penyerahan 

risalah rapat sementara kepada Alat Kelengkapan Dewan dan sehingga 

tahapan pengelolaan risalah selanjutnya juga akan Iebih cepat dan efisien 

baik dari waktu dan manfaatnya. Selain itu pedoman mi dapat mengukur 

kinerja dari pegawai serta mempermudah dalam pemenuhan target 

penyusunan risalah rapat sementara. Untuk stakeholder eksternal diharapkan 

dapat berpartisipasi aktif dengan melampirkan juga kelengkapan bahan 

dalam penyusunan risalah rapat sementara yang tentunya juga akan 

mempermudah dan mempercepat kerja Alat Kelengkapan Dewan. 
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LAM PIRAN 
Lampira'i 1. Contoh Risalah Rapat 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPLJBLIK INDONESIA 

RISALAH RAPAT 
KOMISI I DPR RI  

TahunSidang 2018-2019 
Masa Persidangan : 	 V 

Rapat Dongar Pendapat Komisi I DPR RI dongan Direktur 
Jondoral Kckuatan Portahanan Komentorian Pertahanart RI, 
Kepala 	Pusat 	Kesehatan 	Mabos 	INI 	Sekrotar,s 	Jenderal 

Jerus Rapat 
Komonterian 	Kesohatan 	RI, 	Drektur 	Jendoral 	Polayanan 
Kesehatan Kornentorian Kesehatan RI, Ketua Dewan Jaminan 
Sosial Nasional, dan Direktur Utama BPJS Kesohatan 

Han, Tanggal : 	 Selasa, 23 Juli 2019 
Pukul 12.03 WIG - 16 08 WIB 
Sifat Rapat Terbuka 

Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1. JI. 
Tempat 

Jendoral Gatot Socbroto, Jakarta 10270 
Ketua Rapat Dr H. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR RI 
Sekrotaris Rapat . 	 Suprihartini, SIP., M.SI., Kabag Sokretariat Komisi I DPR RI 
Acara Tindak lanjut RDP Komisi I DPR RI dengan Direktur Jenderal 

Kekuatan Portahanan Kementenan Pertahanan RI, Kepala Pusat 
Kosehatan 	Mabos 	TNI, 	Sekretaris 	Jondoral 	Kemontonan 
Kesohatan RI, Direktur Utama PT 	ASABRI (Persero), dan 
Direktur Utama BPJS Kosohatan, tanggal 14 Januan 2019 torkait 
dengan Pembentukan dan Pongaktifan gligus tugas (task fame) 
sobagai 	tahapan 	pembentukan 	payung 	hukum 	torkait 
kekhususan 	rujukan 	berjenjang 	pelayanian 	kosehatan 	di 
Iingkungan Komenterian Pertahanan dan TNt. 

Hadir PIMPINAN: 
Dr. H. Abdul Kharis Ajniasyhari (F-PKS) 
Ir. Bambang Wuryanto, M.BA (F-PDI Pcrjuangan) 
Ir. H. Satya Widya Yudha, ME., M.Sc. (F-PG) 
AsnI Hamzah Tanjung, SIP (F-Gerindra) 
H.A. Hanafi Rais, SIP., M.PP. (F-PAN) 

ANGGOTA: 
FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP) 
6 	Ir. Rudianto Tjon 
7. Dr. Effendi MS Simbolon, MIP0I. 
8 	Charles Honoris 

Or. Evita Nursanity, M.Sc. 
Andreas Hugo Pareira 
Junico BP Siahaan 
Yadi Srimulyadi 
Ors. Ahmad Basarah. MH 
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FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG) 
Meutya Viada Hafid 
Bobby Adhityo Rizaldi, SE., Ak., M.B.A., C.F.E. 
Dave Akbarshah Fikarno, M.E. 
Bambang Atmanto Wiyogo, S.E. 
Venny Devianb, S. Sos. 
H. Andi Rio Idris Padjalangi, S,H., M.Kn. 
Dr. Jerry Sambuaga 

FR.AKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA) 
H. Ahmad Muzani 
Martin Hutabarat 
H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M. 
H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. 
Andika Pandu Puragabaya, S.Psi, M.Si, M.Sc. 
Elnino M. Husein Mohi, ST., M.Si. 

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD) 
Teuku Rielky Harsya, B.Sc., M.T. 
Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., M.M., M.B.A. 
H. Dahzal Basir 
Ir. Hari Kartana, M.M. 
KRMT Roy Suryo Notodiprojo 

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) 
Zulkifli Hasan, SE., M.M. 
Ir. Alimin Abdullah 
Budi Youyastri 
H.M. Syafrudin, ST., M.M. 

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) 
Drs. H.A. Muhamin Iskandar, M.Si. 
Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P. 
Arvin Hakimlhoha 
Drs. H. Taufiq R. Abdullah 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) 
Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. 
Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. 
H. Sukamta, Ph.D. 

FRAKS! PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP) 
Moh. Acwani Thomafi 
Dra. Hj. Lena Maryana 

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM) 
Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra 
H. M. Ali Umri, S.H., M.Kn. 

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA) 



Anggota yang Izin 	: 	 1. Rachel Maryam Sayidina (F-GERINDRA) 
 H. Syaftullah Tamliha, S.Pi., M.S. (F-PPP) 
 Prof. Dr. BacMarJy, M.A. (F.NASDEM) 
 Prananda Surya Paloh (F-NASDEM) 
 Dra, Timbul P. Manurung (F-H.ANURA) 

Undangan 	: 	 1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian 
Pertahanan RI, Mayjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, 
SIP., M.M. 

 Direktur 	Kesehatan 	Direktorat 	Jenderal 	Kekualan 

Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Laksma TM 

dr. Arie Zakaria, S p.01. 

 Kepala 	Bidang 	Pelayanan 	Kesehatan 	Mabes TNI, 

Kolonel dr. Susmardana, SPKK. 

 Staf Ahil 	Bidang 	Hukum 	Kesehatan 	Kementerian 

Kesehatan RI, dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS. 

 Ketua Dewan Jarninan Sosial Nasional, Ir. TB. Athmad 

Choesni, MA., M.Phil. 

 Anggota 	Dewan 	Jaminan 	Sosial 	Nasional, 	Zaenal 

Abidin. 

 Direktur Kepatuharr, 1-lukum. dan Hubungan Antar Lenthaga 
BPJS Kesehatan, 	Dr,dr.H Bayu Wahudi. SpOG MPHM. 
MHKes.. MM. 

 Direktur 	Jamirran 	Pelayanan 	Kesehatan 	BPJS 
Kesehatan, dr. Maya A. Rusady, M.Kes, MK. 

Beserta Jajaran. 
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Jalannya Rapat: 

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KI-IARIS ALMASYHARI): 

Yaitu: 
Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen Kuathan Kemhan, Sekjen 
Kemenkes, Dirut PT Asabri Persero dan Dirut BPJS Kesehatan pada tanggal 17 JuIi 2017 
dengan kesimpulan yang tidak perlu saya bacakan sudah ada di nsalah rapat pada waktu 
itu, panjang kalau saya bacakan. Dan saya kira Komisi I DPR RI juga sudah sangat 
mernaharni mengerti isi rapat-rapat tersebut. 
Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen Kuathan Kemhan, Kepala Pusat 
Kesehatan Mabes TNI, Sekjen Kemenkes, Dirut PT. Asabri pada tanggal 20 Maret 2018. 
Saya bacakan dua keputusannya karena tidak terlalu banyak. 
• Mengapresiasi terkait telah ditandatanganinya pembaharuan kesepakatan bersama 

atau MoU antara Kementerian Pertahanan dan Badan Penyelenggara Jaminan 
Kesehatan. Selanjutnya Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan untuk 
menyelesaikan pedoman kerja agar kesepakatan bersama tersebut dapat segera 
dioperasionalkan. 

• Akan menladwalkan kernbali rapat dan akhirnya sudah dijadwalkan kembali rapat lagi 
Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen Kuathan, Kapuskes Mabes 
TNI, Sekjen Kemenkes, Dirut PT. Asabri dan Dirut BPJS pada tanggal 16 Oktober 
2018. Kemudian dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan 
Sekjen Kemkes, Dirjen Kuathan Kemban, Kapuskes Mabes TNI, Dirut PT. Asabri, 
Dirut BPJS pada tanggal 5 Desember 2018. Kemudian kesirnpulan pada tanggal 25 
Desember ini adalah: 1) Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjolasan 
Kementenan Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Puskes TNI, BPJS Kesehatan 
terkait laporan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat tanggal 16 Oktober 2018, 
yang melipuh penyelesaian payung hukum terkait polayanan, kesehatan bagi prajurit 
TNI atau PNS Kemhan serta keluarganya serta purnawirawan. 

Pembentukan gugus tugas atau task force dengan leading sector dad Kementerian 
Kesehatan sebagai tahapan pembentukan payung hukum sebagaimana tersebut huruf a di atas. 
Sementara menunggu regulasi sistem tujukan online beqenjang bagi prajurit TNI atau PNS 
Kemhan dan keluarganya serta purnawirawan diberlakukan secara khusus. Kemudian dilanjulkan 
dengan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Sekjen Kemkes, Dirjen Kuathan 
Kemhan, Kapuskes Mabes TNI, Dirut PT. Asabri Persero dan Dirut BPJS Kesehatan pada tanggal 
14 Jarivari 2019. 

Pada rapat terakhir tersebut, Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan 
Kementerian Pertahanan, Kementenan Kesehatan, Puskes TNI dan BPJS Kesehatan tertcait 
Iaporan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat tanggal 5 Desember 2018. Mengingat belum 
adanya perkembangan yang signitikan dan tindaklanjut dari hasil rapat sebelumnya, Komisi I DPR 
RI mendesak Kementerian Kesehatan sebagai leading sector bersama-sama dengan Kementenian 
Pertahanan dan BPJS untuk: 

Memprioritaskan penyelesaian payung hukum terkait kekhususan rujukan berjenjang 
pelayanan kesehatan dilingkungan Kementenan Pertahanan dan ThI. 
Sesegera mungkin membentuk dan mengaktifkan gugus tugas sebagai lahapan 
pembentukan payung hukum tersebut selambat-Iambatnya hingga akhir bulan Maret 
2019. Dan had ini sudah bulan Juli. 
Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian. Pada hari ini kami persilakan nanti berurutan mulal dart 

Sekjen Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Stat Bidang AN Hukum Kesehatan di. Kuat Sri 
Hudoyo, MS. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, dilanjutkan 
Dinjen Kuathan Kerrienhan, dilanjutkan Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, dilanjutkan Dirut 
BPJS dan dilanjutkan dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk memberikan 
penjelasannya terkait dengan agenda hail mi dengan pendahuluan rapat-rapat yang sudah saya 
sampaikan tadi. Tidak saya bacakan semua akan tetapi yang penting tahapan-tahapan yang 
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penting sudah saya bacakan scrnua Harapannya han ni kita bisa menyimpulkan tindaklanjut yang 
Iebih konkrit lagi agar jangan sampai terjadi hal-hal yang sebagaimana temuan kanii ketika 
berlcunjung ke rumah sakit ThI dirnana ada niasalah-masalah toknis yang somestnya tidak boleh 
terjadi, kai'cna ini rnenyangkut TNI 

Saya kira demikian, kann porsilakan yang pertama Sekjon Kementenan Kesehatan. 

(RAPAT DIBUKA PUKUL 12.03 WIB) 

STAF AHU BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI 

HUDOYC, MS.): 

Tenma kasih Bapak Pimpinan. 

.Assalamu 'alaikum Warahmatui!ahi WabarakatuI, 
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. 

Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi I DPR RI, 
yang kami hormati Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI, 
Bapak.bapak dan Kementerian Pertahanan, dari Kemenko PMK, dari Oil -UI BPJS, dan hadirin 

yang berbahagia. 

Pertama kami sampaikan niohon maaf Bapalc Sekretans Jenderal karena satu dan lain hal 
tidak bisa hadir pada Rapat Dengar Pendapat pada pagi han mi dan menginm kami dan tim untuk 
hadir dalam rangka Rapat Dengar Pendapat pada had ini. 

Bapak Pimpinan yang kami hormati. 

Sesuai dengan kesirnpulan yang telah diputuskan pada tanggal 14 Januari yang 
merupakan Rapal Dongar Pendapat kelima memang ada amanat bahwa dan kesimpulan tadi 
untuk segera mempiontaskan penyelesaian payung hukurn yang terkait dengan kekhususan 
rulukan berjenjang pelayanan kesehatan dengan Kementenan Pertahanan dan TNI. Dan sesegera 
mungkin membentuk pengaktiflcan gugus tugas sebagai tahapan dengan payung hukum selambat-
lambatnya pada bulan Maret. Dan hasil tersebut di lingkungan Kemeriterian Kesehatan memang 
sudah dilakukan penibahasan langsung dipimpin oleh Ibri Menten Kesehatan 

Yang pertama, rnemang kami di dalam penyi.Isunan pedornan pelaksanaan jammnan 
kosehatan sebagai mandat dali Perpres 82 telah melibatkan dad unsur TNI dan PoIn untuk 
mengakomodir hal-hal yang momarig scsuai dongan yang diatur di dalam pedoman pelaksanaan 
yang sampai saal inipun belurn bisa karni selesaikan karena masih ada tank ulur baik dan internal 
maupun juga dongan lintas onganisasi profesi di dalam pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan 
sebagai mandat dan Perpren 82, sehingga kami masih memerlukan waktu beberapa kali 
pertemuan untuk penyelesaian mi sebelum nanti kita akan bontomu lagi dengan organisasi protesi 
juga dengan unsur-unsur terrnasuk dad Kementeniari Pertahanan dan TNI yang merniliki fasilitas 
pelayarran kesehatan sebagal mih'a dan JKN tadi. 

Yang kedua, terkait dengan hasil tadi memang seuuai dengan apa yang disimpulkan 
dalam Rapat Dengar Pendapat Ierakhir arahan dan Ibu Merrten memang belum bisa memberikan 
kesimpulan atsu keputusan torkad dengan bisa bdaknya hal-hal yang monjadi kebutuhan TNI 
terkad dengan jaminan kesohatan secara khusus ini, sehingga Ibu Menteri mongarahan kepada 
tinlnya bahwa untuk molakukan atau mcrmbuat tolaahan yang ditujukan kopada Komentenan 
Koordinator PMK dan Dewan DJSN tei-kait dengan apa yang menjadi kebutuhan dan TNI secara 
khusus tadi, sehingga dan Kementedan Kesehatan memang belum bias membenkan keputusan 
tetapi mendoronig untuk Dewan Jarninan Sosial Nasionral melakukan kajian terkait dengan hal-hal 
yang dibahas di dalam Rapat Dengar Pendapat im, karena memang itu keputusan yang lebih 
tinggilah yang bias menladi  payung hukum dad pelaksanaan JKN yang khusus akan niemanyungi 
dad hasil Rapat Dengar Pendapat un. 
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Jadi itu sementara yang bisa kami laporkan kepada Bapak Pimpinan bahwa senntara 
hasil yang sudah diawal dan DJSN rnemang akan dilakukan kajian terkait dongan usulan mi. Jadi 
sampai saat ini bolum ada tindaklanjutnya untuk terkait hal ini. 

Itu mungkmn yang bisa kami sampaikan. Mungkin kami mohon ijin Bapak Pimpinan, kalau 
nanti ada tambahan dan perwakilan dan Kenientonian Kesehatari yaitu Bapak Diroktur Jenderal 
Pelayanan Kesehatan untuk menambahkan hal-hal yang memang sudah disiapkan. 

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): 

Silakan. 

STAF AHLI MENTERI: 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Yang terhormat Pimpinan Sidang dan para peserta rapat dari Kemenhan, dari BPJS, DJSN, 
dan juga dari Kementerian Kernenko PMK. 

Juga mohon ijin Bapak Stat AhIi Menteri. Jadi dan kami waktu itu diminta untuk menelaah 
bagaimana kajian tentang porlakuan khusus sistem rujukan dan TNI1PoIn dan keluarganya. Torus 
terang juga sama dengan yang disampaikan tadi bahwa sampai saat ini kami berpatokan kepada 
Peraturan Presiden yang masih berlaku Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018. Nah, disitulah 
kami juga sedang membicarakan bersama dengan organisasi profesi karena sistem rujukan ini 
sudah spesifik lagi. Kami hdak hanya global akan kami buat semacam satu sistem di mana sampai 
dimasukan sistem-sistem diagnostik dan sobagainya sebagai implemcntasinya. Dan kami 
berkoordinasi dengani IDI dan organisasi profesi yang sanlpai saat mi juga bolum sclesai tetapi 
sampai saat mi kami sodang menyelcsaikan pedoman pelaksanaan JKN yang mi justru harus lebih 
dulu sebagal payungnya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. 

Nah, karena mi sudah haws dikejarwaktu maka kami men-time Iine-kan untuk Menlak mi 
sesegera mungkin selesai baru kami dari isi bauran-bauran i ilah yang antara lain nant terdapat 
sistem rujukan. 

Demikian yang kami laporkan. 

Terima kasih. 

Wassalamu 'alaikum Warahmatuliahi Wabarakatuh. 

KETtJA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): 

Tenima kasih. 

Dilanjutkan Direktur Jenderal Layanan Kesehatan Kemenkes sudah tadi. Dirjen Kuathan 
silakan. 
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DIREKTUR JENDERAL KEKLJATAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN RI 
(MAYJEN TNI IDA BAGUS PURWALAKSANA, SIP., MM.): 

Assalamu'alaikum Warahmatu!lahi Wabarakatuh. 

Yang terhorrnat Pimpinan Sidang. 
Yang karni hormati peserta sidang Bapak dan Ibu dari Kementerian Kesehatan, BPJS, 
Kemenko Kesra, kemudian DJSN. 

Ijinkan kanii menyampaikan Bapak yang pertama sebenamya kesunpulan sudah 
dibacakan oleh Bapak Pimpinan Jadi saya akan tindakianjub, kami hasil dan pertemuan dan DPR 
RI kami segera hndaklanjuli 14 Januan. Kernhan, Puskes TNI dan Kesehatan Angkatan, karni 
mengadakan rapat internal masalah sistem rujukan BPJS Kesehatan bagi prajurd INI PNS 
Kernhan dan koluargarrya. Kernudian juga ditunjuk leading sector gugus tugas Kernkes itu belurn 
mengundang kami Pak, untuk mombuat payung hukumnya. Jadi moroka dari Kemkes tadi Bapak 
Sekjen yang mewakili Sekjen menyampaikan internal, tapi kami belum diundang. 

Kernudian ada rapat juga Kemhan, Puskes TNt, Kemenkes, Kemko PMK, DJSN, 
mengadakan rapat terkait penyusunan payung hukum dan DJSN menyetujui niengakomodir 
kekhususan dan kekhasan pelayanan kesehatan untuk prajurd TNI, PNS Kemhan dan 
keluarganya. 

Kami laporlan Bapak, tunggakan klairn BPJS Kosehatan terhadap rumah sakit Kenihan 
dan TNI. Untuk Rumah Sakit TNI AD per Mci 2019 itu Rp364835 000.000,- Keniudian Rurnah 
Sak4 TNI AL per Marel 2019 Rp85.419,000.000,- sedangkan untuk Angkatan Udara 
Rp34.965.000.000,- inj rata-rata per bulan Mel itu Rp453 miliar. 

Sedangkan usulan kami Bapak, uniuk Revisi Undang-Undang Nonior 34 Tahun 2004 
teniang TNI ini sedang kami godok secara internal. Yang kami rubah untuk Pasal 50 ini scbenamya 
sudah ada tertantum untuk rawat kesehatan di Ayai (2) ponit D itu sudah tercantum. Kemudian 
juga Ayal (3) keluarga prajurit memperoleh rawat kedinasan yang meliputi rawatan kesehatan, 
pembinaan mental, kcagamaan, dan bantuan hukum. 

Kemudian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNt Pasal 51 itu juga 
tercantum, yaitu prajurit yang diberhenhkan dengan hormat itu memperoleh rawatan dan layanan 
puma dinas. Kemudian Ayat (2) rawatan dan layanan puma dinas sebagaimana dimaksud pada 
Ayat (1) mehiputi pensiun, lunjangan bersifat pensiun, tunjangan atau pesangon dan rawatan 
kesehatan. Kemudian Ayat (3) pelaksanaan kelentuan sebagaimana dimaksud di atas pada Ayat 
(1) dan Ayat (2) diaturdengan Poraturan Pemerintah. 

Dan pihak Kemhan TM mengusulkan penambahan Pasal 51Adalam Rancangan Undang-
Undang Nlornor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Diantara Pasal 51 dan 52 disisipkan: 

1. Pasal 51A schingga borbunyl sebagai benkut 
Pasal 51A. 

Rawatani kesehalan sebagaimana dimaksud pada Pasat 50 Ayat (2) huruf 
D, Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan Pasal 51 Ayat (2) dilaksanrakan oleh 
kesehatan TNI. 
Kesehatan TNI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam menjalanan 
tugasnya disusun dan disiapkan berdasarlan kepentngan pertahanan 
negara sesuai dongan kekhasan serta tugas pokok dan fungsi. 
Ponempatan fasihitas kesehatan TNt mengikuti golan satuari TNt. 
TNt menjarnin rawatan kesehatan prajurit dan ketuarganya seria rawatan 
puma dinas sebagaimana Pasal 50 Ayat (2) dan Ayai (3) dan Pasat 51 Ayat 
(2) dilaksanakan semaksimal niungkin. 

Proses Revisi Undang.Undang Nornor 34 Tahun 2004 lentang TNI. Satu forum 
Kementerian dan Lenibaga yang termasuk dalam Tim Pokja belum menyetujui penambahan Pasat 
51A sesuai yang dimaksud oleh Kemhan dun TNI. Dua, kami memohon DPR RI kliususnya Komisi 
I DPR RI dapat membantu memasukkan Pasta 51A sesuai usulan ke dalani Revisi Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNt tersebut. 
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Kemudian permasalahan lainnya kami laporkan kepada hadinn sekalian Satu, 
berdasarkan surat Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Nomor 
38161111.2/O3l2Olgtanggal 23 Maret 2019 teritang progress kareditasi rumah sakitdan rumah sakit 
yang akan habis masa berlaku akreditasi tahun 2019. 

BPJS Kesehatan menghentikan secara sepihak pelayanan kesehatan dl rumah sakit 
karena ijin oporasional rumah sakit habis masa berlakunya. Sementara akreditasi rumah sakit 
sedang proses di sistem nasiorral akreditasi rumah sakit atau SNARS. Rumah sakit Kemhan dan 
TNt tidak mungkin menghentikan Yankes bagi prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya serta 
purnawirawan. Tetapi pelayanan kesehatan yang dilakukan di beberapa rumab sakit milik Kemhan 
dan TNI tdak dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan. Di lain pihak kewajiban pembayaran iuran 
kepesertaan BPJS melalui pemotongan gaji personhl TNt, PNS Kemhan dan keluarganya tetap 

diberlakukan. 
Kemudian kami laporkan kondisi rumah sakit Kcmhan dan TNI yang dihentkan pelayanan 

kesehatan oleh BPJS. Ini dan Kemhan Bapak, satu rumah sakit ini sudah terakreditasi panpurna, 
kemudian TNI AD 27 rumah sakit saat ini 3 yang belum. Thi AL 3 runrah sakit 1 yang bolum. TNI 
AU 2 wmah sakit saat mi 2 yang belum. Jumlah 33 rumah sakit yang saat ini belum dihentikan ito 
6 rumah sakit. 

Kemudian lanjutan yang kedua, berdasarkan KMK Nomor HKOlO7lMenkesI37312019 
tanggal 4 Juli 2019 tentang pedoman review kelas rumah sakit. Beberapa rumah sakit di jajaran 
Kemhan TNI merigalami turun kelas yang berakibat kepada meniunjnnya pendapatan rumah sakit. 

Daftar rumah sakit Kemhan dan TNI yang turun colas sesuai dengan daftar di alas. Dan 
TNt AD itu ada 17 rumah sakit im turun kelas semua Kemudian dari TNt AL itu ada 9 rumah sakit. 
Dan TNI AU ada 8 rumah sakit Kemudian akreditasi FKTP berdasarkan Permenkes Nomor 5 
Tahun 2018 tanggal 19 Febwan 2018 tentang perubahan ketiga alas Permenkes 71 Tahun 2013 
tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN Pasal 40 yang bcrbunyi: 

Ada saat Poraturan Menten ini benlaku soluruh FKTP milik Kcmhan TNt dan Kepolisian 
Negara Rcpublik Indonesia dinyatakan sebagai klinik Pratama. 
FKTP milik Kemhan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud pada Ayat (1) dianggap telah memenuhi persyaratan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Menteni mi. 

3 Fasilitas kesehatan tingkat pertama rnilik Kemhan TNI dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus rrnyesuaikan 
dengan ketentuan penjinan klinik pratama paling lambat pada 1 Janurl 2021. 

FKTP milik Kemhan TNt tidak memiliki anggaran Pak, untuk memenuhi SDM can sarana 
prasarana sesual dengan persyaratan dalani Pemienkes Nomor 5 Tahun 2018 tersebut di alas 
lni karena tcrbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Kemhan dan TNt. Sebagai iluslrasi Pak, 
Kemenkes bisa mendapat anggaran untuk pembangunan pelayanan Puskesmas di wilayah 
perbatasan. Sementara Kemhan TNt itu dipeniontaskari unluk belanja personil, kemudian belanja 
barang, kemudian alutsista yang harus digant. mi untuk pelayanan kesehatan ahhirnya joniplang, 
yang satu bagus sekali yang satu lagi memelas Pak. 

Kemudian tindaklanjut yang telah dilaksanakan: 
Tolah dhlaksanakan rapat dengan Pimpinan Asdep Yankes Kemenko PMK tanggal 26 
Maret 2019 di wang rapat Kemenko PMK yang dihadini oleh Kesehalan Kemhan, 
Kemenkes, DJSN, BPJS Kesehatan, Puskes TNI, Kesehatan Angkatan membahas 
tindakianjul Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPR RI, 
Rapat dengan Pimpinan Dirkes Dirjen Kuathan langgal 7 Mel 2019 di wang rapat Ditkes 
Kemhan dihadin Dirmutu dan akreditasi Yankes Kemenkos, Kopala Pusat Pembiayaan, 
dan jaminan kesehatan Komenkes. KARS, Kesehatan Kemhan dan TNt, LO BPJS 
Kesehatan Kcmhan dan TNI. 
Rapat Koordinasi di Hotel Aryaduta langga! 28 Mci 2019 dengan Pimpinan Ketua DJSN, 
dengan dihadin oleh Kemenkes, BPJS Kesehatan, Kemhan TNt, KARS den Poini. 
Demikian yang dapat kami laporkan Bapak Pimpinan. 
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KETIJA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): 

Sebelum dilanjutkan ada angka yang sangal menganggu mata mi, hampir setengah hiliun, 
lunggakan hampir setengah Inliun. Ini sangat besar dan kita tidak melihat ada dalam laporan 
keuangan Kemhari kemarin. Tidak tahu mungkiri kalau saya salah lihat. Pak, mi tunggakan tahun 
2019 saja atau ada 2018? 

DIREKTUR KESEKATAN DIREXTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN 
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TN! DR. ARIE ZAXARIA, SPOT.) 

Ijin menjawab saya Direktur Kesehatan Kemhan. 
ni tunggakan yang belum dibayaroleh BPJS. 

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): 

Termasuk 2018 juga? 

DIREKTtJR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN 
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAXSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SPOT.) 

Ada 2018 sedikit sebagian besar di 2019. 

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KNARIS ALMASYHARI): 

Terus pertanyaan selanjutnya, mi ditutup dan mana, kan tentunya operasional buluh 
biayakan, terus yang nutupin siapa? 

DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN 
KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMATNI DR. ARIE ZAKARIA, SP.OT.) 

Rumah sakit menutup sendiri itu yang tenak terutama yang tagihan BPJS rnencapai di 
alas 3 bulan. Kami sudah meminta kepada BPJS sesuai dongan hasil rapat Komisi yang terakhir 
14 Januan agar dapat priontas. Memang kami dapat priontas, kalau dibandingkan dengan yang 
sipil mereka bisa tunggakan 6-8 bulan tetapi rata-rata diangka 3-4 bulan. Tapi ada juga rumah sakit  
yang sampai 6 bulan, inj yang tenak karena tidak bisa menutup sementara pelayanan kesehatan 
prajurit tidak bisa ditolak. Termasuk juga akibat pembayaran yang teriambat ini adalah dengan 
yang tadi ponulupan rumah sakit akibat ijin operasional. 

Kami meminta tadr karena potongan gaji tetap dibayar oleh prajut Iangsung oleh 
Komonterian Keuangan. Kami minta yang ddutup harusnya adalah yang sangat umum, karena 
tidak mungkin kami monutup layanan untuk pajunt dan keluarganya. Semua tenak mau borobat 
kemana dan mereka merasa dan prajurit tahu mereka dipotong gajinya. Karena itu, kami terpaksa 
membuat edaran kepada soluruh kesehatan angkatan tetap diterima, hanya konsokuensi ijmn 
operasional tadi dutup adalah BPJS sudah niembayar, karena langsung ditutup secara online 

Kami protes hal tersebut, masalahnya boberapa rumah sakit itu tidak keluar nm 
operasional karena antrian akroditasi begitu panjang. Itu sebabnya tadi kami membuat rapat 
tersendiri mengundang KARS, sampai kami nieminta KARS surveyor akrodasi rumah sakit yang 
pensiunan TN! mirita dikerahkan. Dan kami minta hdak menunggu sampai 3-4 bulan Ru sudah bisa 
dipenuhi. 

ltulah sebabnya dan 33 nimah sakit kanii bisa cut tinggal 6 dengan meminta KARS segera 
kalau perlu sanlpai tongah malam dan minta hasilnya paling lambat tidak lebih dan 3 han sudah 
langsung dnkirim ke kanii dan kami knnm ke BPJS. Ini yang kami jalankan, tetapi masih sokian kii. 
Dengan sekian ini kami sakit kepala, itu sebabnya kami katakan berulang kali kanii minta Satgas 
bentuk pembicaraan tentang Manlak itu kami diundang tentang tindaklanjut Perpres Nomor 82 
Tahun 2018. 
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Seperti kami katakan di Rapat Dengar Pendapat DPR RI sebelumnya, Perpres ini tidak 
mengakomodir kepentingan khususnya rujukan TNI. Karena itulah, rapat 14 Januan atas usulan 
dari Bapak Dewan sendiri merevisi Undang-Undang TNI. Kebotulan Undang-Undang TNI sedang 
direvisi berkaitan dengan masa jabatan akhir dan ponsiun. Nah, kami tambahkan tadi kami katakan 
di Pasal itu sebonamya sudah jolas Mggota dan koluarga rawatan dinas, pumawirawan rawatan 
dinas, yang tadinya pun diprotes oleh Kemenkes purnawirawan pensiunan, tidak ada pensiunan 
TNI yang Iepas, Undang-Undangnya masih berlaku. 

Nah, kami minta lambahan Pasal. Inti dan pasal itu sobenarnya yang Pasal 51A Nomor 2, 
kesehatan TNt disusun berdasarlcan kepentingan pertahanan negara sesuai dengan kekhasan dan 
tugas pokok. OIeh komunitas hukum dijabarkan dalam bentuk bahasa seperti itu. Artinya epa" 
Force Angkatan Laut, satuan teladan itu tdak peduli ada kampung atau tidak, tetapi begitu 
dianggap penting untuk pertahanan kami taruh TNI. dimana ada ThI disitu harus ada dukungan 
kesohatan Masalahnya jurntahnya kadang-kadang hanya 50, 20, 40. Kalau dihilung dengan BPJS 
dengan efekbf dan efisien yang rnoreka sampaikan dalam kendali mutu biaya harusnya FKTP itu 
2000-5000baru benjalan. Tapi kan kami tidakpoduli tentang itu, kami rnengikuti sistem pertahanan. 
Natuna karena ancaman Laut Cina Selatan dibikin Satgas integrasi. Ada Satgas integrasi taruh 
kapal solam, taruh satuan udara, taruh inifantri, taruh segala macam maka dibuat rumah sakit 
integrasi. Tidak peduli disitu kagak ada duitnya dan segala macam semua, tapi karena kepentingan 
pertahanan. 

tnilah yang kite minta, tetapi rapat-rapat pembahasan Undang-Undang ThI revisinya Iebih 
banyak dijalankan oleh komunitas hukum Saya hanya diundang sekali pada awal, pada 
pembahasannya ada beberapa kementenan yang menentang, kok mi tim medis dimasukkan, mi 
bukan teknis medis Kalau mi tidak masuk di Undang-Undang bagaimana saya bisa menentang 
perlakuan bahwa Kemhan TNI disamakan dengan sipil. Kami selalu yang diutamakan oleh BPJS 
maupun Kemenkes adalah Undang-Undang DJSN dan Undang-Undang BPJS, kalau hanya 
Perpres den Permen tidak dianggap harus dan Undang-Undang dan dengan togas dikatakan 
kekhasan ThI 

Makanya saya katakan tidak bisa kami harus momenuhi persyaratan dan mana, dokter 
saja kami kurang 1000, kami sudah buka 2 tahun penerimaan prajurit karir khusus yang lobs 
maksimal cuma 100-an. Jadi nunggu berapa puluh tahun baru nutup, mau nambah rekrutmen tidak 
bisa masuk di Nusantara Sehat Kemenkes untuk menutup Puskesmas dan segala macam 
membuat Nusantara Sehatdenigan insentif bisa 5juta, bisa 15juta. Lah, kami punya duit darimana, 
duit kosehatan Kemhan TNI itu jadi satu dengan anggaran Kemhan Pada anggaran Kemhan saja 
yang 2019 saja tidak sarnpai 50%, begitu gabung sama Atutsista bet kapal selam, beli Sukhoi 
segala macam babIes kosohatan. Duit danmana mau menutupi SDM-nya, bagaimana mau beli 
abet peralatannya, itu baru rumah sakit. 

Rumah sakit yang 2019 saja kite sudah usahakan ngikutin, kami tidak mute torus tidak 
mengikut persyaratan, tidak. Tapi berilah kami kesompatan. tapi karena masalah masa hams 
ngantni pongumuman 3-4 bulan, sudah jalan dipotong begitu saja. Nah, teriak dan tidak mungkin 
Anggota disuruh pulang, bisa bakar-bakaran, bisa ribut, karena mereka tahu itu hak mereka dan 
dijamin oleh Undang-Undang TNI. 

Nah, yang benkuteya konapa yang ketiga saya masukan FKTP. FKTP ini 2021 ini 
sekarang 2019 tinggal 1,5 tahun, dan 750 FKTP TNI yang memenuhi syarat seat ini hanya 4, baik 
itu SDM, sarana dan prasarana. Kami minta bimbingan saja di daorah, disana ngomong di 
Kemenkes di Jakarta di daerah Kepata Dinas Kesohatan solalu mengutamakan porbaikan 
akreditasi untuk Puskesmasnya dulu, karona itu menjadi skoring mereka. Bantuan perryusunan 
akreditasi FKTP tidak ada yang gratis, ada FKTP TNt yang untuk minta bimbingan saja hams 
mongoluarkan duitjutaan, darimana Anggaran kami tidak ada. 

Yang membuat ri Iagi, saya baru pulang dan perbatasan. IN Monkos dongan bangga di 
TV menyampaikan kami membangun Puskesmas perbatasan 200 mitian di luar anggaran 
Kemenkes. Saya datang ke Atambua, rumah sakit Atambua dibangun 500 miliar. rumah sakit TNI 
disana dmakui rumah sakit saja hdak, Puskesmas, karena tidak ada duit dan tidak ada dokter, 
padahal itu mendukung Satgas perbatasan. Di Kabimantan Barat dan Kalimantan Utara saya baru 
dan sana, rumah sakit Angkatan Laut Ilyas sudah mau rubuh, sementara di Entikong dan segala 
macam Puskesmas dapat 200 ni liar bagus, megah dan segala macam diluar anggaran Kemkes. 
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Nah, kami yang jaga perbatasan, yang hap tahun masih ada malana bahkan sampai 
meninggal Satgas Perbatasan. Kemarin malah baru 2 minggu saya datang ke Sibati Nunukan, 
kami temukan Satgas Perbatasan di Malino sampir hampir mati kelaparan, karena helikopter hidak 
bisa torbang untuk ke desa terdekat 2 hail. Nah, bagaimana jomplangnya kan kami sarna-sama 
jaga perbatasan, semontara kami diminta memenuhi akreditasi bukan kami tidak mau, orangnya 
tidak ada, duitnya baak punya. 

Nah, setiap kali rapat di Mahlak saya niengatakan nanti nijukan dibicarakan khusus. 
Sampai sekarang Cuma janji-janji, kalau istilah anak saya PHP (Pemberi Harapan Palsu). Kami 
Udak percaya kalau ingat pernbicaraan waktu Perpres dulu yang 82 dan awal saya katakan mi akan 
jadi masalah. Nah, kalau ditutup maka akan terjadi kenbutan lagi. Dalam 1,5 tahun dad mana saya 
bisa dapat SDM, Dokter. Perawat dan segala macam. Oh, garnpang bayar swasta', siapa swasta 
yang mau di FKTP TNI yang ada di daerah terpencil, apalagi di pos-pos Mgkatan Laut atau Satuan 
Radar yang biasanya bukan ada penduduknya, siapa Puau terluar, terpencil, saya bilang monyet 
saja bdak ada apalagi orang. Bagaimana memenuhi itu suruh tutup berobat kemana. 

Inhlah pentingnya kenapa ada tambahan pasal di Undang-Undang TNI yang dengan togas 
mengatakan bahwa ponempatan Faskes, du berdasarkan kepontingan pertahanan, tdak ada 
urusannya dengan masyarakat umum. Ini yang kami minta leg spesialis perlakuan khusus untuk 
TNI, karena itu dijamin oieh Undarig-Undang TN, sampai pensiun pun masih kami jamin. Jadi 
bukan tanpa dasar. Nah, kami minta ada pertimbangan khusus bagi kami. mi yang bisa kami 

tambahkan. 

Terima kasih Bapak Ketua 

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KFIARIS ALMASYHARI): 

Torima kasih 

ni rapat yang kesekian, tenian-teman juga sudah pada jengah karena jawabannya kami 
sedang bahas, beum ada progress den seterusnya. Kami datang keperbatasan juga Pak, 
beberapa waktu yang lalu dengan Bapak Kasad. Kayaknya Ibu Mentod Kesehatan perlu diajak 
kesana diperbatasan betul jangan di kotanya biar tahu bagaimana atapnya juga, pecah bolong-
bolong itu, tidak ada listnk disana, dan dia harus bertahan. Biar ngerti ini Bapak-bapak dan 
hesehatan perlu diajak kesana kayaknya ml biar tahu. 

Terus terang Koniisi I DPR RI sangal prihatin melihat ini, saya pimpin sendin kunjungan 
ke rumah sakit-rumah sakit tunggakan segitu bosar. Kalau rumah sakit swasha untuk masyarakat 
lu mungkin ada pemilik modalnys, kalau tenhaa tdak ada. Somentara prajurit mi 24 jam hams 
siaga, dimobilisasi, dikasih tugas tidak boleh bantah, hanya ada slap Iaksanakan dan setorusnya. 
Sementara ketika ada sakit itu die tidak mendapatkan prioritas dalam pelayanannya. 

Oke, ini pemanasan untuk diskusi kedepan 
Selanjutnya kami ingin mendengarkan dan BPJS, silakan. 

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN 
(DR. dr. H. BAYU WAHYIJDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.): 

Bismihlahirahmanirahim. 

Assalamu'a!aikum Warahmatullahi Wabaraka huh, 
Selamat slang dan salam sejahtera untuk kita semua. 

Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi I DPR RI, 
Bapak-bapak dan Ibuibu Anggota Komisi I DPR RI, 
Pan mitre kerja Komisi I DPR RI yang hadir pada Rapat Dengar Pendapat ini. 

Pertama-tama ijinkan pernrohonan maa( dad Bapak Direktur Utama yang kebetulan had 
ira sedang melakukan MTR internal jajaran BPJS Kesehatan di Bandung. Says Bayu Wahyudi 
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sebagai Direktur Hukum Kepatuhan regulasi dengan hubungan antar lembaga beserta Ibu Maya 
sebagai Direktur Peiayanan Jaminan Kesehatan untuk mewakili institusi BPJS Kesehatan. 

Dan perlu tadi saya ulang konibali tadi sudah saya sampaikan Bapak Pinipinan, bahwa 
pertemuan Rapat Dengar Pendapat mi sudah berlangsung 6 kali, mulai tanggal 17 Juli 2017 
sampai dengan sekarang 23 Juti 2019 yang boleh dikatakan berlangsung 2 tahun 

Kalau peu saya ulangi kembali batiwa hasil dari Rapat Dengar Pendapat kami sudah 
melakukan boberapa tindakan yang sekaligus, terutama pada tanggal 16 Oktober 2018 mi dengan 
kesepakatan 2 yang tadi sudah disampaikan dan kami sudah menindakianjuti pada tanggal 22 
Oktober 2018 dengan membenkan diskresi yang sudah kanii sampaikan walaupun kami 
mempunyai resiko terhadap regulasi yang kami tetapkan, yaitu niengatur sendiri untuk Kemenhan 
dan TNI, pemberian sislem rujukan di Iingkungan Kemenhan dan kekhasan TNlIPoIri. Dan mi 
sudah kami lakukan sejak 2018. 

Kedua, membentuk tim gugus tugas dan kami sudah n,ongmnmkan kopesertaannya karona 
sebagai main leaders-nya di tetapkan adalah Kementerian Kesehatan sesuai dengan Undang-
Undang kami sudah mongmnmkan nama-nania dan petugas kami untuk melakukan koordinasi dan 
sinorgi terhadap keirrginan yang dipertiharakan oleh TNI dan Kcmhan. 

Untuk diketahui bahwa dengan diskresi mi kami menanggung resiko dan hasil Pinipinan 
Komisi I DPR RI juga sudah menyampaikan bahwa amanat Undang-Undang BPJS Nomor 24 
Tahun 2011 itu pada Pasal 38 mengatakan bahwa direksi bertangungjawab secara tanggung 
renteng terhadap penyelenggaraan DJSN dan ini sudah kami lakukan. Dan kami motion ko 
depannya tentu diskresi ml tidak bersrfat perrnanen dengan sudah waktu berjalan 1 tahun, 2 tahun 
tentu tidak bisa sebagai hal yang permarren kami ingin payung hukum, karona bagaimana pun juga 
kami adalah institusi yang patuh tertiadap hukum yang memanyungi ataupun yang berlaku di 
negara kite 

Untuk diketahui waktu itu Bapak Hamzah Tanjung juga sudah menyampaikan bahwa akan 
komit dan full untuk memborikan support terhadap apa-apa yang sudah kami lakukan. Komudian 
Komisi I DPR RI pada tanggal 14 Januari 2019 mondosak BPJS Kesehatan membayar tunggakan 
klaim. Pada saat itu, per!u kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan tindakan kekhususan 
juga dengan adanya selama ml ada sistem yang umum, yaitu periagihan ada first in dan first out, 
karena bagairnana pun juga BPJS itu transparan dan akuntanble melakukan segala sesuatu 
upayanya. Sehingga bagi institusi lasilitas kesehatan baik itu FKTRL milik TNI ataupun Old 
ataupun umu, Pemennlah Daerah, dan sebagainya dan swasta itu melakukan penagihan secara 
frfo Tetapi kami mombuat satu diskresi dengan mengkhususkan khususnya pada TNIlPolri dengan 
membayar maksimal tagihan ada yang sarnpai 3 bulan. 

Untuk diketahui bahwa bukan menjadi rahasia umum, kami pun sudah molakukan Rapat 
Dengar Pendapat di Komisi IX DPR RI, maupun juga Bapak-bapak dan Ibu Pimpinan sudah 
rnemahami tontang kouangan BPJS Kosohatan. Untuk dikotahui dan saya ulang kembali sudah 
bukan rahasia unium bahwa carry over defisit atau mismatch di 2018 itu 9 triliun belum ditutupi 
Kemudian sudah dilakukan audit oleh BPKP dan sudah ditaporkan secara tertulis oleh BPKP 
bahwa komungkinan di 2018 mi sudah carryover9 triliun, kemudian di tahun 2018 ini sudah sampai 
dengan pemeriksaan kemarin April 196 tnliun. Kernudian diperkirakan sampai dengan 2019 28 
tnliun, di karenakan karena mismatch. 

Komudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kami menutupi sogala sosuatu 
dengan keadaan keuangan yang boleh dikatakan sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak 
dofisit. Kalau kami mengatakan miss match karena iuran yang diterapkan tidak sesuai dengan 
perhitungan yang ada, baik di DJSN, maupun dan aktuaris dan sebagamnya maupun dad 
akademisi. 

Untuk diketahul, kami borupaya agar tetap program mi berkesinambungan dengan 
komitmon tapi tentu hams mengikuti regulasi yang ada. Karni bokorja sama dongan bank. yaitu 
dengan namanya Supply Chain Financing. yaitu bank bekoa sama nanö membayar terhadap 
Faskes atau rumah sakit derigan jaminan bahwa tagihannya itu ada. Karena berdasarkan amanat 
Undang-Undang setiap keterlambatan pombayaran 1 bulan BPJS dikenakan sanksi 1%, 
sedangkan SCF bank-bank yang melakukan kerja sama itu bunganya mungkin 9%-1 0% masih 
dibawah 1% per bulan. Dan kami mempunyai kebijakan mempunyai resiko pada hal tersebut, tapi 
kami melakukan agar program mi tentu bisa berkesinambungan dan berlangsung. 
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Untuk tagihan pada fasilitas TNI/Polri mungkin bisa menggunakan hal tersebut, tetapi tentu 
diperlukan boleh dikatakan berani bdak risk (akerterhadap hal-hal yang dilakukan pada Pimpinan 
yang ada di sini terhadap insbtusi fasilitas kesehatan yang ada. Apakah memberikan jaminan 
bahwa bisa membenkan suatu SCF seperti institusi yang Iainnya, inshtusi-insbtusi swasta, wmah 
sakit swasta maupun wmah sakit yayasan maupun yang ada sehingga bagaimana pun juga 
finansial itu bisa bergutir, karena bagaimana pun juga karni masih menunggu bantuan dan 
Pemerintah sesuai dengan kewenagan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
disebutkan bahwa tugas, fungsi, kewenangan BPJS Kesehatan ada 4, ditambah I jadi 5 
mendapatican bantuan dan Pemerintah. Pertama adalah rnengumpulkan kepesertaannya 
fungsinya, kepeserlaan seluruh Indonesia sifatnya wajib. 

Yang kedua adalah revenue collecting, menanik iuran premi untuk kelangsungan program 
ni. Yang ketiga ada strategic purchasing, meniberikan Iayanan. Layanan yang bagaimana? yang 
berkualrtas dan bermutu, nanti saya sobutkan tentang kualitas dan berrnutu sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan oleh regulator dalam bidang kesehatan adalah Kementenan 
Kesehatan. Yang koompat adalah membenikan intorrnasi kepada masyarakat dan juga peserta 
dalam hal ini dan tambahan adalah mendapat bantuan dari Pemonntah, apakah itu sifatnya peserta 
modal negara ataupun bantuan dan sebagainya. 

Untuk diketahui bahwa tadi mengenai hutang BPJS yang belum dibayar tertradap layanan. 
Ini kami sampaikan permasalahan sepenli ini dan kami sudah melakukan diskresi. 

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati. 

Untuk diketahui bahwa sampai saat ini total penenmaan, ini kanii harus keterbukaan, 
transparan dan accountable, total penenimaan iuran TNI/Polri dan 2014 sampai dengan 2019 
adalah Rp4,45 triliun. Kemudian perlu kami sannpaikan total pembiayaan atau pembayaran pada 
fasilitas Faskes TNI dan keluarga pada 2014 sampai 2019 untuk pelayanan primer atau FKTP TNI 
adalah 1,2 triliun dan untuk rujukan atau FKTRL itu 11,85 tnliun totatnya adalah 13 tniliun 
pembiayaan untuk TNI dn Kemhan dalam i. Dan uran yang kami terima 4,45 triliun. Bisa 
dibayangkan bahwa ini adalah suatu mismatch tentu luran tidak sesuai dengan yang kami 
bayarkan. Ini sat.i permasalahan. Jadi pembelanjaan yang kami benkan untuk TNI/Polri mi.... 

F-PAN (BUDI YOUYASTR!): 

Pimpinan, boleh tanya bdak Pimpinan. 

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): 

Silakan. 

F-PAN (BUDI YOUYASTRI): 

Saya ulangi lagi luran 4 koma sekian tnliun. FKTP itu artinya apa Pak, maksudnya apa 
Pak? 

DIREXTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN 

(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPI -tM. MHKES., MM.): 

Jadi Faskes milik TNllPolrr, FKTP (Fasilitas Kesohatan Tingkat Pentama), 

F-PAN (BUDI YOUYASTRI): 

Terus yang 11 koma sekian tnliun adalah rumah sakit. Pertanyaan saya yang pertu dijawab 
Bapak berapa dan 14 triliun untuk pelayanan Anggota ThI dan mana yang bukan Anggota TNI. Itu 
yang penting Pak, yang kami butuhkan itu. 
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DIREKTIJR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN 

(DR. di. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.): 

Balk, itu somua Pak untuk Anggota TNI dan Kemhan. 

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): 

Berarti mi tidak terrnasuk di dalamnya yang masyarakat umum. 

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN 
(DR. dr. H. BAYIJ WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.): 

Tidak Pak, diluar. 

KETIJA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): 

Coba dikonfirmasm dahulu datanya, botulkah dan 11,85 ini memang itu manfaat yang 
diterima oleh TNI atau klaim Rumah Sakit INI yang termasuk di dalamnya fasilitas kesehatan untuk 
masyarakat umum, 

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKLJM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN 
(DR. di. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.): 

Ktaim Rumah Sakit 

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): 

Jadi klaim Rumah Sakit TNt? 

DtREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN 

(DR. di. H. BAYU WAHY1JDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.): 

Nanb secara teknis akan dijelaskan pak dad Ibu Maya maupun Pak Budi. Silakan nanti. 

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KNARIS ALMASYHARI): 

Oke karena ini yang mismacth tadi Itu kan memang rnestinya semacam BPJS Kesehatan 
rim bukan kemudian kami bayar seribu kamu maksimal hanya boleh dapat senibu kan? Karena ini 
tolong menolong kan, gotong royong kan? Sebagaimana ini juga gotong royong kan? Kan tidak 
semua yang membayar harus sakit, sebagaimana tidak kemudian yang bayar sokian hanya 
maksimal dapat sekian, mi bukan jual beli. 

Oke saya kira dilanjutkan dahulu pak. 

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN 

(DR. di. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.): 

Kemudian tadi pak untuk total penerimaan iuran dan juga total pembiayaan belanja tadi 
untuk peserta TNI dan keluarga Kemudian mengenai tunggakan BPJS Kesehatan sampai dengan 
Mei yang sudah disampaikan tadi sekitar 453 miliar dan kami memang dalam hal mi berupaya 
untuk membayar pak, tetapi sistem yang kami lakukan itu FIFO. Jadi siapa yang melakukan klaim 
socara online, jadi first in first out itu akan mendapatkan, tetapi kami memang sudah molakukan 
upaya agarTNl dibenikan diskresi. 

Nah untuk hal ini tentu kami juga melihat ada review tadi Rumah Sakit, kemudian kanii di. 
complaint tentang penyotopan kepada pelayanan. Karena bagaimanapun juga tugas dan 
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kewenangan fungsi dan BPJS tadi. Saya sampaikan tadi ada 4, reschooling, revenue collecting, 
static pwchasing dan membenkan iformasi. 

Regulasi adalah kita patuh kepada regulasi, obey, comply terhadap regulasi yang ada. 
Kemudian apapun yang kita lakukan mi harus sesuai dengan keletapan regulasi yang ada. 
Sehingga payung hukum, baik itu Undang-Undang kemudian Peraturan Pcmcrintah, kemudian 
ditetaphan dalam Kopras dan juga ada Permonkes mungkin sebagai payung hukum yang kami 
lakukan. Bila memang diperlukan suatu diski-esi yang dalam hal mi tidak khusus lagi. Kami juga 
sudah banyak membuat satu diskresi yang penuh resiko. Dalam hal ini direksi dalam hal ini, ini 
dengan penuh resiko. Karena bagaimanapun juga kalau terjadi resiko itu kami akan mendapatkan 
satu, boleh dikatakan punishment dalam hal mi. Baik aspek hukum, maupun aspek finansial. 
Karenajelas di Pasal 38 itu jelas, direksi bertanggung jawab terhadap, tanggung renteng terhadap 
pengelolaan program dana jaminan sosial. Dan ini jelas di Undang-Undang dan waktu itu kami 
mendapat supporting dari Komisi I DPR RI. Bahwa kalau Pak AsnI mengatakan, kita sama-sama 
pak kalau nariti KPK atau nanti audit dan manapun kila sama-sama menghadapinya 

Nah mi kami tidak hanya komilmon secara lisan tetapi juga komitmen berupa regulasi yang 
ada. Karena kami mcngakui dalam keterbatasan yang ada walaupun momang berdasarlan 
Undang-Undang Kesehatan No.36 Tahun 2009 mengbalakan bahwa, belanja kesehatan APBN 
ihi adalah 5% yang dilakukan secara nasnal'. Kemudian daerah 10% dad APBD. Dan kami tidak 
tahu dalam hal mi terhadap peran yang ada dalam hal ini ThI Pold, kami tidak paham. Apakah 
memang pembiayaannya terbatas tetapi bagaimanapun juga mi adalah suatu gambaran regulasi 
yang hams kami akui. 

Untuk ungkapan review Rumah Sakit, kami harus memberi ketetapan dan Juga Undang-
Undang Rumah Sakit No.44 Tahun 2009 dan juga Permenkes yang mengatur tentang hal lu. 
Walaupun memang ada niungkin suatu diskresi tetapi mbok tolong kalau bahasa Jawanya itu ada 
tertulis sehingga kami bisa melakukan suatu diskresi dengan dasarpayung hukum tersobut Tetapi 
kalau kami sokali lagi hams melanggar aturan tanpa payung hukum ataupun suatu alasan tortontu, 
tontu akan mompunyai rosiko pada did kami. 

Jadi kami mohon bantuan kepada bapak-bapak, khususnya Pimpinan Komisi I dan seluruh 
anggota bisa men-support. Karena bagaimanapun juga kami komitrnen pak terhadap 
penyelenggaraan program jaminan sosial mi. Terutama yang diselenggarakan BPJS agar bisa 
membenikan pelayanarr kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminatif, ilu yang kami harapkan 

tJntuk aturan regulasi dan sebagainya, kami bdak mempunyai kewenangari Yang 
berwenang dalam hal mi adalah baik ini inisiasi, inisiator, pemerkasa adalah kementenan terkait 
dalam hal mi Jadi kami tidak mempunyai kewenangan dan kami hanya menjalankan apa yang 
kira-kina sesuai dengan aturan dan rogulasi yang ada. 

Kami molakukan diskresi kalau memang dipoilukan dan untuk kesinambungan dan 
kepenlingan secara umum dan secara khusus dengan support dan yang mempunyai kewenangan 
dalam hat ini. 

Kemudian saya setuju pak dan sepaham bahwa TNI Poin mi adalah sesuatu yang 
spesialis. Sehingga diperlukan suatu Undang-Undang yang sifatnya lex spesialis dan tentu hams 
ada regulasi yang sifatnya lox spesialis. Karena bagaimanapun secara hukum lex spesialis 
derograt generalis Kalau memang spesialis ini lebih, mi akan menganulir ataupun bisa menutupi 
Undang-Undang yang diatasnya tetapi tentu payung hukumnya harusjelas. 

Jadi kami mohon itu pak, nanti secara teknis tadi mengenai pembiayaan dan sebagainya 
akan dijelaskan oloh Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan. 

Silakan lbu Maya. 
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DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BPJS KESEHATAN (dr. MAYA & RUSADY, 

M.KES, AAK.): 

Bismilah hirohman nirohim, 
Assalamua'Iaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Yang kami hormati pimpinan rapat Komisi I DPR RI, 
Dan bapak ibu anggota dewan dari Komisi I DPR RI, 
Serta bapak ibu sekal Ian. 

Tenima kasih bapak, kami melengkapi yang sudah dilaporkan oleh Direktur Hubungan 
Antar lembaga kami. Terkait dengan biaya pelayanan yang tadi sempat ditanyakan. Betul kami 
sudah menenma iuran dan INI sekitar Rp4,4 tnlrun dan biaya polayanan yang kita bayarkan 

khusus untuk anggota TNI itu sekitar Rpl 1,8 tnhiun. 
Nah yang Rpl 1,8 triliun ini pelayanannya ada yang tidak di Rumah Sakit TM. Yang kami 

bayarkan murni ke Rumah Sakit TNt untuk pelayanan anggota TNI sekitar Rp3,5 tniliun selebihnya 
pelayanan anggota THI di luar Rumah Sakit TNt. mi yang kami dapatkan dari data selama mi kami 

bayarkan. Nah tentu untuk detaitnya bisa kami laporkan tertulis kopada bapak terkait dengan data-

data ini. 
Kemudian yang tadi disampaikan DokterAri, terkaitdengan akreditasi Rumah Sakit. Kami 

laporkan tadi, betul ada 33 Rumah Sakit. Namun sejak adanya diskresi dari Menteri Kesohatan 
tentang Rumah Sakit yang belum akreditasi, maka sampai saat mi sernua Rumah Sakit TNt sudah 
kerjasama kecuali ada 2 Rumah Sakit yang sedang menunggu prosos akreditasi. Satu menunggu 
waktu dan satu lagi memang meminta menunda waktu akreditasinya, survomnya. Nah mi yang dua 
saja yang sedang monunggu. Yang Iainnya kami sudah kerjasama dan bdak ada pemutusan 
kerjasama untuk Rumah SakitTNI, itu yang dapat kami laporkan. 

Momang ada kondisi klaim yang tadi disampaikan, kami belum bisa membayar secara 
tepatwaktu seluruh klaim yang masuk. Tidak hanya Rumah Sakit TNt tetapi seluruh Rumah Sakit 
yang masuk Dan inipun sudah kami laporkan gagal bayar yang kita alami tu sekitar Rp7 tniliun 
sampai dengan bulan Jun. Ini kita sudah laparkan juga. Kalau dananya ada, tontu kita sudah 
melakukan pembayaran secara tepat waktu. Dan dengan kondisi mi kami BPJS Kesehatan pun 
dikenakan denda 1% dan setiap ketertambatan ktaim tersebut IN menjadi resiko pelaksanaan 

program mi tentunya. 
Dan terkait dengan faskes primer yang tadi disampaikan untuk akreditasinya. Kami dan 

BPJS Kesehatan mematuhi regulasi yang ada, bahwa sampai tahun 2021 seluruh faskes TNt 
dianggap memenuhi syarat walaupun persyaratan secara apa yang diatur dalam Permenkes 
belum dipenuhi. Masih ditunggu diberi kesempatan sampai dengan 2021. Sehingga kami tidak 
membenlakukan proses akreditasi, penilalan akreditasi pada faskes FKTP milk INI. Semuanya 
tentu bisa kerjasama sebagai faskes yang molayani peserta JKN Mungkmn semontara itu yang 
dapat kami tambahkan Iaporannya bapak pimpinan. 

Terima kasih 

Wassalamualaikum Wr Wb. 

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): 

Solanjutnya dari DJKN sitakan. 

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (IR. TB. ACHMAD CHOESNI, MA., M.PHIL.): 

Balk tenima kasih bapak plmpinan. 

Para anggota DPR yang tenhormat. 
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Kami sangat mendukung pak khususnya kesimpulan dari RDP yang mengatakan kalau 
akan mendesak Kernentenan Kesehatan sebagai leading sector bersama-sama dengan 
Kenientcrian Pertahanan untuk beberapa PR dart bapak-bapak dan komisi sini. Dan beberapa 
waktu yang lalu, kami sudah mengadakarr rapat, 28 Mci. Jadi kami juga harus menyatakan tenma 
kasih karena Komentenan Pertahanan RI menyarankan agar DJSN diundarrg dalam rapat 
pembahasan ini jadi terima kasih. 

Nah waktu itu memang kami rnengadakan, oh ya sebelumnya saya kctuanya tetapi Dr 
Zaenal Abidin anggota DJSN. Jadi ada beberapa nanti saya minta beliau untuk menjelaskan 
karena beliau terlibat Iangsung kepada rapatnya. Cuman memang kita waktu itu menyadan ada 
beberapa keunikan dan posisi TNt Pain yang mungkin kita harus lihat Iebih jelas karena keunikan 
khususnya penugasan dan negara. 

Nah sebetulnya waktu itu kami juga khususnya ke Kementerian Kesehatan juga meminta 
apakah ada semacam arahan khususnya untuk rujukan. Karena kami hanis menyesuaikan dengan 
Kemenkes sebagai regulator. Dan seperti teman-teman BPJS katakan mereka sebagal operator. 
Nah dalam hal mi nanti DrZaenal Abidin akan Iebih menjelaskan khususnya yang akan dibicarakan 
lebih lanjut. 

Silakan izin pak pimpinan. 

ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (ZAENAL ABIDIN): 

Terima kasih Pak Ketua DJSN dan pinipinan yang saya hormati. 

Assa!amua?aikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Saya sampaikan bahwa memang pada peftemuan yang dilaksanakan, pada tanggal 28 
Mei 2019 itu, pak ketua menunjuk saya untuk mewakili memimpin rapat. Mungkin karena saya 
dokter, untungnya pada rapat itu walaupun tentara ada Polisi semuanya dokter. Jadi saya enak 
berkomunikasi sebagai sejawat. Saya hanya punya modal 1, pemah menjadi Ketua Umum 
Pengurus Besar IDI. Jadi saya bisa moncairkan situasi. Dart BPJS juga diwakili oleh dokter, dan 
Kementerian Kesehatan dokter dan dan KARS juga dokter. Ada 5 point memang yang jadi 
pembahasan kita, karena itu disampaikan oleh Doktor An dan disepakati olch semua dinas TN! 
yang hadir, baik itu oleh Mgkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut Bahkan den PoIn 
juga menyepakab apa yang disampaikan dart Dokter An sebagai Direktur Kesehatan Kemhan. 

Yang pertama adalah yang saya catat, diminta agar setiap pembahasan tentang regulasi 
atau kebijakan yang berakibat atau benimplikasi mengatur fasilitas kesehatan milik TN! maka 
diharapkan selalu merujukjuga kepada atau menengok Undang-lindang TNI. 

Dan yang kedua adalab melibatkan Kementenan Pertahanan, TNI dalam merumuskan 
kebijakan regulasi yang ... akan mengikat TNt termasuk PaIn Ketika itu dua point ini saya merasa 
mendapatkan kuliah kewiraan sewaktu masih sokolah. Saya mendapatkan, merigulangi kuliah 
tentang sistem pertahanan negara waktu dulu masih sekolah walaupun hanya 2 SKS. Tetapi kami 
berusaha untuk memahami apa yang diemban misi khusus, yang diemban olch TNI yattu mist 
pentahanan negara. Kemudian minta juga kekhususan untuk kesehatan INI, mengingat tadi mist 
khusus yang diemban. 

Berkaitan dengan yang dibahas had mi tentang rujukan beijenjang, memang ketika itu kita 
membahas tetapi ada hal yang disampaikan oleh ibu Wakil Kernentenian Kesehatan yang rrrewakili 
Kementenian Kesehatan menunggu arahan dart Menteri Kesehatan. Karena itu kami tidak terlalu 
banyak membahas itu, yang kami banyak menibahas adalah permintaan diskresi ekreditasi 
fasilitas kesehatan. Karena itu sebagai pimpinan rapat ketika itu kami minta kepada cars, kebetulan 
karena sama-sama Dokter Bedah, Dokter An juga adalah Dokter bedah, kami minta dokter Jhoni 
mohon dibantu untuk dipercepat Hal-hal tekriis yang tidak tedalu prinsipil tontu bisa disampingkan 
dulu untuk keperitingan INI. Setelah mendapatkan pemahaman dart teman-teman TNI yang hadir, 
kami mengatakan bahwa mesbnya porsoalan faskos milik TNI ini tidak terekspos apalagi kalau 
terekspos keluar, dunia tahu bahwa ada tesilitas TNI yang tidak ada doktemya atau misalnya 
dokternya kurang, atau belum terakreditasi lentu itu tidak enak, tidak elok didengar. 
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Nah saya sangat bersyukur mendongarkan paparan dan BPJS Kesehatan bahwa hampir 
sernuanya sudah kerla sama karena sudah terakreditasi. Jadi itu hal yang sangat menggembirakan 
bagi kanii artinya akrodttasi bagi kami ketika itu dalam diskusi adalah sama dengan mutu. Jadi 
kalau mis.alnya tidak terakreditasi tontu kurang elok kedengarannya. 

Hal lain yang dibahas kobka soal izin oporasional nimah sakit, soal 1MB. Ada nimah sakit 
misalnya alau taskos milik TNI yang menyatu dan pangkalan TNI dan bangunar itu sudah ada 
sebelurn ada aluran tentang un bangunan karena itu bangunan kuno. Apakah du mau dibongkar 
dipangkalan TNI itukan tidak mungkin. Karena itu njpanya rnemang soal izin pendinan bangunan 
lu kalau tidak salah dan Kementerian Lingkungan. 

Jadi menurut saya itu juga tidak terlalu dipersoalkan ketika itu, karena du menurut saya 
pangkalan itupun juga ikul-ikut dipersoalkan siapa yang berizin membangun pangka!an, kan kita 
tidak ada yang bisa menjawab. Hal itu kemudian menurut saya bisa diselesaikan soal akreditasi 
lu. Ada hal yang menank misalnya polabhan swveyor yang diminta oleh teman-toman dad TNI 
bahwa dari TNt pun bisa dilatih berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain itu unsur pomiintaan 
pnbadi kalau TNI b.dak bisa ada pormintaan pribadi untuk dilatih menjadi surveyor, harus ada 
periritah dan atasan atau unsbtusi, nah itu bisa disepakati ketika du sehingga mudah-mudahan 
kedepan surveyoruntuk cars lu lebih banyak dari TNI. 

Berikut yang terakhir yang diminta oloh tenan-teman TNt adalad ketika ada regulasi bare 
maka drlakukan sosialisasi pada Kementenan Pertahanan dan Kepala Dinas TNt baik itu Angkatan 
Daral, Angkatan Udara maupun Mgkatan Laut Kelima point ini kemudian rapat itu menyepakati 
untuk menindaklanjuti, memang belum karni rapat lagi kernbali karni untuk membahas it., tapi ada 
point yang selesai menurut kami adalah soal akreditasi karena ilu proses yang pada saat itu 
langsung dipercepat. 

Tenma kasih 

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (1R. TB. ACHMAD CHOESNI, MA., M.PHIL.): 

Maafsaya cuman menambahkan 

Pada dasamya DJSN akan mendukung penuh pak pimpinan dari arahan dan RDP dan 
kami bekonja sara melibatkan serriva pihak karena memang waktu rapat pertama juga beberapa 
akreditasi du bias coba dicanikan solusi memang karena bekerja sama dengar segala pihak 

Tenma kasih pak pimpinan 

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) 

Tenma kasih dan senivanya sudah nienyampaikan paparan, sudah satu seperempat kita 
riesh break dulu, teman-teman juga pada break duluan. Oleh karenanya sebelum pendalaman 
nanti akan kita lakukan sotclah break, makan slang dan sholat bagi yang menjalankan. Kita akan 
kombali pada pukul 13.45 WIB, setengah jam kita istirahat ya? 13.45 WIB kita kembali lagi untuk 
melanjutkan pendalaman di Komisi I had ini banyak yang hdak hadir salah satunya karena kctua 
Komisi II sedang sidang promosi dokter, jadi tadi saya dan sana, tapi terus saya tinggalkan dan 
teman-toman sebagian mash disana. <arena beliau dulu juga anggota yang cukup lama di Komisi 
I, Pak Zainuddin Amali. Nanti mudah-mudahan bisa segera dapat borkabung setelah break. Saya 

kira demikian kita skors untuk makan slang 

(RAPAT DISKORS PUKUL 13.15) 
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KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): 

Bapak ibu sekalian. 

Kda Ianlutkan  rapat tetapi soparuh Komisi I sedang monenma tamu dan Amenka di wang 
sebelah jadi kda tcrbelah-belah. OIch karenanya lanjul kita kepada pendalaman. IOta mulai dan 
Pak Emma. 

Silakan Pak Elnino. 

(SKORS DICABUT PUKUL 14.12) 

F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.SI.): 

Terima kasih Pimpinan 

Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para pemangku kepentingan yang sempat hadir yang saya 
hormati, 

Dan saya sebenamya sedertiana saja ini pak ibu. Kita in; sudah dan 2 tahun yang lalu 
membahas hal im sudah 6 kali rapat rnembahas hal yang sama dan sepertinya kita melihat bahwa 
belum ada will yang cukup dari pemenintah untuk menyclesaikan masalah mi pak. Kita memiliki 
tentara kita merniliki polisi yang bisa di bilang sebagai backbone dan negara in;. mi tulang 
belakangnya, tidak ada moreka ini kita mereka salah sedikit saja seluruti tubuh sakit. 

Ya kalau tentara kita begini sudah MEF-Nya kunang manusianya pun sakit susah Kita ni 
diketawain negara lain pak, says dengan melihat keadaan mi 2 tahun terakhir mi, tadi saya berpikir 
oh pantas saja Singapura yang menipunyai penduduk cuma segitu ketawa.ketawa kalau 
ngomongmn Indonesia itu. Ini masalah menurut saya ini penting. Ada Menteit l<esehatan Pak Ketua, 
dalam 2 tahun im sudah banyak yang dia bikin kebimakan nraupun dra nierripunyai Penmen atau 
apalah namanya. Masalah mi tidak dibikin peraturannya kan sudah diketahui oleh Menteri 
Kesehatan, sudah diketahu; juga oleh BPJS. Banyak kendala memang saya reernahami ibu bapak 
luar biasa bekerjanya banyak kendalanya latapi im sudah 2 tahun pak 

Kita mi bukan membahas satu dua orang yang Ierkniminalisasi begitu yang heboh 
kemudian diurus oleh semua orang, ada satu orang Baiq Nunl itu sangat ponting untuk negana mi, 
kita mesh bahas oloh seluruh anak bangsa mi. Tetapi tentara ratusan ribu tentara ini pak dan kits 
tidak membahas sepenli bangsa ni membahas satu dua orang yang berkasus atau terkena kasus 
atau tonkena knniinalisasi. Tentara pak bagaimana kita mau menjaga nogara kits pak. Sodihlah 
pak kalau anak-anak saya cucu atau anak bapak mcnghadapi negara-ncgara yang akan rsasuk 
kesini Entah spa rnobfnya entah dengan cara apa sementara tentara kita yang sakit tidak terurus. 
Kita ini sudah mau habis periode 30 September kita sudah selesai kalau Presiden tanggal 19 
Oktober sudah selesai, 20 Oktober adalah pasangan Presiden dan Wapres yang banu. Menten-
Mentennys juga belum tahu apakah masih bertahan atau tidak. Mbo ya inilah kits masih 
mernpunyai waktu berapa bulan ni Juli, Agustus, September dua bulaniah pak. Keluarkan 
aturan itu entah di Kementenan Kesehatan, entah di BPJS, entah diniana begitu. Kalau tidak maka 
kami akan berkesimpulan bahwa dalam 5 tahun terakhir mi tidak ada perhatiarn peniieninlah 
terhadap tentara kits. Enam kali rapat dua tahun terakhir tidak ada apa-apa, tentaranya menjenit 
bagaimana rakyat. 

Pak Ketua kita baperjadinya pak karena mi. Umur saya 40 niudah-mudahan panjang umur 
saya ingin melihat bangsa ni mempunyai tentara yang kuat tentara yang sigap untuk saya 
mempunyai anak-anak kedepan Teitnia kasih Pak Ketua mi nanti di kosimpulan tolong di kalau 
ada kesimpulan curna merighimbau mendesak. mi sudah rapat keenam pak Kalau meniang boleh 
ada kata memaksa tawh kata lu memaksa begrtu, kalau boleh. Kira-kira itu saran saya Pak Ketua 
untuk konknitnya rapat im. 

Terima kasih. 
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hal yang disarnpaikan oleh tentara Puskes TNt Mabes TNt selania enam kali rapat ini mudah-
mudahan sudah biss dimengerti dan kits berharap segera ada keputusan yang jelas. 
Kelihaatannya kita sudah tidak tertank untuk rapat lagi kalau hanya disajikan dengan maaf kali 
belum sclesai maaf kami belum selesai" karona sudah enam kali rapat. 

Komudian yang kedua mismatch tadi memang mi jaminan sosial, jangan berharap bahwa 
kalau anda membsyar senbu anda tenma senbu maksimal bukan itu. Harapsnnya Ran ada 
pembinaari sehingga kalau anda nlenyetor seribu kalau bisa tidak ada mengambit sama sekali kan 
begitu, harapannya Ran begitu paR. Seratur dua ratus bolahlah tetapi kalau kemudian faktanya 
harus tenma manfaat lebih dari seribu ya inilah resiko jaminan sosial. Mungkin nanti pertu 
dipetakan dimitigasi sebenarnya.Sebenamya yang menyebabkan mismatch kenapa kemudian jadi 
danariya kunang itu apa si sesungguhnya kehka sernua prosedur sudah dilalui, oRe itu yang kedua. 

Kemudian yang ketiga ssya rnohon kstau misalnya ada teman-teman wartawan tolong 
jangan tenlalu di ekspose bahwa tentara Rita sakit-sakitan dan tidak ada obatnya, yang di 
perbatasan karena sakit tidak ada obatnya jangan sampai Tidak ada jaminan kesehatan buat 
tentara Indonesia, jangan. Kita harus monjaga karena tentara Rita yang menjaga keutuhan Negara 
Kesatuan Ropublik Indonesia Kits pnihalin dan Rita rapat terbuka, ya sobagai bentuic fransparasi 
Komisi I kopada masyarakat totapi tolong ketika menuliskan benita harap menjaga etik bahwa 
tentara kits harus jugs dijaga jangan sampal kemudian disampaikan keluar seperti tadi 
disampaikan oteh Pak Emma. Jangan sampai kebaca tentara kits ternyata kalau sakit hdak ada 
jaminan obatnya. Terus ka!au mau berobat mesh kesulitan, pusat kesehatannya atau wmah sakit 
yang diterpencilnya tidak diakui, tidak terstandar, tidak terakreditasi dan lain sebagainys. 

Toloncg mungkin bahasa-bahasa seperti mi juga motion pengortiannya. Kits terbuka 
kepada anda somuanya tetapi mungkin harus dibatasi ketika meng-ekspose Re publik ya saya 
berharap sekali ni biar diketahui oteh pare mungkin wartawan tetapi ketika meng-ekspose Re 
publik tolong jaga berkaitan dengan tentara Ira. 

Kornudian yang keempat bapak ibu sekalian kita mengingmnkan kedepan dengan jaminan 
sosial nasional ini dalam hal mi kesohatan. Harapannya kan masyarakat sehat somuanya teirnasuk 
tentaranya sahat semuanya sehingga tidak menggantungkan kepada pengobatan Ran begitu 
harapannya. Kalau tadi kite dengarkan bahwa kanena hanya ada 50 orang ditempat perbatasan 
make keniudian kesulitan berkaitan dengan pengakuan atau apalah namanya tadi. Nah pertama 
kali saya akan meminta untuk klsnfikasi mismatch dulu kite berangkat dan mismatch dulu. Kalau 
soal aturannya terobosan payung hukurn kenyataannya sudah dilaporkan belum ada belum ada 
progress. Nanti tolang sampaikan kepada Menteri Kosehatan nash sesual dengan kesinipulan 
rapat. Kits bahas dan yang pertama mis match dulu. 

Saya tadi sudah mondengarkan bahwa sesungguhnya tentara dalam hat mi Kemhan 
sudah membenikan partisipasi atau iuran yang ditonma BPJS dan Kementonan Pertahanan adalah 
45 sekitan itulah. Sementara manfaat yang sudah dibonkan oleh BPJS sebesar Rpl 1,8 tnliun, Ini 
makanya BPJS nlongatskan ada mismatch anda taruhlah ngiun sekian membenkan luran sekian 
tetapi anida sudah mongambil manfaat sekian banyak tadi sudah dijawab beak sebesar itu. Coba 
statement yang sangat togas disampaikan oleh BPJS saya ingin mendengarkan dan Kemhan 
berapa si sesungguhnya data menurut anda. 

Silakan 

DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN 

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARLA, SPOT.) 

Mohon izin, 

Kalau data yang berapa reatnya jujur kami tidak nnempunyai karenca Rurnah Sakit- Rumah 
Sakit itu semua online di pegang data di BPJS tetapi tadi kami tanya berapa karena kanni tidak 
morass sampai Rpl 1,8 tniliun temyata yang di faskes TNI tadi hanya 45. 

Nah katau yang di luar Rumah Sakit TNI saya tidak tahu bagaimana bisa datanya karena 
kami tidak pernah mendapat tembusan berapa yang berobat di luar faskes TNt. Makanya kami 
tanyakan, rnohon kami juga dibeni data kami tidak punya kanena data semua kan waktu data yang 
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awal dulu ada MoU antara Kemhan TNI dengan BPJS, kami meminta ada dua pilihan yang waktu 
itu kami tawarkan pertama kami menempatkan perwira TN! di pemegang data BPJS Karena ini 
menyangkut kerahasiaan nogara data kesehatan ponernpatan segala macam somua atau orang 
BPJS kami litsus di BAIS segala macam somua. Nah totapi karena PMK kelaniutannya semua 
macel akibat payung hukum tidak ada semua itu belum berjalan. Jadi yang tahun 2018 yang 
pernah kita sampaikan ada rencana PMK komudian dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama yang 
lebih detail semua macel waktu rujukan online gagal dan pembayaran semua gagal jadi semua 
lidak pemah berjalan lagi. 

Nah sehingga kami pun tidak tahu data yang real itu berapa cuma kami tadi merasa 
Rumah Sakit TNI tidak menenma terkait dikatakan bahwa yang TNI-Nya hanya Rp4,5 tnliun. 

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): 

4,5 kan yang iuran yang diboekan, torus pengunaan yang melalul faskes TNI borapa? Di 
rumah sakitsaja 4,5, 4,5juga 

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN 

(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.): 

Pimpinan. 

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): 

lye. 

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKLJM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN 

(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.): 

Jadi perlu saya jelaskan disini total penerimaan iuran Thl Poiri artinya premi atau iuran 
yang dibayarkan TNI Polri dan beserta keluarganya itu Rp4,45 triliun tahun 2014 sanipal dengan 
tahun 2019. Total btaya pelayanan kesehatan TNI diluar dan Poiri, TNI saja dan keluarga tahun 
2014 sanipai tahun 2019 untuk pelayanan primer atau untuk untuk fasilitas kesehatan bngkat 
pertama atau poliklinik dalam hal ini itu Rpl 2 biliun. 

Kemudian untuk pelayanan rujukan artinya Rumah Raloi adalah Rpl 1,8 Inliun. Total yang 
harus dibayarkan adalah Rp13 tnliliun yang sudah dibayarkan adalah Rp13 triliun. Nah untuk 
penguraiannya adalah biaya di rurnah sak1 untuk rumah sakit TNI sendin itu Rp4,5 triliun dan 
rumah sakit yang bukan ThI yang dimanfaatkan o!eh ThI dan keluarganya adalah Rp7,3 tnliun. 
Jumlahnya adalah Rpl1,8 triliun yang dibayarkan untuk peserta TNI dan keluarganya. Untuk 
Rumah Rak4 saja belum itu tadi fasilitas kosehatan bngkat pertama istilahnya ada Poliklinik, 
Puskesmas dan sebagainya. 

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARJ): 

Sebentar 1,2 yang ada di faskos ya 

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN 

(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.): 

Primer, artinya faskos pnmer adalah Puskosrnas, klinik, TNI. 

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): 

1,2 kemudian yang diluar itu 11,8, 11,8 itu rinciannya yang melalui rumah sakd ThI 4,5, 
yang diluar rumah sakit TNI 7,3 Oke ini terus terang karena saya Idak terlalu tahu mungkin juga 
teman-teman Komisi I tidak tahu yang diluar ,umah sakit TNI itu contohnya seperli ape? 



DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN 

(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.): 

Jadi contohnya rumah sakit yang tidak ada fasildasnya ke rumah sakit umum daerah 
umpamanya di wilayah daerah tortontu yang tidak ada faskes TNI atau pun tidak bisa menangani 
terhadap penyakitnya yang di derita dirujuk contohnya soperti itu. 

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): 

Oke dengan demikian berarti jauh Iebih banyak yang ada di luar Runiah Sakit TNI. Nah mi 
Kapus dan pusat kesehatan TNI dan Kemhan infonnasinya seperti ini jadi sesungguhnya manfaat 
yang sudah digunakan itujauh lebih banyak tetapi ini juga Udak menghilangkan kewajiban bahwa 
mernang harus dibayarlan kepada Rumah Sakit-Rumah sakit tunggakan tadi. Jadi tidak ada 
urusannya bahwa karena sudah banyak malca saya lidak wajib mernbayar bukan du. Kita mau 
mitigasi, scbonamya mau cok, mau trace sebonamya kemana sih sebenamya bahwa ternyata 
manfaat yang di dapatkan oleh Komhan di jalur Kcmhan mi TNI non Poiri itu sudah total Rp13 
triliun dad 4,5 iuran atau premi yang sudah dibayarkan. 

Nah ada tanggapan? 

DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN 

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARLA, SP.OT.) 

Boleh saya tanya tidak Rp445 triliun itu apa sudah termasuk subsidi pemenntah atau 
hanya gaji saja 

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEFIATAN 

(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.): 

ni adalah yang dibayarlcan untuk klaim yang dilakukan oleh Rumah Sakit 1141 jadi diluar 
dad itu kilo membcdkan kepada rumah sakit. Untuk urusan SDM obat itu adalah kewenangan 
wmah sakit untuk me-manage-nya 

DIREKTUR KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN 

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SPOT.) 

Pembayaran iuran itu kan yang dipotong olch Kementonan Keuangan dad gaji TNt. Kan 
aturannya kan 2% tetapi kan menurut aturan yang baru BPJS itu ada di subsidi prajurit 3%. Apakah 
mi 5% apa 2% yang 4.4 itu7 

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN 

(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.): 

Semua itu 5%. Jadi semua dikumpulkan yang dibayarkan baik itu dikoleksi 2% dad peserta 
pnbadi Anggota TNt dan juga dibayarkan pemenntah 3%. Jadi yang kita tonma dad 5% dikalikan 
jumlah total scluruh TNI dan keluarganya ini ada Rp4.45 tnliun hampir Rp4,5 tnliun Rp4,45 triliun. 

DIREKTUR KESEHATAN DIREKTOR.AT  JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN 

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNI DR. ARIE ZAKARIA, SPOT.) 

Mungkin Bapak Ketua kami tidak bisa membantah kalau yang diluar Rumah Sakit TNI 
karena data tidak pernah kami peroich dan kanii tidak tahu, betulkah data yang dilaporican oleh 
Rumah Sakit TNI itu Anggota TNI kami tidak mcmpunyai datanya sehingga kami tidak bisa 
rnenyanggah apapun. Tetapi kalau melihat bahwa nlemang yang diterima di Rumah Sakit TNI 
hanya Rp4,5 triliun memang kurang Icbih soperti saat itu segala macam scmua. 
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KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARS ALMASYHARI): 

Oke berarti kalau kda melihat angka-angka itu adalah angka-angka yang ya nanb ka!au 
dari Thi nierasa tidak tahu dan ini silakan saja dicek nanti, Tentunya sistem di BPJS dugaan saya 
pastj ketika itu adalah dan Anggota TN! kan nomomya sendiri kan sudah tervenfikasi pastilah 
artinya sepanjang sistemnya itu memang benar ya ngapain juga nierubah-merubah nonx atau ini 
hanya untuk tidak mungkinlah saya kira tidak mungkin sekarang sudah bdak mungkin flu. 

Oke dengan demikian saya kira jelas bahwa manfaat yang diterima oleh jajaran Kemhan 
baik melalui Rumah Sakit TNI maupun non Rumah Sakit INI itu jauh Icbih besar daripada uran 
atau premi yang dibayarkan. Namun dalam hal ini permasalahan selama mi, itu faktor uang adalah 
nenipakan salah satu faktor disamping faktor-faktor yang lain Ketika kami rapat dengan 
Kementerian Pertahanan memang salah satu kerahasiaan dan sebaran dan kekuatan TNI ini 
nemang harus dijaga. tJia tidak bisa menjadi data PUK sama sekali tidak bisa. Bagaimana 
mungkin kokuatan tontara kita tiba-tiba tor-ekspose mclalui hanya karena urusan jaminan 
kesehatan, kasihan sekali itu nanh ada BAIS dan lain sebagainya itu. BAIS sudah bagamana 
melakukan langkah-langkah pengamanan yang surveillance dan lain sebagainya tiba-tiba semua 
data terpapar dengan gamblang mudah sekali di pelakan 

Oh kokuatan di Jakarta temyata cuma sekian kalau kokuatan di Jakarta cuma sekian bisa 
ditembus dan Pnok misalnya karena Pnolc sedikit udaranya panas tentaranya tidak pada mau 
ditempat gerah misalnya. Kan kasihan sekali oleh karenanya ketika kanii rapat dengan Mentor! 
Pertahanan kami menekankan betul, jaminan kesehatan silakan mengikuti BPJS tetapi harus ada 
pengecualian jangan sampai dipetakan dengan mudah oleh pihak-pihak yang tidak bortanggung 
jawab lalu oleh pihak-pihak yang tidak terotorisasi dengan baik. Saya sepakat kalau mau orang 
BPJS bolch tetapi hams di Litsus Jews komudian datanya juga tidak boleh di-publish karona mi 
menyangkut kekuatan pertahan kita. Oke saya kira itu beberapa tambahan dan saya dan kalau 
masih ada yang mau ditambahkan silakan dan ibu.  

Silakan dari ibu, silakan ibu 

STAF AHU MENTERI: 

Jenma kash Pak Ketua saya mohon izin 

Sekedar mi menibenkan infonmasi kepada tadi bahwa anggaran untuk Rumah Sakit. 
Selama im adalah ada anggaran kesehatan itu 5% dan soluruh APBN. Nah itu dibagi Kemkes, BP-
POM, BKKBN termasuk Komhan untuk kesehatan Nah sebetulnya harusnya Komhan itu sudah 
mempunyai porsi torsendini dad 5% APBN itu. Bahkan untuk Kenientenian Kesehatan sendiri 
sokarang itu terpotong PBI pak. Karni hams membayar PB! ke BPJS yang pasien-pasion PBI. Itu 
bukan di bebankan ke Kemonsos tetapi ke Kementenian Kesehatan. Nah kemudian pada Pemda 
itu meskipun seperti tadi yang dikatakan adalah khusus pas perbatasan, Rumah Sakit perbatasan 
itu kan milik Pemda itu rnelalui dana alokasi khusus. Nah dana alokasi khusus mi langsung 
Kementenian Keuangan Nah sebetulnya dan Kemhan sendiri juga mendapat dana alokasi khusus 
dan Kementenan Keuangan. Mungkin itu sekodar tambahan informasi. 

Kemudian dan data kami pun untuk realisasi data pelayanan untuk JNI, PNS, 
Pumawirawan dan keluarga itu dongan sistem rujukan yang saat im adalah kurang lebih 63,9%. 
Padahal masih memakai yang sistem nujukan sekarang ini yang kita masih ada dad FKTP dan 
sebagainya, tetapi tahun-tahun terakhir bulan tahun kemanin ada diskraisi dad BPJS. Nah tontunya 
akan menjadi lebih besar lagi jumlah kasus rawat untukteman-teman Anggota TNI. Mungkmn kami 
akan break down ulang dongan teman-toman BPJS bahwa in! Mggota JNI-Nya, apakah 
keluarganya begitu kan. Kan im beda ya murigkin ya. Nah hal-hal yang demikian yang porte 
sebetulnya bukan apa-apa pak. Kita kenianin kan sudah rapat antar Menteit ye kami kebetulan 
dmminta juga untuk mendampingi bahwa kita kan semua diniinta sekarang efisiensi karena dengan 
kondisi teman-tenian BPJS Sehrngga apapun kebilakan itu harus diupayakan tetapi dengan tidak 
mengurangi manfaat yang diperoleh oleh masyarakat termasuk TNI, Polri jadi apapun diupayakan 
sistem ini supaya sustainable, i tu saja sih sebetulnya demikian. 
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Terima kasih. 

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): 

Tontang suslainab(e.nya saya sepakat tetapi memisahkan antara anggota TNI atau 
keluarganya saya tidak sepakat, karena mi one package satu paket bu. Kalau Pak TNI-Nya 
ditugaskan terus kemudian keluarganya sakit dan tidak jelas penyelesaian sakitnya bagaimana dia 
mengemban tugas. Patroli Angkatan Laut itu berapa butan itu pak enam sampai setahun. 

STAF AHLI MENTERI: 

Mohon maaf pak. 

Bukan kami memisahkan tetapi hanya kita ingin nielihat data bahwa sebetulnya biaya 
sekian mi kan mi global TNI dan keluarganya begitu kan. Kami ingin tahu sobelulnya yang banyak 
itu keluarganya atau TNI-Nya itu. Kami bukan untuk ini untuk memisahkan. 

KETIJA RAPAT (DR. H. ABDUL KNARIS ALMASYHARI): 

lya kan kalau kita melihatnya satu kesatuan, ya kalau sekedar mau melihat angkanya 
silakan saja ibu melihat saja tetapi kalau disamparkan di dalam rapat ini menjadi serius. Jangan 
salah ml menjadi senus kalau mau melihat, oh kalau kebanyakan anggotanya berarti nanti tidak 
usah terlalu serius dengan anggota keluarganya TNI-Nya saja, kan begitu kesinipulan kita bisa 
mengarah kesitu. 

Jadi kalau ibu mau melihat Ithat saja sendiri tidak usah disampaikan dalam rapat mi. Kalau 
disampaikan datam rapat ini implikasinya panjang karona soolah-olah "oh mi penyebabnya 
anggota keluarga yang banyak menikrnati mi TNI-Nya si sedikit sehat-sehat semuanya rnisalnya. 
Jangan sampai keluar itu bu ya nanti, jangan sampai keluar seperti itu nanti ibu jadi masalah 
dihadapan TNI dan dihadapan kami karona kami melihat satu. Coba bayangkan ketika ada 
penugasan malam jam 1 berangkat, ya berangkat. Yang lagi enak-enaknya tidur bersama dengan 
keluargariya ya istri dan anaknya berangkat ya berangkat kalau yang lain kan tidak harus demikian. 
Kalau yang mi membantah masalah jadi kami tidak ingin memisahkan ini. 

Oke apa ada tarnbahan lagi? 

Silakan pak 

DIVISI DUKKES YANKES AU: 

Terima kasih. 

Saya dan Kasub Dis Yankes Diskes AU 

Yang pertama saya mengucapkan banyak tenma kasih kepada BPJS tentang diskraisi 
sistem rujukan yang sudah mungkin sampai saat ini meskipun payung hukurnnya belum ada tetapi 
sudah jalan jadi sistcm rujukan yang ada sekanang mi kita sudah difasilitasi. 

Yang kodua kami akan menanyakan kepada BPJS karena selama mi jumlah klaim yang 
kila ajukan ke BPJS itu, dari masing.masing rumah sakit itu bdak membedakan oh sekian miliar itu 
untuk layanan kesehatan Anggota TNI, sekian milian untuk masyarakat umum. 

Jadi setiap bulan rumah sakit mengajukan klaim itu adalah niemang pelayanan yang 
dilaksanakan di jajaran Rumah Sakit TNI tanpa membedakan itu anggota keluarga atau pun 
masyarakat umum ,iadi mungkmn kalau dan BPJS ada data ya terima kasih selama ini. Kemudian 
makanya ini kaitannya dengan pernyataan dan pertanyaan ibu tadi ingin tahu yang TNI berapa, 
keluarga berapa, itu memang kita tidak bisa. Bahkan antara TNI keluarga pumawirawan dan 

25 

75 



niasyarakat umum sendiri kita tidak rnembeda-bedakan. Jadi hanya klaim yang sebesar-besarnya 
itu ya kita ajukan ke BPJS tanpa kita membeda-bedakan itu sipil, It'll, anggota atau keluarganya. 

Yang ketiga ini bapak, kami di jajaran INI AU tu punya Rumah Sakit intregasi di Rane 
Natuna, Di akhir tahun oleh panglima TNI Rumah Sakit itu diresmikan dan kami melayani beberapa 
satuan yang ada di satuan TNI yang ada di situ. Tetapi sampal saat ml, kami tidak bisa 
bekerjasama dongan BPJS dengan alasan Rumah Sakit kita tidak terakreditasi. Padahal di Natuna 
itu ada beberapa satuan tenntregasi, ada Angkatan Darat, ada Mgkatan Laut kemudian INI AU 
sendiri. Nah kami sudah pernah nielayangkan surat kepada Direktur Utama BPJS untuk 
bagaimana kita bisa bekerjasama dengan BPJS. Saya bilang sudahlah kita bisa melayani hanya 
untuk TNt saja harena biar apa? Biar semua anggota TNI yang ada di Natuna itu terakomodir 
pelayanan di Runiah Sakit intregasi. Jadi mernang persyaratan intregasi itu memang menjadi 
pei-syaratan amanah Undang-Undang untuk bisa bekeqasama dengan BPJS, tetapi mohon ini 
salah satu bentuk-bentuk kekhususan yang bisa dibenkan oleh kementenan maupuri BPJS kepada 
TNt untuk kta bisa bekerjasama dengan BPJS 
Domikian, tenma kasih. 

KETUA RAPAT (DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI): 

Oke tadi kan sudah ada beberapa pertanyaan, mau dikumpulkan dahulu atau mau dijawab 
dahulu? Ibu mau tanya dahulu tidak? Jawab dahulu, oke. Tadi ada pertanyaan dan Pak Elnino 
kemudian ada dan Pak Niko dan tambahan dad saya. Silakan jawab yang lebih singkat saja, nanti 
akan kta lanjutkan dengan diskusi selanjutnya 

Silakan 

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN 
(DR. dr. H. BAVU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.): 

Terima kasih pimpinan. 

Untuk pertanyaan tadi, sebenamya bukan peiianyaan adalah suatu harapan dan 
statement bahwa TNI sebagai backbone tulang punggung negara dan Juga sebagai court dad 
ketahanan negara, mi perlu diperhatikan dan perlu suatu atensi khusus. Dan kami paham dan 
setuju tentang hal tersebut. 

Yang kedua dan Pak Niko, tentang masalah rujukan, masalah rujukan yang waktu itu 
sudah disampaikan bahwa kami menibuat suatu diskresi. Waktu itu menjadi permasalahan 
memang rujukan. Permasalahan mulai dan tanggal 26 Oktober 2016, kami langsung 
menindaklanjuti pada tanggal 22 Oktober yaitu tentang rujukan online. Rujukan online ini adalah 
rujukani agar tentu dapat mcwujudkan polayanan jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa 
diskdminatif. Selama ini secara manual, du dad data yang ada terjadi inefesiensi. Baik itu dalam 
sistem rujukan, wasting time menunggu orang hams ke Puskesmas menunggu rujukan kalau 
ketemu doktemya. Kemudian hams menunggu sekian jam baru dapat, kemudian ke Rumah Sakit 
lain, Rumah Sakit lain tidak dapat melayani sehingga kita membuat satu rujukan online. Yang 
dalam hal mi untuk mendapatkan kepastian akses jaminan pelayanan kesehatan kepada peserta 
JKM KIS termasuk TNt Polri 

Jadi hal-hal ini mernang dan data yang ada memang sangat efesien dan signifikan sekali 
dan kami sudah nnembuat suatu kebijakan, dalam hal ini diskrcsi untuk Rumah Sakd TNt Polni dan 
anggota TNt PoIn, nah inj sudah dibuat. Hanya diskresi tentu tidak bisa sifatnya permanen karena 
harus dilindungi dongan Undang-Undang atau payung hukum agar kami terlindungi dan masalah 
hukum di kemudian han. Kami tidak mau kalau nanti kami sudah pensiun itu dipanggil membuat 
suatu kebijakan yang menyalahi aturan. 

Tiga hal yang berhubungan dengan masalah hukum: 
Melanggar aturan ketontuan 
Merugikan negara 
Memperkaya did sendin, golongan atau orang lain 
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Dan kami sudah memahami akan hal itu dan dan Pimpinan Komtsi I DPR RI men-support 
dalam hal ml dan tentu tidak bisa sifatnya perrnanen Jadi kami ingmn adalah payung hukum dibuat 
sualu kebijakan nanh, apakah itu berupa Undang-!Jndang untuk diskresi ataupun hal-hal pengalur 
masalah TNI dan keluarga. Kedua ataukah sudah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah dalam 
hal ini atau Peraturan Presiden. Nah dalam Perpres No.82 Tahun 2018 itu Idak termasuk mongatur 
tentang TNI Poiri sehingga ada komplain dan pihak TNI Polit seolah-olah nah ini di luar 
kewenangan kami. Karena inisiator atau pemerkasa adalah komenlenan terkait yang bertanggung 
jawab terhadap kesehatan, dalam hal mi Kementerlan Kesehatan yang niembuat untuk 
mengmnisiasi dan mengajukan kepada Presiden untuk Perpres tersebut, kami Idak mempunyai 
kemampuan. Di luar dari kewenangan dan kemampuan kami. 

Kemudian untuk masalah tadi, disampaikan mismatch tadi sudah tentang TNI Poini. Dan 
Kemhan juga maaf Koreg bukan Polri. Kemhan dan TN! dan 4,45 tnliun yang kaniu terima lu kami 
keluarkan 16 koma selcian triliun. Maaf saya ladi, 11,8 itu Rumah Sakil tetapi untuk pnimemya 1,2 
jadi 13 tnliun dari total yang harus kami bayarkan untuk Kemhan dan TNI. Jadi 1,2 tnhiun untuk 
pasar primer. Primer itu Puskesmas, praktek pororangan atau klinik. Rujukan 11,8 tñliun, jadi 13 
triliun yang kami bayarkan. 

Kemudian 13 Iriliun, nah tadi yang kami bayarkan kepada Rumah Sakit ThI Polri, 4,5 
Inliun. Rumah Sakit Non TNI PoIn 7,3 fruliun. Jadi unluk Rumah Sakit saja 11,8 tnliun. Jadi sudah 
jelas. Kemudiari untuk ingin program JKN mi berkualitas, kami mempunyai suatu indikator. 
Tujuannya adalah agar peserta JKNKIS, baik itu TNI kemudian Kemonhan maupun Poln dan juga 
masyarakat umum dapat mendapatican jaminan kesehatan yang borkualitas tanpa diskriminatf, itu 
tujuan kami. Dan kami n - ngikuti aturan, ada indikator-indikalor dan regulasi yang mengatur 
tentang pelayanan berkualitas. Untuk pelayanan berkualitas, Kementenan Kesehalan mempunyai 
aturan regulasi bahwa untuk indikator Rumah Sakit yang berkualitas adalah dengan akreditasi 
yang dikeluarkan olch KARS (Komisi Akredilasi Rumah Sakit). 

Kemudian demikian juga untuk Puskosmas atasu fasilitas pelayanan primer. Itu ada dan 
Adinkes, komudian dan Dinas Kesehatan juga mengatur sehingga ada indikatomya. Nah kami 
tidak bisa membenkan diskresi, sekali Iagi setiap ada yang sifathya spesifik kami tidak ingin nanti 
di kemudian had manual masa!ah. Yang kami inginkan adalah dibuat regulasi yang memang bisa 
melindungi dan bersifat aman bagi kami dalam melakukan tugas dan fungsi kewenangan yang 
dibenkan kepada kami. Jadi lu perlu kami sampaikan, kami Idak berkomentarterhadap siapa yang 
bertanggung jawab dalam hal pengaturan regulasi. 

Kemudian dalam hal pembiayaan, kenapa terjadi miss match. Dan Undang-Undang yang 
ada di Undang-Undang SJSSN No.40 Tahun 20(4, itu yang mengatur menenlukan pembiayaan 
adalah Dowan Jaminan Sosial Nasional. Kebetulan ada ketua dan anggotanya di sini yang dibnjau 
setiap 2 tahun sekali menurut Undang-Undang. Jadi kami tidak berkomentar tentang hal lersebut 
walaupun memang dari perhitungan yang ada, data yang ada bahwa iuran yang semosinya untuk 
kelas 3 itu 48.000 itu saat ini dad 19 naik ko 23.000. Kernudian yang kelas 3 umum seharusnya 
juga 54.000 tetapi masih 25.000. Kemudian lu ada perhitungan-perhitungan berdasarkan aktuans 
dan juga hasil akademisi dan perhitungan-perhitungan yang dilakukan. Nah itu secara terlulis, 
mungkin secara teknis itu ada tentang konversi perkiraan yang seharusnya biaya itu iuran yang 
ideal. 

Nah ini kanii tidak menanggapi dalarn hal ml. Karena bukan kewenangan kamm untuk 
menemukan iuran besamya ada DJSN dalam hal mi Nah ini bisa mungkin tambahan dan Kelua 
DJSN dan anggota. Kami tldak mempunyal kewenangan, kami hanya menyampaikan mana tugas 
dan tungsi kami serta kewenangan yang ada pada kami 

Tenma kasih. 

KE11JA RAPAT (IR. H. SATYA W1DYA YUDHA, ME, M.SC.): 

Silakan kalau mau menambahkan dan DJSN. 
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KETIJA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (IR. TB. ACHMAD CHOESNI, MA., M.PHIL.) 

Baik mengonal iuran PBI memang DJSN diberikan tugas untuk mengusulkan kopada 
pemenntah dan kda sedang mengodok bapak thu anggota yang terhocmat, tetapi saya terus terang 
tidak akan membahasnya di sini Karena saya kira berdiskusi dengan bapak ibu yang terhormat 
mungkin tebih fokus untuk membuat seperti yang ditugaskan di RDP yang lalu, sesogera mungkin 
membontuk dan mengaktiflcan gugus tugas sebagai tahapan pembentukan payung hukum 
tersebut. Walaupun seku rang -kurangnya Maret memang kite blat. 

Seperti yang saya katakan tadi DJSN torirna kasih sudah diundang Kerena memang mi 
pertama kali kita berpartisipasi di rapat ini. Cuma tadi dan juga terinia kasih saya harus molaporkan 
tadi waktu makan eang, kda dikasih makanan yang enak bonar sampai Iobinya jalan. Jadi tadi 
saya harus melaporkan ke bapak thu anggota terhormat kita setuju untuk merevitalisasi lagi. Dan 
terkait membuat peraturan perundang-undangan. Namun juga kita hams akan membedakan maria 
yang secara operasional bisa atau menierlukan lahapan formulasi Undang-lindang yang lebih 
tiriggi. Seperti bapak thu anggota terhormat yang saya horniati, kalau semakin tinggi misalnya 
Undang-Undang prosesnya agak lama. 

Jadi kami tadi sudah setuju untuk melihat lagi, termasuk juga saya diingatkan Komkes 
sedang men-dosain namanya SISRUTE (Sistem Rujukan Terpadu), itu akan memperkaya rujukan 
onhino-nya BPJS. Kami DJSN juga setuju akan menyatukan kedua ini. Cuman semangatnya itu 
bapak ibu anggota yang terhormab, kita akan menyolosaikan ini socara secepatnya dongan 
konteks tentu saja membuat poraturan perundangan yang diperlukan. Cuman nanf krta akan 
bekerja secopatnya untuk rrrelihat di operasionalnya bisa. Kalau misalnya tidak bisa kite akan naik 
ke atas, tetapi semangatoya adalah menyelesaikan amanah dari komisi mi bapak ibu. 

Terima kasih 

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E, M.SC.): 

Oke silakan ada yang mau menambahkan7 

STAF AHU BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI 
HIJDOYO, MS.): 

Mohon izin pimpinan 

Jadi tadi menanggapi barked dengan pertanyaan Bapak Ebnino. Jadi mernang mi dan 
Kementenian Kesehatan sangat hati-hati pada awal sampai pertengahan tahun mi terkad dengan 
penerbitan kebijakan-kebijakari. Kehati-hatian tadi sebenamya mengantisipasi, jangan sarnpai 
kebijakan tadi muncul malah monimbulkan kegaduhan seperti yang sudah-sudah 

Jadi kita agak haf-hati dan setelah kita melakukan kajian betul, Iangsung di bawah 
pimpinan ibu menten langsung Memang untuk memenuhi permintaan dalam RDP ini terkait 
dengan regulasi jarninan kesehatan bagi anggota TNI dan koluarga tadi, payung hukum yang ada 
memang tidak memungkmnkan bagi kami itu untuk mombuat regulasi di bawahnya. Karena pada 
dasamya rogulasi yang ada itu menigatur meniang secara umum dalam hal jaminan kesehatan. 
Sehingga secara khusus itu belum ada makanya kesimpulan dan Kementodan Kesehatan ib.i 
mendorong kopada DJSN untuk melakukan kajian terhadap regulasi-regulasi. Sehingga nanti bisa 
memunculkan suatu regulasi band yang sifatnya lex spesialis atau spesifik untuklNl dan anggota 
keluarga mi. 

Terima kasih 

KETUA RAPAT OR. H. SATYA W1DYA YUDHA, M.E., M.SC.): 

Tenima kasih. 

Ada lagi mungkiri yang monambahkan? 
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DIREKTUR KESEHATAN DIREXTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN 

KEMENTERIAN PERTAHANAN RI (LAKSMA TNt DR. ARIE ZAKARIA, SPOT.) 

Izin bapak kctua 

Jadi kalau dan sini jolas bahwa tidak mungkin keinginan kami akan bisa dipenuhi di 
Pemienkes. Karena selalu yang dijadikan pegangan adalah Undang-Undang SJSN, Undang-
Undang Rumah Sakit, Undang-Undang BPJS yang dan awal tidak ada konsiderannya. Adanya 
warga negara yang mempunyat tugas khusus, dalam hal ini Undang-Undang INI tidak pemah jadi 
konsideran Itulah sebabnya kami meminta juga dan rapat yang dahulu menyetujui untuk merevisi 
Undang-Undang TNI supaya itu togas sebagai dasar patokan. Karena yang saya katakan BPJS 
sudah bersedia memberikan diskresi tetapi payung hukum hams ada. Nah di Perpres, Perpres qu 
selalu pegangnya ke Undang-Undang SJSN dengan Undang-Undang Rumah Sakit dan BPJS 

Nah itu sebabnya tadi kami minta karena pada rapatpembahasan. Revisi Undang-Undang 
TNt yang memang sedang dipercepat dan mi memang terniasuk harus segera itu kami dcntang 
oleh beborapa kementerian. Yang itu yang morasa jujumya, kasarnya ya, kok enak TNI. Makanya 
saya katakan, jangan hanya in dongan kekhasan TNt, bapak mau tidak tugas 24 jam, tugas dengan 
resiko mab seperti TNI) Yang kebanyakan hanya mau pakai seragaThnya TNI bukan tugasnya 
segala macam somua. Jadi memang kami minta kekhasan. 

Nah karena revisi Undang-Undang TNI mi domainnya adalah komunitas hukum bukan 
komunitas kesehatan dan saya tdak mengikub kelanjutannya. Yang kami dapat laporan itu 
ditentang oteh ada dua kementenan yang rnenentang karena ini dianggap masalahteknis. Ngapain 
pakai Undang-Undang, kena Perpres. Tetapi kalau kita tidak pakai Undang-Undang bagaimana 
menghadapi Undang-Undang SJSN, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang BPJS yang 
jelas-jelas bdak ada konskteran pertimbangannya Undang-Undang TNt dan adanya warga negara 
dengan kewajiban khusus. Jadi ini yang kami mohon bantuannya, bagaimana seharusnya. Nah 
kalau bogini han, melemparkan lagi ho DJSN, DJSN melemparkan lagi, apa kata akhimya karena 
dia tidak monginginkan. 

Torima kasih bapak. 

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME., M.SC.): 

Silakan ibu 

F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) 

Terima kasih 

Jadi saya cuman bortanya, apakah jawaban danpada DJSN du sudah rnenjawab 
pertanyaan-pertanyaan dan bapak? Kalau yang saya dengar barusan tidak semuanya terjawab 
kan begitu pak. Kita kembali payung hukum ke payung hukum, semuanya juga payung hukuni 
bicaranya. Bapak mengatakan revisi Undang-Undang TNI yang bapak katakan tadi ya. yang Pasal 
50 itu ya pak, ya kan Kan jadinya membuat Undang-Undang turunannya pak, apakah itu 
berbentuk Peraturan Pemenntah atau apa, han begitu ya pak ya Nah ml menjadi PR kita Komisi I 
DPR RI untuk membicarakan dengan tentunya dengan Menhan dan Panglima TNI pak ketua. 

Setahu saya, kaa juga terbentur di dalam membahas Undang-Undang Bakamla saat ira, 
juga mcnunggu revisi Undang-Undang TNI. Jadi ira satu point lagi yang bisa kita bahas ketika kita 
nanti mau membahas revisi Undang-Undang TNI. Satu point adalah alokasi SDM, satu point 
adalah mengenai kesehatani kescjahtoraan yang ira. 

Kemudian mengenai apa namanya. ada saya pernah, saya lupa, kite kunker ke mana ya 
pak kctua? Ada isu satu yang dibawa oleh Angkatan Laut sebenarnya bahwa mereka ini han 
bertayar. Jadi ke satu tempat tiba-tiba sakit, nah itu di situ itu rujukannya tidak ada, dia kadang-
kadang ddolak. Nah mi juga sebenarnya isu mi pemah kda bawa juga, waktu kaa ketemu waktu 

29 

79 



lu, mi bagaimana ini, ya kan? Mereka bertanya, kita berlayar bertienti di satu tempat ya kan? Kda 
tidak dilerima karena itu bukan Rumah Sakit rujukan, 

Nah mi rnungkin dari BPJS mi juga merupakan pertakuan khusus juga bagi TNI AL yang 

memang moving around, tidak mungkin dia bisa mcrnpergunakan Rumah Sakit rujukannya pak. 

mi point saja bagaimaria caranya saya Juga tidak tahu, letapi isu ini pemah diangkat ketika kita 
pernah benlemu dengan mereka. Kalau saya lihat di sini sobenarnya diskresi dengari DPJS sudah 
luar biasa pak. Ye kan yang saya dengar sebenamya, tetapi meniang untuk security mereka ya 
mereka memang perlu payung hukum begitu, kalau tidak mereka yang lerborgol semua nanti he 
depannya. 

Jadi memang ini penlu dipenlukan keqasama ya dan apa namanya, jangan sampai saya 
sudah duduk di mm dua penode Koniisi I DPR RI ni. Ini sebelulnya kesehatan mi sudah dari 2016 
kita sudah bahas, tidak selesai-setesai. Sudah selesai lagi ini apa namanya penode kita ini Oktober 
nanti dilantk new parlemen kan. Kite harapkan tentunya ini ada target kita dalam bekeqa Tadi Pak 
Menkos mengalakan sobelumnya gugus tugas sudah ada, akan dibentuk kajian. Berapa lama 
kajian itu diperlukan? Karena kalau kite tidak punya target korjo, kaya kcmanin mi kla bicara 
Januan sebelumnya bertemu, sekararig sudah mau hampir Agustus JuIi ya tidak selesai-selesai 
juga, tidak ada keputusannya juga. 

Jadi bapak pimpinan mungkin kita punya time frame. Apa yang menjadi keputusan kita 
sekarang mi harus ada time frame-nya. Kalau tidak nanli seperti itu, bertemu Januan sekarang 
niasih bilang masih penlu kajian Iagi. If is not the time untuk kaIian lagi seat ini. Kita harus 
melakukan eksekusinya kapan ini, implenientasinya apa mi sebenarnya. Inilah waktunya saat ini 
sebenamya. 

Tenima kasih bapak pimpmnan. 

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME., M.SC.): 

Tenma kasih 

Saya menambahkan saja pak, mi kalau ujung-ujungnya adalah Undang.Undanig 'TNI dan 
Panglima TNI-nya, Menhan-nya juga tidak agresif untuk menyampaikan kepada kami juga susah 
pak, mi han inisiatif pemenintah. Dan ini jangan sampal ada permasalahan di tinigkat pemenntah. 
Dalam hal ini antar kemeriterian. Nah jatuhnya justw akan menibuat koordinasi bapak dengan 
BPJS dan lain sebagainya terganggu dengan Kementenian Kesehatan muga, saling nunggu begitu 
pak. Ini han Undang-Undang TNI ini kan unik pak, sudah lama sekali tidak ada rovisinya Padahal 
sudah dibilang mau diajukan sudah cukup lama, bahkan PP-nya juga tidak ada. Kemanin masih 
hutang satu Ion Panglima ThI sama kite, pembentukan Kopsusgad, itu harus molalul Perpres. Itu 
juga saya hdak tahu, tehu-tahu di koran dibilang sudah dibontuk Kopsusnya Apakah Perpresnya 
sudah tunun juga belum dilaporkan kepada Konnisi I DPR RI. 

Jadi kalau sudah menyangkut masalah itu ya mohon maaf pak kita sudah berkali-kali 
menanyakan begitu Padahal ada beberapa han mi yang menjadi inisiatif pemermntah yang betul-
betul diusahakan untuk bisa selesai dalam dua bulan ini. Itu ada Undang-Undang yang niemang 
pada posisi seperti itu pemenintah 

Jadi kalau sekarang dari pihak TNI sendin lidak merasa pedu ya untuk diajukan 
secepatnya. Ya sudah ponmasalahan mi ya sama saja tidak bisa kite selesaikan karena semua 
mernbutuhkan payung hukum. Jadi mi menunut saya yang tolong disampaikan. Nanti kite akan 
sarnpaikan pasti kopada Panglima TNI kaneria kita juga ingin tahu, mi ujungnya mau kemana ini.  
Kan bdak curnan urusan yang menyangkut masalah kesehatan pak di dalam demon yang ada di 
dalam Undarig-Undang TNI itu. Maka kita juga membuluhkan sebctulnya progi'ess gitu dan 
pemenntah. Lain kalau Undang-Undang TNI fu inisiatif DPR, nati itu ada di kita. IN ken inisiatif 
pemenintah. Kalau pemerintahnya "tidak kaya menasa penlu', susah pak Jadi saya pikir pentu 
dipikinkan concern bapak dan nanti juga dalam nepal kerja pasti kite akan tanyakan kembali 
bendasarkan dan hasil napat kite pada slang hari mi. 

Silakan Pak Budi kalau mau menambahkan 
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F-PAN (BIJDI YOtJYASTRI): 

Terima kasih pak ketua. 

Pimpinan rapat. 
Anggola Komisi I DPR RI yang terhormat, 
Bapak ibu dari jajaran Kemhan, 
BPJS dan Kementerian Kesehatan. 

Saya sebenamya surprise had mi ada kemajuan dan sejak rapat yang pertama kali. 
Kemajuannya ada dua, pertama mendapat konfirmasi bahwa Menten Kesehatan tidak peduli 
dengan nasib dad prajurit TNt, itu kemajuan pimpinan Jadi saya minta dicatat khusus di dalam 
rapat. Karena baru dijawab otch yang namanya Stat AN Bidang Hukum ya pak, seperti itu. 
Sobelumnya au au au tidak jelas apa yang diomongkan. Sekarang sudah clear, Ibu Menteri kaga 
peduli dengan nasib prajurit TNI kita, dengan alasan rriacarn-niacam. 

Yang kedua saya juga dapat konfimiasi dan BPJS, Iaporannya baru ada masuk duit dan 
iuran BPJS yang ditanggung pemerintah dan ditanggung prajurit 4 triliun lebih yang dipakai oleh 
lembaga organiknya TNI 3 juta triliun Iebih, sisanya dipakai di Rumah Sakit Iainnya borart. Artinya 
pernyataan begdu pengunaan dan BPJS itu hanya seperernpat dan yang dikerjakan dan Rumah 
Sakit TNt saya baca Lebih baik bubarkan saja semua Rumah Sakit TNt biarkan dilayani oleh 
Rumah Sakit Umum yang tersedia, itu message yang saya torima had ini. 

Yang ketiga buat saya mi niaaf ya Ibu Evita, kan saya sekarang orang yang kalah dan 
meradi oposisi. Pemyataannya bahwa yang namanya Presiden mendoakan agar prajurit kita Iebih 
cepat banyak yang mad, kalau porlu TNI-nya dibubarkan saja, message-nya begitu. Apalagi 
kampanyo komann, hasil pomilunya rnenang, tidak ada rnonangnya pasangan 01 Arlinya memang 
TNt tdak pentinglah di negara ini, tidak milih saya. 

Tiga point itu dalam pandangan sinis kopada negara mi, sehingga pertanyaannya pak 
ketua. Buat saya, saya kembali dengan pernyataan pertama; jka tidak ada kesimpulan apapun 
saya mungkmn akan mencoba menginisiasi hak bcrtanya dan hak angket di paripuma besok. 
Syukur-syukur ada teman-teman yang tertanik. Pertanyaan says bukan kopada lbu Mentoni 
Kesehatan, bukan kepada BPJS tetapi kepada Presiden Republik Indonesia yang mengabaikan 
hak-hak utama dan praju nit TNI kita. 

Tenima kasih 

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WJDYA YUDHA, ME., M.SC.): 

Silakan pak. 

BIRO PERATURAN PERUNDANGAN KEMENTERLAN PERTAIIANAN RI: 

Izui ketua. 

Kami dan Bino Peraluran Perundangan Komentenian Pertahanan, izin nienanggapi dan 
kotua tadi pimpmnan, bahwa Kopsus itu sudah ada Perpresnya ketua. Perpres 042 Tahun 2019, 
baru torbit ketua. 

KETIJA RAPAT (IR. H. SATYA W1DYA YUDHA, ME., M.SC.): 

Belum sempat dilaporkan ke kami. 

BIRO PERATURAN PERUNDANGAN KEMENTERIAN PERTAIIANAN RI: 

Dilaporkan nanti Terus mengenai Rancangan Undang-undang Prolegnas yang diajukan 
ke kami di BPHN dan sama di Kumniham, kami hap tahun mengajukan Rancangan Undang-undang 
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Prolegnas ketua. Cuman sampai sekarang tidak niasuk-masuk ketua. Ya du pertania Rancangan 
Undang-undang TNI, Rancangan Undang-undang PSON, Rancangan Undang-undang Masmil, 
sama Rancangan Undang-undang Kamnas. Nah PSDN ini sudah lama sekali ketua tidak nsuk-
masuk juga, Rancangan Undang-undang TM juga. Nah tahun mi kami morencanakan 4 
Rancangan Undang-undang juga ketua. Mudah-mudahan ada yang diterima ketua, mudah-
mudahan TNI juga diterima tetapi kite akan mengajukan juga itu dan perundangan-undangan yang 
kemann ketua. Itu saja penyampalan dari perundangan-&indangan. 

KETUA RAPAT (JR. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.SC.): 

Memang kalau pengajuan untuk dimasukan di dalam prolegnas tahunan, jadi prolegnas 
lu ada dua pak. Prolegnas 5 tahun itu dan mulai DPR kemann dilantiktanggal 2014 sampal 2019, 
sama prolegnas tahunan. mi rnemang juga berpulang kepada kementenan yang bersangkutan 
karena berkompotensi pak. Kalau yang menjadi inisiatif daripada pemenintah, satu tahun itu 
kuotanya cuman 3. Jadi kowajiban dan Panglima TNI dan Menhan untuk molobi Pak Yasonna 
Laoly untuk mereka untuk mengambil paling tidak salah satu dahpada yang diajukan oleh TM itu 
masuk Va kalau kalah torus lobi ya repot pak, DPR kan tidak punya tangan sampai ke sane. Kan 
nanti memang ranah danpada eksekutif. 

Nah curnan saya sampaikan saja, ini saya sampaikan juga be mia-mitra Komisi I DPR RI 
kalau memang peitu dan memang diinginkan cepat apalagi itu sudah kita percayakan sebagai 
inisiatif daripada penienntah ya harus lobi pak, tidak bisa tidak. Komisi lain ada pak, had mi yang 
disusulkan untuk diselesaikan dalam 2 bulan ada pak. Makanya saya nanti kalau ketemu dengan 
Panglima TNI saya akan nanya begitu, kenapa tidak betiau melobi dari KemcnkumHAM untuk 
memasukan ini sebagai Undang-Undang yang harus kita selesaikan Karona Undang-Undang lu 
tidak bisa di-cany over pak. Jadi kalau tidak masuk sekarang terus bapak bilang, rancangannya 
akani saya rnasukan di peniode, tidak bisa pak Harus mulal dan awal, harus ada kajian akademis 
dari awal. Va kalau sampai baa, ya itu akal-akalan Kalau normal daripada pembontukan Undang-
Undang begitu ganti anggota DPR itu harus bermula dan awal lagi. Yang lama bisa dijadikan acuan 
tetapi kdak bisa digunakan otomatis menjadi bahan yang sudah baa kita pentanggunrgjawabkan 
dalam pembuatan Undang-Undang. 

Makanya kenapa DPR itu meriginginkan sebetulnya dan pihak eksekutif kalau betul-betul 
dia menginginkan cepatselesai, terutama yang diinisiasi oleh mereka segera masukan Bahkan di 
dalam sisa waktu due bulan i, kalau memang ada pak, du ada keputusan nantr dari Ketua DPR 
dari Pimpinan DPR kepada komisi tertentu dan kita reses pun disuruh mcrnbahas. Jadi ada 
pemlainan di sini karena legislasi itu monjadi kepenbngan bersama. Bahkan sampal roses saja 
kita bisa disuruh masuk untuk menyolesaikan itu. Maka kalau Undang-Undang ThI bisa 
diporlakukan seperti itu ya menyelamatkan banyak orang. Paling hdak apa yang menjadi diskusi 
kita siang had ini menjadi ada solusi begitu. Mungkin tambahan dan saya. Ada yang lain Pak Jeny, 
Pak Elnino? Sudah banyak ye, sudah jauh pula. Kalau tidak ada saya masuk di dalam draft 
kesimpulan. 

ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (ZAENAL ABIDIN): 

Pak bicara sebentar. 

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME., M.SC.): 

Bapak dan? Dewan Jaminan sosial. 

ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (ZAENAL ABIDIN): 

Setahu saya sebetulnya Presiden boleh membuat Peraturan Presiden tanpa harus ada 
penntah Iangsung dari Undang-Undang untuk menjalankan pemenntahan Cuman saya tidak tahu 
apakah bisa kite buat dalam waktu singkat. 

Nah pensoalan yang kedua adalah apakah memungkinkan kalau mernang ib.j lame, 
apakah rnemungkmnkan kita membuat peraturan Kementenan Kesehatan berkaitan dengan rujukan 
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berjenjang mi berkaitan dengan ThI dan keluarganys du saya belum tahu Seingat saya Presiden 
boleh membuat Peraturan Presiden sebagai diskresi Presden untuk menjalankari pernenntahan. 
Apakah itu sudah bewbah aturan itu atau says belum tahu. Seingat saya, saya pemah diskusi 
dengan pakar hukum tata negara itu masih berlaku. 

Terima kasih 

KETUA RAPAT (JR. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME., M.SC.): 

Silakan pak. 

F-PAN (BIJDI YOUYASTRJ) 

mi awal kerusuhan teman-toman TNI dengan BPJS adalah ketika ada peraturan nienten 
tentang spa namanya yang berjcnjang itu7 Rujukan berjenang, karona si BPJS mombuat 
rujukannya online. Pak ketua, ini kan hidupnya dengan dunia digital haH mi. Digital lu kan membuat 
lebih murah, membuat Iobih efesion, lobih cepat, botul kan7 ltu problem Undang-Undang atau 
problem tehnikal. Problem tebnikal dan si Menteri Kesehatan itu pemalas bdak mau mikir. 

Apa sih susahnya melakukan rujukan berjenjang? Pakai HP saja dibualkan aplikasi, dokter 
puskesmasnya sana stand bymembenkan rujukan kepada rnana, isblahnya zona 1, zona 2, cepat 
5 detik bisa Iangsung dapat njjukannya. Tetapi si BPJS membuat sho,tcuf membuat aplikasi online 
tetapi dengan otaknya attune, tidak dipermudah dan ci Menten Kesehatan bdak mau tahu. IN 
khusus Undang-Undang di atas, sama saja mengatakan udah prajurit TNI mali saja, du yang saya 
marah. Problem teknis dilempar ko masalah Undang-Undang. Kita sibuk ngomongin Undang-
Undang. Seal teknis yang solusinya kalau ibu tidak bisa, bapak tidak bisa, saya ajarin pak, 10 menit 
aplikasinya sudah jadi pak. Saya sudah punya aplikasinya, makanya saya marah ini. Kebodotian, 
kemalasan dari menteri yang monginginkan TNt kits lomah karena tidak memilih 01. 

Tenima kasih 

KETUA RAPAT (JR. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME., M.SC.}: 

Nah mi mulai pak, mulai zonasi maksudnya. Cobs ada tanggapan sebctulnya kalau 
problem itu sebetulnya tidak sesuld yang dibicanakan tetapi kalau kita me-refer kepada payung 
hukum dan lain sebagainya butuh waktu itu. 

F-PAN (BUDJ YOUYASTRJ): 

Pimpinan kita punya namanya aplikasi hallo dok di Gojek mau appointment dokter bisa 5 
menit, konsultasi dokter bisa Iangsung sedetik. Sudah ada contohnya, itu BPJS sudah ada aplikasi, 
tolong dibuatkan aturannya, Permennya. aturan teknisnya, rujukan online-nya bisa dilakukan, 
selesai Tidak penlu takut ada Undang-Undarignya dan lain sebagainya. Karona itu wilayah 
ranahnya Kementenian Kesehatan bahwa pekerjaan digital itu setara dengan pekeqaan offline. 
Hanya itu tidak berlebihan dan itu tidak ada Undang-Undang yang dilanggarjadinya. 

KETUA RAPAT (JR. H. SAIVA WIDYA Y1JDHA, ME., M.SC.): 

Bisa ditanggapi Kementonan Kesohatan? 

F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.): 

Izin pak piirpinan sebelum ke sana. 
Saya yang dimaksud Mas Budi mi says mengerti begituloh. Tetapi ingatioh peniksa dokter 

mi periksa fisik ya kan7 Rujukan itu dan hasil pemeriksaan tusik. Pertu rujukan apa tidak, apa bisa 
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diselesaikan di Puskemas setempat? Jadi kits bukan penksa data, kits periksa fisik untuk suatu 
rujukan begitu. 

Terima kasih. 

KETIJA RAPAT (JR. H. SATYA WIDYA Y(JDHA, ME., M.SC.): 

Bisa ditanggapi pak? 

STAF AHLI BIDANG HUKIJM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI 

HUDOVO, MS.): 

Balk pimpinan. 

Jadi kami mencoba sebelum ini tuh juga terkait tadi dengan sistem-sistem yang online saat 
ni. Kami duduk bersama juga dengan profesi IDI dan sebagainya memang n,ensyaratkan hal-hal 
yang ladi. Tidak bisa secara online itu diterapkan. Jadi kami sondid kenibali ujung-ujungnya ye 
regulasi tadi yang memayungi kita nanti kalau sampal lerjadi hal yang tidak diinginkan kan kembali 
kepada regulasi du tadi pk Jadi kita sudah duduk bersama dengan profesi, apalagi dari DJSN 
manlan Ketua lDl mungkin. 

F-PAN (BUDI YOUYASTRI): 

Pak rujukan itu administrasi atau substansi? Rujukan du? Saya tidak menyatakan seal 
pemenksaannya. Rujukan itu adalah pemenksaan medis atau adn,inistrasi Portanyaan saya itu, 
administrasi alau medis nijukan lu? Administrasi, jangan lempar bola yang tidak-tidak. Saya bukan 
orang kedoktecan tetapi juga punya otak pak, jangan dibodohi. 

KETtJA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME., M.SC.): 

Ada yang bisa bantu pak unluk mengklarifikasi? 

Silakan 

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN 
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.): 

Balk Izin pak 

Jadi sistem rujukan ini tujuannya im adalah agar peserta JKN KIS atau program strategi 
nasional JKN KIS yang disanipaikan oleh BPJS itu mendapatkan jaminan kesehatan pelayanan 
kesohalan yang berkualitas tanpa diskrininalif. itu yang dim/nd set kami. Rujukan tentu kalau bisa 
pertama adalah sesuai dengan regulasi yang ada harus dilakukan di saat-saat kesehatan tingkat 
pertama alau dikenal FKTP. Terdin dan Puskemas, dokter praktek perorangan atau klinik atau 
Rumah Sakil Pratama. Kalau sudah tidak bisa dilakukan alau sifatnya spesialistik, tentu dirujuk ke 
fasililas kosehatan tingkat lanjul. Jadi setelah dokter mendiagnosis balk dan amanisis, dad inspeksi 
melihal apakah ada merah atau bagaimana, dan falfasi meraba dan melakukan akskullasi dan 
kemudian pemenksaan sederhana dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bukan kalagori 
144 ponyakd seharusnya dia tidak bisa menangani penyakit lersebut, dirujuklah ke fasilitas 
kesehatan tingkat larijut. 

Nah ini sistom ini kami lakukan karena BPJS sebagal strategi purshasing memblayai yang 
berkualitas. Tentu kami ladi ingin pesorta tadi niendapatcan kualilas lain yang bemiutu dan 
berkualitas sohingga dirujuk ke Rumah Sakil yang benar.benar ada fasilitas, sarana lemiasuk 
tenaga dokter yang ada. Yang selama mi dengan mengurcakan offline dirujuk dengan manual. 
Sudah menunggunya lama di Puskesmas, antri kemudian ke Rumah Sakit, ke Rumah Sakit yang 
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dduju itu karena tidak online, tidak ada dokter spesialisnya di sana yang menangani kasus-kasus 
tersobut. Sehingga kita buat ivad maping sehingga meridapatkan kepastian, akses jaminan 
iayanan kesehatan. Ini adalah tujuannya. 

Kemudian di luar can itu, tadi ada sistem dad TNI Polri yang menjadi permasalahan. Kanii 
membuat suatu tadi diskresi, sudah kita lakukan dan sudah bisa membantu tadi. Kami pnnsipnya 
adalah membenkan sesuatu yang torbaik untuk bangsa mi, tetapi di suatu aspek diskresi ini tentu 
tidak bisa berkesinambungan terus-merierus. Tentu harus ada payung hukum segera yang 
melindungi kami. Kami terinia kasih Ibu Evi. Nanti bukan bdak rnungkin kami habis masa periode 
nanti akan ada melanggaraturan ketentuan kemudran merugikan negara, memperkaya diii sendin, 
golongan. Nah ini yang kami tidak ingin memperkaya Rumah Sakit atau dianggap segala macam. 
Kami ingin, terima kasih Pak Budi dan yang lain-lain sudah memahami dan kami pada bapak 
sendiri, pimpinan dan semua, kami niengharapkan perternajan mi bisa menghasilkan suatu 
kebijakan yang melindungi kami dan seluruh warga negara, termasuk juga TNt Pain. 

Tenma kasih 

KET1JA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.): 

Ya saya sih sudah rnenangkap dad awal pak, curnan kan masalahnya kan kda terbentur 
kepada Undang-Undang, itu aja sebetulnya. Dan proses pembuatan payung hukum ini yang tidak 
se-simple dad yang kita lakukan Kecuali kalau misalkan, ya waktunya tidak memungkrnkan kalau 
saya lihat 

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN 
(DR. dr. H. BAYU WAHYUDI. SPOG. MPHM. MHKES. , MM.): 

Berdasarkan pengalaman yang ada pak. Dan Permonkes itu pada waktu itu pernah 
melakukan suatu akreditasr Ada pengocuatian terhadap Rumah Sakrt-Rumah Sakit tortentu di 
daerah perbatasan dan sampai juga ke daerah tertontu dan yang dianggap belum ada Rumah 
Sakit lain. Nah kalau mernang Kemenhan dan juga TNI ingin membuat suatr.i diskrcsi tentu sifatnya 
harus dilakukan oleh yang berkompeten dalarn hal ini. Mungkin Menten Pertahanarr Kemonhan 
membuat surat kepada Menten Kesehatan untuk mondiskresrkan terhadap Rumah Sakrt-Rumah 
Sakit yang belum terakreditasi dan sebagainya Itu murrgkrn salah satunya, saya tidak paham 
dalam hal mi tetapi itu bisa dilakukan diskresr oleh Meriton Kesehatan sohingga kami juga bisa 
mengetuarkan, tadi yang disampaikan apakah ito belurn ads izin operasional ataukah akreditasi 
dan scbagamnya. 

Torima kasih 

KETUA RAPAT (lR. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.SC.): 

Silakan pak. 

F-PAN (BUDI YOUYASTRI): 

Pimpinan keputusan untuk membuat forum bersama itu adalah di ruangan sini pimpinan 
dan tidak dilaksanakan oloh Kementerian Kesohatan dan Menton Kesehatan, itu artrnya 
penghinaan tertiadap DPR itu menten. Jadi kalau urusan internal pemermntah, ya silakan saja 
pemerrntah totapi kalau keputusan itu adalah kesimpulan rapat pimpinan. Tidak dilaksanakan otch 
Menteri Kesehatan, menurut saya merighmna partomen dia. 

KETUA RAPAT (tR. H. SATYA W1DYA YIJDHA, ME., M.SC.): 

Coba sekarang kita kembali lagi kepada kesimpulan yang keniann mengenai gugus tugas 
ta bagaimarra pak? Mereka sudah dijalankan atsu? 
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STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI 

HUDOYO, MS.): 

Terima kasih. 

Jadi setelah hasil rapat kesimpulan mi, kami laporkan kepada Menteri Kesehatan tentang 
ditunjuk scbagai leader dalam bentuk gugus tugas tadi. Telah dilakukan rapat di dalam memang 
dengan bcrbagai pertimbangan bahwa kalau Kementenan Kesohatan tadi bersama TNI Polri 
dalam satu gugus tugas tadi kelihatannya dipandang tidak pas karena memang itu hubungannya 
dengan kementerian lembaga lain begitu dan Juga di bawah kementenan koordinator yang 
berbeda. Sehingga kesimpulan tadi itu kami mendorong Iebih ke alas lagi tadi ke Menko PMI< dan 
DJSN tadi itu untuk membuat terebosan tindak lanjut tadi pak. 

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA W1DYA VU DNA, M.E., M.SC.): 

Tidak sebctulnya begini, kalau saya mohon maaf karona saya tadi tidak rnongikutr dan 
awal dalam rapat mi. Kalau satu misalkan menjadi kesimpulan rapat RDP kanii lantas bapak tidak 
bisa menjalankan karena satu dan lain hal, termasuk argumentasi, mesünya disampaikan ke DPR, 
secepatnya begitu. Masa sekarang Maret, sokarang bulan apa? Juli, ladi dan bulan 3 ke bulan 7, 
sudah 4 bulan. Jelas-jelas tidak ada progress dan tidak ada jalan untuk memecahkan masalah mi 
baru disampaikan setelah bapak dipanggil begituloh. Sebetulnya sampaikan saja waklu du tertulis 
menmndaklanjuti karena kesimpulan lapel resmi kok. Menindaklanjuti dan kesimpulan rapat du, 
kami berpendapat misalkan. Kan bisa saja nanti kits pertemukan, kita can Apakah betul misalkan 
Menku PMK hanis turun tangan dalma hal im. Ka!au memang du mau dilaksanakan kita bisa saja 
melakukan hal itu Tetapi maksud saya menghargai kesimpulan yang sudah ada begitu pak. Kalau 
ni kan jadi lucu begitu. IOta bicara di sini Maret 2019, bapak bdak ada laporannya ke kami. Lantas 
pada siang had mi disampaikan kalau ada permasalahan di situ. 

Silakan IN Evita mau menambahkan? 

F-GERINDRA (ELNINO M. HLJSEIN MOHI, S.T M.SI.): 

Langsung saja dibacakan kesimpulannya pimpinan. 

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YIJDHA, M.E., M.SC.): 

Tidak kite sekarang juga harus berpikir, kesimpulan rapat mi kita buat kalau dan pihak 
mitra dan kemcntenan yang lain hdak melakukan bndak lanjut juga bagaimnana Kalau tidak mi 
kita akan bikin surat mi dari pimpinan komisi ya kan, kita sampaikan kepada kementerian terkait. 

Silakan pak. 

F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.SI.): 

Izin pimpinan. 

Tadi saya, Ibu Evils dan juga Pak Niko telah menyampaikan bahwa penode kita mi hanya 
sampai 30 September. Mulai 1 Oktobcr DPR yang baru. Periode menteri dan juga Presides ini, mi 
hanya 19 Oktobor, pemerintahan yang baru 20 Oktober. Paling-paling menterinya diumumkan 
tanggal 23 atau 24, polantikan baru tanggal 25 dan seterusnya. Maka mengharapkan suatu 
kementerian yang super Inlet begini, sementara waktunya trnggal 2 bulan lagi. Menurut saya, 
tinggal tergantung Presidennya tetapi saya dan orarrg lain sudah punya kesirnpulan. Bahwa datam 
5 tahun terakhir. 

1 Pemenntahan mi ddak pemah peduli dengan kesehatan para tenlsranya 



2. Pemerintah ira tidak mau bekerja dengan cepat padahal punya semboyan, kerja kea 
kerja" begitu tetapi tidak bekerja 

3 Bahwa tidak ada will khusus dan Komentenian Kesehatan untuk momperkuat Tentara 
Nasional Indonesia. 
Itu kosimpulan kanii, kesimpulan itu bisa berubah kecuali kalau sobelum dia berhontijadi 

menteri sudah ada legacy-nya untuk pare TNI dalam bidang kesehatan ml Dia bikin satu kebijakan. 
Tinggal ilu lagi yang bisa kita lakukan pimpinan. Pimpinan bisa menyurat kepada Kementerian 
Kesehatan, menyurat saja tidak apa-apa, kita mendukung. Klla mesb togas, klla mempoivangkan 
tentara. Kita mi bukan mernperjuangkan 1,2 orang saja, kita mi rnempeuangkan 400.000 tentara 
di Indonesia, yang rela nyawanya ditaruh demi kita, demi anak-anak kita begitu. 

Itu pimpinan, tenma kasih. 

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WtDYA YUDHA, M.E., M.SC.): 

Ya silakan Arwani. 

F-PPP (MOH. ARWANI THOMAFI) 

Va salah satu yang menadi keseniusan kami di Komisi I DPR RI itu adalah karena ini 
pecsoalan kesejahteraan. SoaI keselahteraan TNI ini adalah tidak melulu bicara soal gaji tetapi 
bicara soal kesehatan lu sendin. Sebenarnya ini Iebih sensibf dan persoalan alutista klla atau 
kondisi TNI seka rang, ini soal kesehatan. 

Tadi sempat disampaikan etch ketua komisi bahwa isu soal kesehatan atau pelayanan 
kesehatan yang ada di dalam TNI ini sangat sonsibf. Banyak sekali sudah tetapi saya juga 
menunggu kcsimpulannya seperti apa. Apakah sama soporti rapat-rapat yang lalu atau ada 
penicombangan yang Iobih men janjikan untuk perbaikan ke depan? 

Yang kedua, dalam mekanismo rapat-rapat di DPR, mennang segala sesuatu agar bisa 
disetesaikan di masing-masing komisi, tetapi untuk pembicaraan-pcmbicaraan yang dianggap 
belum selesal alau punya jangkauan ailai strategis yang Iebih luas. Tidak hanya niencakup 
persoalan di satu komisi semala, saya kina klla punya mekanisme rapat gabungan yang dipimpin 
oleh Pinipinan DPR Kenapa tidak 7  Dicoba misalnya sisa waklu di bulan Agustus ke depan setelah 
reses kita jadwalkan rapat gabungan antara Komisi I DPR RI, Komisi IX DPR RI dan Komisi XI 
DPR RI, nanti menghadirkan Menten Keuangan, Menteni Kesehatan, Panglima TNI, Kapoin, BPJS 
dan instansinstansi torkait. 

Jadi saya kira kita masih punya forum yang lebih komprehonsif, Iebih bisa mewakili semua. 
Mungkin ini kan motion maaf ye, paling Sekjen saja deh, paling bdak bisa mengarnbil keputusan 
yang strategis. Mungkin kalau Iangsung montcni-monterinya dipimpin oleh Ketua DPR biasanya 
begitu, saya kira Kalau di situ masih tidak ada keputusan yang bisa kita dongarkan ya apa botch 
buat. Ye saya kira hak anggota DPR seporti Mas Budi tadi ya itu salah satu mekanisnie. Tertepas 
dart apa, prakteknya sudah terjadi beberapa waklu di Pak SBY juga apakah itu ikut pemenntahan 
atau bdak kalau memang di DPR-nya sepenti du ya biasa saja jalan. 

Saya tuna itu saja pimpinan usulan saya. 

KETUA RAPAT OR. H. SATYA W1DYA YUDHA, ME., M.SC.): 

Va tonima kasih alas usulan terakhir, cuman nanti kita penyclesaiannya bertahap. Jadi 
pertama kali totap kita penmasalahkan nicnyangkut mengenai hasit nepal kami yang beluni 
ditindaklanjuti sehingga lu akan menjadi kesirnpulan napat kita Coba ditayangkan. Jadi bisa, satu 
adalah Pirnpinan Komisi benkinm sunat melalui Pimpinan DPR pada Presiden yang dalam hal mi 
cc-nya kepada kementenan tenkait. Baru nant kita bisa lakukan kalau dipenlukan napal gabungan. 
Karena rapat gabungan itu juga kadang tidak terlalu efektif, kurang koordinasinya cukup lama dan 
intonaksinya antara anggota dalam rapat gabungan itu juga tidak bisa maksimal. Va kita coba 
dahulu dengan surat rniungkin 
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Dilanjutkan dahulu saja yang nomer dua, berkanaan deagan itu Komisi I DPR RI melalui 
Pimpinan DPR akan mengirim surat kepada Presden untuk melaporkan hasiI. 

F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.): 

Kayanya editing yang norrr satu mi perlu dirubah deft Karena begmni menurut saya ya, 
kita ini melakukan meminta Menkes dan BPJS hadir di Komisi I DPR RI untuk membantu mitra 
kita, TNI kan begitu. Dalam hal mi mitra kea kita adalah TNI. Kita harusnya berhubungan secara 
intens itu dengan ThI-nya. TNI-nya yang harus melaporkan kepada kita, mi gugus tugas ini belum 
jalan, gugus tugas mi belum mi. Tidak bisa Kemenkes mi langsung ke kta, dia bukan mtra kita, ya 
kan? 

Jadi koordinasi antara TNI dan Menkes mi yang hanis ada dan BPJS. Siapa yang 
berhubungan dengan kita? Ya TNI selaku mitra kta. 

Demikian pak ketua, tenma kasih. 

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WJDYA YIJDHA, M.E., M.SC.): 

Jadi begini yang dimaksud adalah kits me-relkir kepada hasil rapat sebelurmya ya. 
Sehingga perniasalahan mitra itu sudah tersimpulkan ke rapat sebelumnya bahwa perlu adanya 
gugus tugs a. 

F-PDIP (DR. EVITA NIJRSANTY, M.SC,): 

Gugus tugas selain laporan dan Menkes tadi bahwa kari diminta gugus tugas gabungan 
antara TNI-Menkes sudah disampaikan bahwa itu tidak mungkin. Kan itu tadi yang di. Gugus tugas 
itu tadi tidak murgkmn, itu tadi yang disampaikan kopada kta. Jadi ya tu sudah dilaporkan kepada 
mereka Nah kalau tidak mungkin itu 

F-PAN (BUDI YOUYASTRI): 

8u kits rapatnya yang keenam sekarang bu, selama rapat kedua, ketiga keempat, kclima 
tidak dilaporican baru sekarang dilaporkan. Tidak bisa mentennya nolak, jadi saya keberatan ibu. 
Yang dua, tiga, empat tdak disampaikan dalam rapat 

KETUA RAPAT OR. H. SATYA W1DYA YUDHA, ME., M.SC.): 

Kita melakukan tirdakan untuk berkinm surat itu karena kits merasa bahwa, satu tidak 
dilaporkan dan apa yang sudah disepakati di dalam Rapat Dengar Pendapat sobelumnya. Yang 
kedua justru int nanti akan membantu sebetulnya dan pihak pemennlah yang merasa bahwa tu 
tidak bisa dijalankan. Dengan begitu kan kits akan berkinm surat kepada eksekutif nanti mereka 
akan menjawab kan atau paling tidak ada solusi di luar daripada kewenangan Kementerian 
Kesehatan dan Kementerian Pertahanan. Makanya diarahkannya pun dan DPR RI kepada 
Presiden. 

IN kesinipulan had miini, yang pertama, mi yang sekarang yang 14 Januar 2019. Sudah 
jelas kok di kesimpulan norner 1 saya bacakan saja ya? Kesimpulanrya: 

1. Komisi I DPR RI telah mondongarkari penjelasan Kementerian Pertahanan, Kemcnteiian 
Kosehatan, Puskos TNI dan BPJS Kosohatan tericait laporan tindak lanjut hasH Rapat 
Dengar Pendapat 5 Desember 2018. Mengingat bolum adanya perkembangan yang 
signifikan dan tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, Komisi I DPR RI mendesak 
Kementerian Kesehatan sebagai leading sector, bersama-sama dengan Kementenan 
Pertahanan dan BPJS Kesehatan untuk: 
1) Mempriontaskan penyelesaian paying hukum terkat kekhususan rujukan berjenjang, 

pelayanan kesehatan di Iingkungan kementenan Pertahanan dan TNI 
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2) Sesegera mungkin membenluk dan mengakfkan gugus tugas sebagai tahapan 
pembentukan payung hukum tersebut selambat.Iambatnya hingga akhir bulan Maret 
2019. 

Jadi sebetulnya pada waktu kita melakukan RDP itu sudah meminta kepada Kenientenan 
Kesehatan sebagai leading sector, itu Sudah ada porsetujuan seperti tu, cuman sokarang apa 
yang disampaikan Kementenan Kesehatan kepada kami, tentang tidak bisanya itu dilakukan, itu 
tktak sistematis begituloh. Jadi kalau hari ini tidak dipanggil dan kita tidak melakukan rapat, ya kita 
tidak pemah tahu kalau tu bdak pernah terbentuk begitu. Maka kenapa kita menyurati, supaya 
nanti dengan demikian akan rnendapatkan portatian. 

Says tidak tahu apakah Mentor Kesehatan sudah berkesimpulan demikian bahwa itu tidak 
bisa atau Pak Sekjennya yang membenkan pandangan seperti tu. Tidak mungkin dibontuknya 
gugus tugas ituloh pak. Siapa? 

STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI 
HUDOYO, MS.): 

Jadi mohon tan in). 

Disimpulkan dalam rapat terbatas bersama Menter) Kesohatan dan pejabat di Iingkungan 
Komentenian Kesehatan, 

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SCJ: 

Tidak di kesimpulan rapat kta, itu kan disebutkan pak, Kornisi I DPR RI mendesak 
Kementerian Kesehatan scbagai leading sector, bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan 
dan BPJS Kesehatan untuk; saya Iangsung saya lompat ke b ya. B-nya Sesegera mungkin 
membentuk dan rnengaktifkangugus tugas sebagai tahapan pembentukan payunghukum. Gugus 
tugas itu dibentuk untuk mendapatkan payung hukumlah, kira-kira begitu. Makanya itu yang kits 
tagih begilu pak. Gugus tugasnya mana? 

Nah bapak tadi dalam penjelasan mengatakan bahwa Ru tidak bias. Begituloh pak. Ken 
harusnya begitu disimpulkan rapat ini kan bayangan kita, bapak tu sudah Iangsung melakukan 
rapat koordinasi. Akhirnya tersimpulkan bahwa bdak bisa dijalankan, Iangsung berkinrn aural ke 
DPR, bahwa kami tiadk bias menjalankan gugus tugas begrtu tu yang kite harapkan pak. 

Nah mi kan sudah sampai sekan bulan torus bapak bilang, yang jelas surat dan kta 14 
Januan, sekarang sudah Juli. Nah tu yang rnenurut saya. Makanya kenapa dalarn kosnipulan 
rapat han mi Iota berkinm aural saja. Kite angkat kepada yang lobih tinggi supaya ada solusi. Kalau 
pemenntah tentunya ken nantt dia akan mensimpulkan bahwa, oh mi mornang mungkin sudah 
diIaporin. Ye itu internal pomenntah, tetapi bagi kami adalah says molaporkan untuk supaya itu 
bias dijalankan beg lu Pak Sekjon. 

Jadi bias mengikuli kan kenapa kits nielakukan itu, begituloh Kan kits butuhnya itu pak. 
Kalau tidak nanh kita kan rapat lagi, nanh bapak dengan angumentasi yang sama begitu. Padahal 
ujung-ujungnya kan payung hukum in. Dalarn rangka mencapai payung hukum ya kits butuh 
gugus tugas. Sudah lupakan sajalah, misalkan itu akan diajukan pada DPR penode benkutnya, 
tetapi kan gugus tugas mi kan membantu. Karena permasalahan hukumnya kan sama. Men 
anggota DPR ataupun arrggota DPR benkutnya sama. 

Nah mi yang sebetulnya kita ingin mendapatkan jawaban pastinya begitu. Coba Ibu Evrta 
dibantu wording-nya bagaimana? Namer satu, "Konlisi I DPR RI berkosinipulan bahwa 
Kernenterian Kesehatan tidak menindaklanjuti keputusan rapat-rapat yang dimulai sejak 17 Juli 
2017, bayangkan. 
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STAF AHLI BIDANG HUKIJM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI 
HUDOYO, MS.): 

Mohon maaf pak. 

Kalau awalnya scpcngetahuan saya dalam notulen mi memang bukan Kemontorian 
Kosehatan tetapi awalnya adalah Kemenhan. Baru setelah rapat pada bulan Oktober tadi ada 
keberatan dari Kemenhan di Kementerian Kesehatan, tetapi bukan tanggal 17 Juli. 

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA W1DVA YUDHA, ME., M.SC.): 

Ya beranti tanggalnya salah, tanggalnya bukan 17 Juli. 16 Oktober 2018 pak, ditulisnya 16 
Oktober 2018. Langsung dijadikan satu saja sebetulnya, Komisi I DPR RI berkesimpulan bahwa 
Komentenan Kesehatan tidak menmndaklanjut keputusan rapat tanggal 16 Oktober 2018, terkait 
menyclesaikan regulasi pelayanan kesehatan di Iingkungan Kemenhan dan TNI melalui 
terbentuknya gugus Iugas. 

Jadi saya bacakan ya draft RDP Komisi I DPR RI dengan Kementenian Pertahanan, 
Kementenan Kesehatan. Puskes TNI, Dewan Janiinan Sosial Nasional dan BPJS Kesehatan, 
Selasa 23 JuIi 2019. 

1. Komisi I DPR RI berkesimpulan bahwa Kementerian Kesehatan fidak menindaklanjuti 
keputusan rapat tanggal 16 Oktober 2018,5 Desember 2018 dan 14 Januan 2019 terkait 
dengan pembentukan gugus tugas dalam penyelesaian regulasi pelayanan kesehatan di 
Iingkungan Kemhan dan TNI. 

Bisa kita sepakati? 

STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI 
HUDOYO, MS.): 

Kalau dad catatan kami bahwa pendelegasian kepada Kementenan Kesehatan sotelah 
rapat yang diselenggarakan tanggal 5 Deseniber 2018 dengan catatan menunjuk Kementenian 
Kesohatan menjadi leading sector pernberrtukan task force 5 Desenter. 

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YIJOHA, M.E., M.SC.): 

16 Oktober tidak? 

STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI 
HUDOYO, MS.): 

Masih di Kornhan pak, 16 November masih di Kemenhan. 

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA VUDHA, M.E., M.SC.) 

Oh ini dengan leading sector-nya Kementenan Pertahanan. Kalau begitu mulai dan 
tanggal 5 Desembet. Makanya nlulainya 5 Desember dan 14 Januan ya? Jack ada 2 rapat pak ya? 
Dengan pembentukan gugus tugas dalam penyelesaian regulasi pelayanan kesehatan di 
Iingkungan Kernhan dan INI. Bisa disepakati pak ya? 

STAF AHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI 
HUDOYO, MS.): 

Sudah dilakukan rapat lagi pak di mana kesimpulannya, "telah mendengar kesimpulan dad 
Kementenian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan waktu itu. 

40 



KETUA RAPAT (JR. H. SATYA W1DYA YLIDHA, ME., M.SC.): 

Tanggal borapa? 

F-PAN (BUDI YOUYASTRI): 

Ada pernyataan bahwa mentonnya menolak, lidak ada dalam rapat antara tanggal 14 
Januan sampai han mi baru dengar dan bapak. Pak semua rapat saya hadir pak, Udak ada rapat 
yang saya tidak hadir. Tanya ibu tuh yang BPJS, aku mah marah-marahin saja BPJS tetapi ibunya 
sudah menyelesaikan buat teman-teman TNI. 

Tenma kasih ibu. 

KETUA RAPAT (JR. H. SATYA W1DYA Y1JDHA, M.E., M.SC.): 

ni sebetulnya pak intinya untuk yang dinomer 2, jadi nomer 1 itu hanya pijakan saja, intinya 
di nornier dua karena kita akan berkinm surat otomatis berkinm suratnya kan harus me-referkepada 
rapat yang pernah kami simpulkan secara bersama. 

Ya silakan. 

F.PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SCJ: 

Untuk point nomer 2, saya mau tanya saja kita pemah bdak sih memanggil TNt Poin dan 
Menhan ke nuangan ini, membahas isu mi? 

F-PAN (BUDI YOUYASTRI): 

Pemah ibu kalau datam rapat saya selalu menanyakan ke pak Menhan ibu. 

F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) 

Masa kita Iangsung ke Presiden, mitra ka yang ini ka duduk sama dia itu boium 
begituloh Harusnya kan ka panggil Panglima TNI-nya ke sini mi hasil rapat kita loh dengan tim-
tim mi semua. Elo nnau bikin apa'  Mau revisi Undang-Undang, mau bikin peraturan pemenintah 
mau apa? Masa ujug-ujug langsung ke Presiden hubungarinya apa? Wong level menteri saja ka 
belum bicara begitu. 

KETUA RAPAT (JR. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.E., M.SC.): 

Tidak begini, kalau cari pantauan tim Sekertaniat itu sudah diutarakan pada waktu kita 
Rapat Kerja tetapi masuk dalam kesimpulan waktu dengan Panglima TNI. Loh justru mi rnakanya 
kita sampatkan, di sini kan institusi. Kita tidak menyebutkan bahwa ini rapat dengan Sekjen atau 
dengan apa kan tidak 

Jadi kita cuman sampaikan saja kepada pemenintah Kan begini coba deh ini tune-nya 
dibikin positf. Bukan kda mau nogabf bogituloh. Posifnya adalah justru surat dan kami itu untuk 
membuat penierintah tahu bagaimana memecahkan masalah mi begitu. Apakah nant akan 
ditugaskan Menko PMK atau apa untuk melakukan koordinasi mi begitu. Jadi jangan dilihat dan 
sisi, waduh kehhatannya mi kita dinulai torus kita dilaporkan, bdak. Karena bapak sondin juga nanti 
saya ajak rapat, sominggu dan sekarang, 2 minggu sekarang mungkin juga sama. Kecuali kalau 
bapak janji sarna kami misalkan di dalam rapat ini. Oke saya selesaikan, mohon maafgugus tugas 
betum terbentuk saya akan selesaikan sogera sepulang dari sini, misalkan. Itu akan beda, bdak 
penlu, kita tidak periu menulis kaya begini. mi kan saya melihat sudah mentok institusi bapak mi 
begituloh. Maka kita mencoba untuk melaponkannya karena harus dipecahkan. IN kan tidak bisa 
kita bikin ngambang ini ya kani? 
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Silakan pak. 

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (IR. TB. ACHMAD CHOESNI, MA., M.PHIL.): 

Pak pimpinan. 

Saya juga mengusulkan mi gregrar st000-nya pak pimpinan.Kebelulan tadi kan kits sudah 
seperb dilaporkan tadi sobotulnya ada lobi yang kita mau jalan cepat Kalau saya sih usulkan 
seperb yang paR pimpinan bilang, kalau dan pcmcrmntah khususnya Kemkes dan kami. bisa 
misalnya 2 minggu lagi akan kami lapodran bahwa porkembangan mi. Mungkui Au bisa mcngubah 
tonc-nya Idak paR 7  

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDVA YIJDHA, ME., M.SC.}: 

Ya silakan saja paR. 

Kita ini kan sudah beberapa kali rapat, ya Ran? Terakhir yang sudah jelas.jelas 
menunjukan leading sector Komenterian Kesehatan dan tanggal 5 Desember, 14 Januari, 
sekarang 7 bulan Ioh pak. Sudah cukup panjang begitujadi kalau bapak sekarang mengatakan ira 
adalah kealpaan' untuk membentuk gugus tugas karena hambatan macam-macam karona tidak 
ada progress. Lantas SeRjen Komentenan Kesehatan beqanji, saya akan bikin gugus tugas paR 
dalam 1 minggu saya akan laporkan, akan berbeda. Ya Rita sampaikan di situ bahwa kita rninta 
Kementonan Kesehatan untuk melaporkan kepada kami 1 minggu dan sekarang. Tetapi bapak 
semuanya yang hadir di sini harus tahu, begdu 1 minggu bdak terbentuk akan meluncur aural kami 
kepada Presiden begduloh pak. 

F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) 

Sebenamya kan kalau dikatakan tidak ada progress du bdak juga 8PJS membenkan 
diskresi itu progress loh jangan katakan tidak ada progmss. Tetapi diskrosi yang dibenkan seperti 
given sekarang ini BPJS mengatakan tidak bisa lama-lama harus ada payung hukumnya Jadi that 
is progress. Jadi jangan dikatakan tidak ada progress dan perlomuan ini. BPJS membenkan 
disk resi beg itu. 

KETUA RAPAT (1R. H. SATYA W1DYA YUDHA, ME., M.SC.): 

IN masalah gugus tugas, gugus tugas lu kan sebetulnya Iota bikin untuk mencapai 
dostinasi kaa mendapalkan payung hukum Ran itu kan? Soal di dalam perjalanannya itu ada 
diskresi dan lain sebagainya, kan Rita tetap pengen punya wadah di sini. mi kan jadi parsial. BPJS 
melakukan diskresi ya kan? Telapi tetap habis itu bapak bilang, mi Idak bias lama-lama. Kan 
alangkah indahnya kalau diskresi itu bagian danpada kea gugus tugas. Jadi tidak berjalan sendiñ 
bogituloh Kalau misalkan ini bagian dari gugus tugas, ya beranti asunrsi kami gugus tugas lu 
sudah terbontuk begitu kita masukan dalam kesimpulan rapal. Ini Ran sendin pak, gugus lugas 
lidak lerbentuk di sini, BPJS melakukan diskresi torus tetapi semua mewanti-wand Rita. Padahal 
yang Rita inginkan sebetulnya gugus togas lu wadah pak. Wadah untuk prosos mencapai kepada 
payung hukum. 

Nah di dalani perjalanannya mi for the time being Rita akan keluarkan diskresi dahulu, 
selama 6 bulan atsu selama 3 bulan. Bagian danpada mekanisme gugus tugas. Nah tu yang Rita 
harapkan sebetulnya, dengan demikian kita tahu, wah mi kerjaan beluni selesai mi. Kan begitu, 
kalau sekarang kan tidak ini. Bahkan dalani pernyalaan di dalam rapat mi, Pak Sekjen bilang bdak 
bias paR. Sudah bdak bias Rita melakukan du Nah mi kalau menurul says, kalau bdak ya sudah. 
Bayangkan paR, kalau kits tidak ada satu kalimat tinggal kits modihkasi sajalah kalau soal Rats 
Totapi bapak harus menyadani mekanisrrie yang kits ternpuh untuk supaya ini bisa ter)adi begituloh. 
lya makanya itu justru itu ibu. Ini sebetulnya membantu pemenntsh ini. Siapa tahu yang betul .betul 
disampaikan oleh Sekjen Kementenian Kesehatan ya memang Idak bias. Kits minta surat 
pemerintah, eh pemenintah kits mints jalan keluarnya bagaimana mi? Kita sudah bertemu dengan 
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Coba dad Kementerian Kesehatan. 

STAFAHLI BIDANG HUKUM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI (DR. KUWAT SRI 
HUDOYO, MS.): 

Khususrnya untuk nonler dua tadi disobutkan di sini kementerian kita dan Icmbaga tertcait 
Iainnya, kita sobutkan saja lombaga terlcait yang hadir di sini saat ini pak. 

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA W1DYA YIJDHA, ME., M.SC.): 

Oh ya sudah, sampaikarn saja dengan Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait. 
Lembaga terkait Iainnya dalam kurung, bisajuga. 

Jadi bisa kita sepakati ya? Saya baca lagi: 

1 Komisi I DPR RI berkesimpufan bahwa Kementerian Kesehatan tidak menindaklanjuti 
keputusan rapat tanggal 5 Desornber 2018 dan 14 Januari 2019 terkait dengan 
pembentukan gugus tugas dalam penyelesaian regulasi pelayanan kesoliatan di 
Iingkungan Kemhan dan TNI. 

Disepakati ya? 

(RAPAT SETUJU) 

2. Selanjutnya Komisi I DPR RI melalui Pimpinan DPR RI akan menginmkan surat 
kepada Presiden RI untuk melaporkan hasil keputusan rapat Komisi I DPR RI dengan 
Kementenan Kesehatan, Komenterian Pertananan, Pusat Kesehatan ThI, BPJS 
Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Selanjutnya Komisi I DPR 
RI melalui Pimpinan DPR RI akan menginm surat kopada Presiden RI terkait dengan 
point 1 untuk melaporkan hasil keputusan rapat Komisi I DPR RI dengan mi. 

Bisa disepakati ya namer dua ya dengan kalimat seperti mi ya' 

Saya ulang norrwr dua. "selanjutnya Komisi I DPR RI melalui Pimpmnan DPR RI akan 
menginm surat kepada Presiden RI terkait dengan point nori'r 1 di atas untuk melaporkan hasil 
keputusan rapat Komisi I DPR RI dengan Kementenan Kesehatan, Kementenan Pertananan, 
Pusat Kosehatann TNI, BPJS Kesehatan dan Dewan Jarninan Sosial Nasional (DJSN). 

Sepakat ya? 

Silakan. 

DIREKTUR KEPATUHAN, HUKUM, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BPJS KESEHATAN 

(DR. dr. H. BAYIJ WAHY1JDI. SPOG. MPHM. MHKES., MM.): 

Boleh kalau berkenan ditarnbahkan karena kami sudah melakukan diskresi dengan resiko 
yang ada pada kami di luar dan gugus tugas atau task force. Berkenaan untuk dimasukan bahwa, 
kami melakukan diskresi menindaklanjuti terfiadap keputusan rapat DPR Komisi I". Sehingga 

memang hal ini kalau kami tidak ada payung hukum Iebih lanjut sudah dikotahui oleh yang Iebih 
tinggi tontu untuk melindungi ke depannya. 

KETUA RAPAT (IR. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME., M.SC.): 

Menurut saya jadi item terpisah saja pak Karena item 1 dan item 2 nyambung. Jadi kalau 
item yang ketiga, Komisi I DPR RI menenma, coba namer 3. 
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F-PAN (BUDI YOUYASTRI) 

Pimpinan, perasaan aku ada di dalani kesimpulan rapat yang sebelumnya ya tentang 
laporan BPJS? Molakukan short cut utuk polayanan INI torus kda tinggal pcckuat saa. <arena 
itu monurut saya juga monjadi koputusan di ruangan mi kits menycpakah. 

KETUA RAPAT (JR. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME., M.SC.): 

Kita lihat di sini sudah ada di dalam kesimpulan rapat 5 Desember. Jadi bapak sudah save, 
dalam ant kata, tindakan yang dilakukan itu sudah pemah dibicarakan dalam rapat bersama DPR. 
Jadi nomen 3 beak ada, oke. 

Dengan domikian berakhir sudah Rapat Dengar Pendapat pada siang hingga sore had ini. 
Selanjutnya kami rnohon kepada Kenientenian Kesehatan, BPJS can Dewan Jaminian Sosial serta 
Diqon Kuathari Pertahanan sorta Kepala Pusat Kesehatan Mabes INI untuk bisa mencermati hasil 
kesirnpulan rapat untuk sogora kits menemukan jalan keluar yang torbaik sebagainnana yang kita 
horapkan dari rapat-rapat sebelunnnya. Donigan demikian Wassalamualaikum Wr Wb. 

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 16.08 WIB) 

Jakarta, 23 Juli 2019 
a.n. KETUA RAPAT 

SEKREIARIS RAPAT, 

SUPRIHARTINI, SIP., M.Si. 
NIP. 19710106 1990032001 
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6. 	Komunlkasi Ekstern 8A13 II 	NASKAH RESMI 

Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas A. RJSALAH RAPAT PARIPURNA 
Naskah Dinas KIlusus 1. Pengertian 
Kode Kiasifikasi Naskah 

. 	 Rlsalah adalah catatan Rapal Paripuma atau Rapat 
11, Lambang Negara Paripuma Luar Biasa yang dibuat secara 	lengkap 

Logo dan berisi seluruh 	jalannya pembicaraan yang 
Cap Dines dilakukandalam rapat. 
Pola KIasifikas 

Ketua Rapat Paripurna, adalah Ketua atau Wakil 
Ketua DPR RI. 

Sekretarls Rapat Paripurna, adalah Sekretaris 
Jenderal DPR RI alau Pojabt yang ditunjuk. 

2 Bentuk dan Susunan 
Bentuk dan susunan Risalsh Rapat Paripuma atau 
Rapal Paripuma Luar Biasa terdiri dart: 
a. Kepala 

Kop Lambang Negara Garuda Emas. 
berwarna dan tulisan Dewan Nrwakilan 
Rakyat RepubUic Indonesia tanpa alamat; 
Tulisan Risalah Rapat Paripurna/Paripuma 
Luar Biasa; 
Tahun Sidang; 
Masa Persidangan; 
Rapat Ke.; 
Jenis Rapal; 
sirat Rapat 
Hari dan tanggal rapat; 
Waktu Rapat; 
Tempatrapat; 
Kelua Rapat: 
Acara Rapat; 
Sekretanis raps!; 
Jumlah 	dan 	narna 	Anggota 	yang 
menandatanganl daftar hadir, 
lindangan yang hadir. 

b. tel: 
1) 	Pendahuluan 	yang 	memuat 	Waktu 

Pemhuikn Pnat 	Wunrt,m 	rfrn 



Contoh 
Format Risalah Rapat Parpuma 

DEWAN PERWAKILAN RAJ(YAT 
liE.eUI)LIK INDONEEIA 

RFSALAH RAPAT PARIPURI4A 

Tah1tx Sldanø 200...-25... 
MaW PerSUangai 
RapatK8. 
Jant Rnpat 

.... (............ 
. 

Slat Rapal 
...... 

Ie.bu8a 
llaWTEjal 
Wakia Pak4 ....... 

0 tot a R—o Papal Plpama C8d.Dg Nustlaga It 
.11. Jend, Galoc Sobtopa -  AWuuta 

Ketua Papa Aaalaaaaaaaa 
(K.lua atau WoOft keh,a CPR RI) 

Aaaaaa Aoaaaaaa Aoaaaoaa 

Soloottola Rpat . 	 Aaaaaaaaaaaaa (SoEaltol Joodooai rp Rlj 

Radi r A.AotWotaDpRRl: 
dat .... —.V Antapfta d.nçan ,tttc., 

 
...f.~i.  cattoft A.apota 

1. M 

93.Aaaaaa 
FrakftI ........... 

dali .0 05 Apaota 
lAao 

87. Aaaaaa 
OtakS ......... 

dail ... OtWtft N)89010 
1. Aftaata 

ft 4,,., 
57. Aoaaaa 

P10051 ......... 
dat ... Otoflft Pnggo05 

I. Aaaaaa 

45. 
Ftak.J ........... 

Wtg magm. 
1. Arnto 

s.d.... 
45. AOaaaa 

8. F.0051 ........... 
...dal...oD/.ng.JooO 
I, Aaaaoto 

14.... 
40. .poaa 

2) Uralan jalannya rapat secara tengkap dan 

berisi selurub Jalannya pembicaraan yang 

diiakukan dalam rapat. 

C. Baglan akhir 
Waktu penutupan rapat; 
Sebutan yang memimpin repel; 

Tanda tangan dan nama jelas Ketua Rapat 

atauSekretaris alas nama Ketua Rapat ditulis 

dengan huruf kapital. 

3. ModellLay Out 
Fonfislze 	: Anal Narrow/12 

Margin Alas 	: 2.54cm (1 inchi) 

Margin Bawah : 2,54 cm (1 Inchi) 

Margin Kin 	:3,17cm (125 inchi) 

Margin Kanan :3,17cm (1,25 inichi) 

Ukuran Kertas : A4 
Jarak Bans (Line Spacing) : 1 (single) 

Penulisan Halaman 2 dua) dan setenusnya dltengah 

atas (Header = 05') Contob : -2- 

Penuhsan kata sambung untuk kata pertama halaman 

benikutnya teriolak pada sudut kanan bawah (Footer 

= 0,5') Contoh:!Aaa... 



B. CATATMJ RAPATALAT KCLENGKAPAN DEWA1'L 
Pongerllan 

Catatan Rapat Alat Kelengkapan DPR RI adalah 
catatan yang memuat pokok pernbicaraan, 
kesimpulan dari/atau keputhsan yang dihasilkan 
dalam Rapat Pimpinan DPR; Rapat Bamus, Rapat 
Konsultasi, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, 
Rapat Badan Legislasi, Rape! Panitia Anggaran, 
Rapat BURT, Rapat BKSAP, Rapat Badan 
Kehormatan, dan Rapat Panitia Khusus/Tim. 

Ketua Rapat adalah unsur Pimpinars dan Alat 
Kelengkapan Dewan (DPR RI). 

Sekretarls Rapat adalah Pejabatdari SekretaatAIat 
Kelengkapart Dewan (Sekretatiat JendeaI DPR RI), 

Bentuk dan Susunan. 
Bentuk dan susunan Catatan Rapat alat kelengkapan 
terdiri dan): 
a Kepata: 

Kop Lambang Negara Ganuda Emas, dan 
tulisan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia tanpa alamat; 
Tulisan Catatan RapatAlat Kelengkapan DPR 
RI; 
Tahun Sidang; 
Masa Persidangan; 
Rapat Ke-; 
Jenis Rapat: 
Slfat Rapat; 
Had dan tanggal rapat; 
Waktu Rapat: 
Tempat rapat; 
Ketua Rapat: 
Acara rapat; 
Sekretanls napat; 
Jumlah dan nama Anggota yang 
menandatangani daftar hadir, 
Undangan yang hadir. 

Frak.sl. 
dali ... oran9 Anygota 

I. Aaaaaa 
t.d 

35. Asanan 
Frana. 

...dsii... atsnglinggota 
I, Aaaana 
s. 

15 Maaaa 
9 FISI. 

dwL.orlsagMggoth 
1. Assana 

s.d.... 
13. dyassa 

Id. Fraksl 
.dlL. orangAsgcla 

I. Asasas 
s.d 

13. Aaaasa 
ii. SeJus latial 

Lanlbaga lEsgsag 
Pe,nennlah: 
Undangan yang IAn 

KETUA RAPAT ( Aaasaaasisaaal 

AssaAmtssaaJm WarahmaH!,l WabarakaSsU 
Selanralpagi dan raisin sehlera slnEk ken 

Yang sirtiasmat pars 9595514 Dawan, 841 

dadsin seks, 55fl9 S5a mndsksn. 

S1dsir9 Sewer yang Whoma l.  

Skdang D*aa yang sara muldEas. 

UsEs dongan demikian seIAsah scesa Rai Paruma Dewan Iran el. Says saiabs 
PIrnrtas Rapal ra er(aIkan swans kSslh kepsida s51uruti RAggata Dwat yang hsilr sian kite rest dan 
kesabatannya detain margdtai scan RasPsrçasne (lewis passE han ini. 

lengan $ess Siding least, snake pen wanrtsirrtai sane ner.usjr Rapat Fpurra ki dengan 
ucapsil 

Walsinhi TariSk WA HelapaS. 
WaaIAsu'eJan WesnjusswisEi wsbasukaatuh 

(RAPATDITUTUPPIJKUI. ............... WIB) 
(El iA PAPAl, 

ales 
an. IIETUA PAPAl 

SERRETAI1IS I1APAT, 



Lampiran 3. Contoh Laporan Singkat 

DEVlAN I'IR%\.-III .&. R.'K%XI 
RI.: P1 151 .II_J.11.ikL. 

LAPORAN SINGKAT 
KOMISI V DPR RI 

(BIDANG PERHU8UNGAN PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT. PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTIWGCAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISII<A, BADAN SAR PASIONAL, DAN BPWS) 

TahuriSidarrg 	2018-2019 
Masa Sidang V 
Papal Ke- 
Jenis Papal Papal Dengar Pendapat 
Hari/TarggsI Selasa. 18 Juni 2019 
sire' Tertuka 
Pukul 2005 WIB s.d 23,30 WIB 
Tempat . 	 Hole' Ay9ns MidpIaza, BaI!rtom I 

Jakarta Pusat 
Acafa 1 	Evaussi Pelaksanaun APON TA.2019 santpai dengan Bulari 

Me' 2019 
2 	Membahas aioka5i arrgguran menunJt fLcgsi, program, dun 

prioritas anggaran K/i.. TA.2020 musing musing un/I Eseloir I 
Kementerirjri)Lembaga Mitre Kerja Konisi 'i OPR RI. 

Kelua Rape' . 	 Ir Fury Demy Frarc.s, MMA 
Sekretaris Nsriiic Pr:hakn Budiastut, SR 
Nadir AnggoIa : 	 dan 52 orang Anggota Konrisi V DPR RI 
Radii V/Ira Dicen 	Bina Marga Bar 	Der. 	Bir.a Konslruksr KemenLenan 

Pekerjaan Unlum dun Peumatrafl Rakyat 8esera jajaran 

KEMPULANL1 EAT 

I. PENDAHUI-UAN 

1 Papal dittuka pada pukul 2005 WIB setelak kuorum Ierpenul'i dan input dLnyatakan erbuka 
untuk umJnr 

2 Ketus Papal rrenyarrrpatkan bahwa agenda Rape' Derigar Pandapat Komisi V DPR RI dengan Dir;err Bina Marga dan Diren Bins Korrslruksl Kerrenterrrn Pekeninan Urnurn dan Penimahan 
Rakyal pada had liii adalak 
I) Enaluasi Pelaknanaan AP9N TA.2019 sampai dengari 1kian Mel 2019. 
2) Membahas a'okasi arrggaran inenurut lungs'. program, Jul prior:tas anggaran K/I.. TA.2020 erasing-musing unit Esetors I Kemontenali/Lenlbaga tdtru <erja Komisi V DPR RI 

3 Ketua Rapat inempersilakan Dien Dma Marga dun Dirynrr Dma Konstruksi Kerneirterian Pekeriaan Urnuni dan Perurnahan Rakyat untuk menyampakan paparan dan Perilelasarrnya. 

4. Ketua Papal rnemporsllakafl kepada Anggota Kornisi V DPR RI wiuk rrenyamparkan 
perlar./Iaal dun tanggapsr.. 

II. KESMPULANIKEPUTUSAN...JHaI2 
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II. KESIMPULAN)KEPUTUSAN RAPAT: 

Kornisi V DPR RI dapat memaharni peneIasan Dien Gina Ma'ga Kementedan Pekerjaan liniurn 
dun Perurnahan Rakyat mengenai capaiar lertiadap target pelaksanaarl APBN TA 2019 sanrpai 
dengan Bulan Moi 2019. Selanjutnyu Konisi V DPR RI merninta agar Diljen Gina Macga 
Kementerian Pekerjaan Umurn dan Perurnalan Rakyat rnelakukarr ,  upaya untuk penuigkalari 
penyarapari anggaran snmpai dengan akhir Tahun Arcggaan 2019. 

KomisI V DPR RI dapat mumaham penjetasan Ditea Gina Macga Kemenlerian Pekerjaan Umum 
dan Pewrnalcari Rakyal mengenai rir.cian program dan alokasi Pagu Ariggaran untuk Eselon I 
detain pembicaraan pendarruluan RAPBN Tahun Arggaan 2020, sebagai berikut; 

DdIam P,tru RLWyc'c 
PE 

PAGU 	
USULAN NYESUAIAN 

	

No. 	Unit Keda! Program 	KESUTUHAN 	
PAGU INDIKATIF 	PAl3tJiNOIicATII 

j. 	fJenBrnaMatga 	 52.680.707.921 	38.846.127272 	 3e.846.1371 

S 
Selanjutnyn Komisi V DPR RI bersarna dengan Ditien Gina Marga Kenie'nenan Pekerjaan Umurn 
dan Pewmuhan Rakyat akan memoecivangkan Dagu arggaran sesuai pagu kebutuhan rnelalui 
mekanisme pemhabasan apqgaran di DR RI. 

3 Sebagai tindakIanut Rapat Keqa tanggal 12 Juni 2019, maka Oitjen Gina Marga Kennentenan 
Pekelaan Umurn dan Perumahan Rakyat hersedia untuk rnenyesuaikari rincian program dan 
nienyempumakan RKA-KIL dalam NoIa Keuangan RAPON Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan 
saran don usunn Kornisi V DPR RI yang disampaikun dalarn rangkaiarc prosea pembicarnan 
pendahuluan RAPI3N Tahus Anggaran 2020. 

4, Komisi V DPR RI sepakat derigan Diljen Bina Konstnuksi Kemeriterian Pekerjaan Umun' dan 
Perumahan Rakyat untuk rnenyerrrpurriakan mater: paparan mangenal realisasi pelaksanaan 
anggaran sarnpai dengan bulan Mei tahun 2019 dan Pembicaraan Pendahuluan RI0\-I<IL dan 
RKP TA 2020 sesuai dengar usul dan saran Kcmisi V DPR RI. Selnrhutnya Komisi V DPR RI akan 
mengagendakar Rapat Dengar Pnrrdapat dengan Dttjen Gina KonsIrusi pada tanggal 19 juni 
2019 bersama dengan Dien Cipta Karya, Dien Fenyediaan Perumahun dan Ditjen Pembiayaan 
Infrastruktur Pekerjaan Umur, dan Perumahan Rakyat 

III. 	PENUTUP 
Rapat ditutup pukul 23.30 'MB 

Jakarta, 13 Juni 2319 

KETU\PAT ,  

FARY DJ EMY  

DIRJEN,BIh{A KONSTRUKSI 
KEM N RIAN PU PR, 

SYARIF R ANU OIN 

PIt. DIRJEN GINA MARGA 
KEMENTERIAN PU 

SUG ARTANTO 
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Lampiran 4. Contoh Daftar Hadir Rapat 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

MASA PEIIOANC1AN 	V 
TAHUNSIDANG 	 7018- 2019 

DAFTAR HADIR 
ANGGOTA KOMISI V DPR RI 

BID/INt3 
PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM. PERUMAHAN RAKYAT. 

PEMBANGUNAN UAERAH TSR HNGGAL BADAN METEOROLOGI, 
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA IJADAN SAR NASIONAL DAN BPWS 

Rapet Ke 
Jenis Raat Rapat Ranger Pendapat 
HoaITafl9geI SeJasa 18 .Juni 2019 
Sitat Terbuka 
Pukul 19 03 wb s/d selesel 
Tompat rituang Rapat Ball Room Hotel Ayana 	Jakarta. 
Acara Merabahas atokaal anggaran monurut fungel. program dan prioritas anggaran 

Komentertan 	(Lembaga 	TA 	2020 	maolog-maolng 	antI 	Eselon 
Kcmcnterlan(Lembega mitiv kerja Komlol V DPR RI 

Ketua Rapat 
SeNretaris NLnlk Prillalirl ttt.diastuli, SI I 
Hadir Anggota . ............dan 53 Anggota Komisl V DPR RI 

Hadir Mitre 	 Dtrjon Rifle Merge, IDlrjen GIna Konstruksl Kementorlan PUPR 

PIMPINAN KOMIBI V DPR-RI 

NO /G 
NAMA FRAKSI 

DAPIL 
JABAAN TANDA TANGAN 

A-38 I lit. FARY OJEMY FRANCIS. MMA GERINURA NiT It Ketua I 

7 	A-? I 7 LASARUS. 5.So, MS 'DiP I(AjIi,P WE Kelua 

3 	A-3I9 ORS. H. IBNIJ MUNZIR PG SULBAR WE. Ketua 

4 	A414 H.ANTON SUKARTONOSURAITO. MM  PD JABARV WE Kua 

S. 	A- 114 lit H. SIGIT SOSIANTOMO FES JATIM I WE. KctiliI S 

FR.AKSIPARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 

[ 	
NAMA 	 DAPIL L 	TANDATANGAN  

A- 162 1 DIG yOs1:In I UMAI*IADI, M.SI 	 I JARAI1 VIII 	6 

7 
	

A-158 SUKUR H. NARABAN,ST 

8 
	

A- 179 lit. SUDJADI 

9 A-225 lit. RENDY M AFFANOY LAMADJIDO. MBA 

10 
	

A-207 	Hj. SAI3ARESILJWAII. SP. M.MA 

II A 129 ALEX INDRA LUI(MAN 

2 A106 MOl-IAMMAD I DI lAM SAMAW1 

13 A-220 DR.H RAHMATNASU11ONHAMKASH,M.SI 

14 
	

A-I 90 085. 1-IENKY KIJRNIADI, SI-I, MH 

JABARVI ' .................... 

.JAILNGVI 	it............. 

SULTENG 	 V...... 

JATIM VIII 	10....................... 
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RAKSI PAPTAI GOILKAR 

NO ANG  
NAMA DAPII TANDATANC3AN 

IS A-IIQ I-i. MUHJDIN M SAIL). SE. MBA SULTENG iS 

16 I\-316 IIH. RIO WAN BAE SULTRA . 

17. 17 

18 

A-237 

A-31 I 

DR CAPT. ANTI ION SIHOMBING 

HAMKA B. KADY 

SUMIJTI!l 

SULSELI 

.._- 

18 	........................... 

9 A-265 H.DANIELMUIAOIENSYAI1I.JL)L)N.ST JABAR Viii 19 	.......... 

20 A-288 Dr. H. GATOTSIJOJITO, M.SI JAIJM V?I 20.,. . 	.... 

21 A-243 HJ.SANIATI.JLLATIVA iAMBI 21 ....................... 

22 A303 l'ij AGATI SUI IF MAHYIJOIN, SE KAl 'I END 22....................... 

rAICI DAPTAI IFRI1113RA 

I -  NAMA 	 - DAPIL TANDA TANAN 

23 A-390 H. ANU WAN DARMAWAN AKAS. SE  sut ca H  7 

24 A-160 IU.NOVIIAWIJAYAN11.SEMM JATENG VIII 

. ...... 

24 	.......... 	 — 

75 A-33 I AGE REZKI PRATAMA, SE SUMRAR H 25 ........ 

26 A-352 II. SUBARNA, SE. M Si JABAR Xi 26 	.. 

A-36-1 IR. H. DAMBANG HARYO SOEKWIONO JATIM I 27 	................ 

28 A-JIB IDA BAGUS P(JTU S&JIcARTA. SE M Si HAL) 2............... 

roan, oftota. nonansoAr 

NO 
ANG 

NAMA OAPIL TANDA TANGAN 

29 A-440 HA9II\NTO EDHIF WIBOWO BANTFN III 29 	14 
/ 

30 A.4 14 H. AGUNG BUDI SANTOSO, SH, MM JABAR I JO. 

31 A-452 DR. 5. BAr IRUM DAIDO, Mi SULSIL 111 31 	........................ 

37 A.4S3 WJLLEM WANDIK. 5.505. PAP VA 4 	31................... 

33 A-400 CrIi. . JI IONI ALLEN MARBUN, MM SUMUT II 33..# .......... 

NO 
I NO. 

ANG 
MAMA DAPIL TANDA TANGA 

34 A-487 H. SSJNGKONO JA11M 

35 A-464 H.A. BAKRI H.M. SE • 	JAN81 35 	- 

36 A-466 HJ. I IANNA GAYATRI, SN 5UMSEL II 36 	.i'L7'.......... 

31 A-SOS JOHN SIFFY MIRIN I'APUA 

38 A.474 NJ. INTAN FITRIANA FAUZI. 511, LLM JAR/SR Vi 38 
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FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN RAMGSA 

IIJ

ANG 
NAMA 	 OAF 	

AN 

A45 NENG OEM MA1*!AMAH Zul FA HfZ. S.ThI 

40 A37 

*TANDA 

H. IRMAWAN 5.Sos, MM oi 	 ACFIII 4o.................. 

ii A-8I H. A8OUL LATIF HANAFIAH. M 	 KALSEL II 

42 A-68 10. H. NUR YASIN. MSA. MT 	 JA11M IV 42 ......................... 

43- A-76 KH MUH. UNAIS AL! HISYAM. M.PdJ 	 JAflM XI 	43................................. 

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTRRA 

ANG  MAMA 	 DAPIL 

44 A-106 H.NURHASANJAID!. 5.So 	 JAI3ARIX 	 44 

45 
A.I03 

 
LHFUD?ABDURRAHMAN 5.50 	 JABARV1 	45.. 

FR.AJ(SI PARTAE PERSATIJAN DFMRhI,,,JMJ 

NO MAMA DAPIL TANL)A TANGAN 

H A-Hit Hi. NURHAYAI( IABARXI / 
(\ 

47 A 518 DRAIIJ.WARDATULASRIAH JARAR Vi! 

48 A-543 DOS. ABUBAKAR WASAHUA SF!, MN SULSEL III 

ASh liEn. ILVIANA, M-Si JAMUI / 	 49.......................... 

FRAKSI PARTAI NASIONAL LiEMOKRAT 

NO 
NO. 

ANG 
MAMA DAPIL TANDATANGAN 

50 A-29 H,SYARIFABOULLAHAIJ(ADRIOSHMH KAIBAR 50......................... 

SI A-04 SAf AT SILA.BAN, SE SUMUT II SI.. . 	1• V\ 

52 A23 DRSALSOEHARTONO JATIM VEt 52 	.............................. 

FRAK$I PARTAI HANURA 

NO 
NO. 

ANG 
NAMA DAPIL TANDA rANGAN 

P 
53. A-557 LAW GEDE SYAMSUL MUJAHIDIN. SE  NTB 53 

Jak&ta. 1$ JunI 2019 

Mengctarhui Kbgset KomIsi V DPR RI 

NIJNIK PRIHATItJ BUD ASTTLH 
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PN ~v  Z- 1 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

MASA P1RSIOANGAN 	V 
TAHLJNSIOANG 	 2018-2019 

DAFTAR HADIR 
KEMENTERIAN PEKEJAAN UMUMPAN PERUMAHAN RAKYAT 

RapatKO 
Jenis Rapat Rapat Dengar Peridapat 
Hari/TanggaI Selasa 18 Juni 2019 
Sifat Terbuko 
PukI 19DDwb o/d selesai 
Tempat Ruang Rapat Ball Room liotel flyanu -Jakarta 
Acara Mambahaa alokasi aeggaran ,nenurut funilsi. program dan prloritas anggaran 

Kementerlan 	ILembaga 	TA 	2020 	masing-nlaalng 	unit 	Eselon 
KementecIaflhtflmba9a mitra korja Komiel V OPR RI 

Ketuakapat 
Sekretaris Nunik Prihatin Budlatuti. Sit 
Hadir AnggOtO ........... .dan 53 Aeggota Komisi V DPR RI 

Hadir Mitro Dlrjert Eisa Mara. Diren Bina Konstrulcsi Kementenan PUPR 

NO NAMA JABATAN 	 I TANOATANGAN 

I. 

2. 

\ fft4rtl9  

(I 	13U (-fer.uOOfrJ 

Ds 

 IRJEN BINA MARGA 

UIRJEN BINA KONSTRIJNSI 

-- 

4. 

A 5 . c-ico 4' 

. 

s'rN T -J 

r 

vc 

L. 
 

9. 

. 

1 2. 
 

- 

c3 

kI-t1_M2/i__- 

B14P 	- 

3f'3N 	0 '4 A c,k 

SeLos-- 	qt.çg K4.LtP)14 1 

Jfl( 	wvr 
9 

.zcd. 	'Qc) - 	 IT Of 

20 

21 IEL 	1 	Mi'JTIK 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

r&SA PRlDANOAN 	: V 
lAHUNJSIDANG 	 201$- 2019 

DAFTAR HADIR 
pEKEIAAN 	DAN PERUMAHAN RARVAT 

Rapat Ke 
Jenis Rapal Rapat Dengar Pendapat 
Hari/TanggaI Salons. 18 junt 2019 
Silal Terbuka 
Pukul 19 00.00 wib s.d selesa 
Tempat Ruaig Rapat ball 40cm Hotel Apana -Jakarta. 
Acara Monbhaa alokasi anggarafl menurUt fungel, program dan prioritas anygaran 

Kemontarian 	/Lcnibaga 	TA 	2020 	maslng-maalng 	unit 	Eselon 
K0monterlanJtembaga mltra  kella Komisi V DPR RI 

Ketua Rapat 
Sekretaris 	 Nuflik Pritiatn Budiastuti, SH 
Hadir Ar.ggcta 	 dad 53 Anggota Komisi V DPR RI 

Nadir Mitra 	 Oirlen Bina Marga, Dirjen tuna KonstfukSi Kerncntenafl PUPR 

NO. NAMA JABATAN TANDATANGAN 

23 

21 

25 

26  

30  

L 
32 -  j-r.J 	1 
3.3 Nucc 	U'fuIJ 

& 
I f - +-t.i 	 _ 

I 	JoMMoJ 

___ 	k) 1<1 

I 	Vjfj 
 

1 	Y- 	t4)NJ )V Fi.J. 

- 

- - 

-- 

37 

-4$ 

r1zIi 
41 -- __

- 
( 	M) 

43 

L1Th 

jt( 

1' tc, 
Qt. 	(12 , 

. 
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V-11--v, 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLII( INDONESIA 

MAA PERSIDANGAN 	V 
TAHUNSIDANG 	 2018-2019 

DAFTAR HADIR 
KEMENTERIAN PEKEJAAN UMUM DAN PERLJMAHANRAKVAT 

Rapat t(e 
Jei,is Repat Rapat Dengar Peridapat 
HartfTanggal Selasa 10 JLnI 2019 
Shot Terbuka 
Pukut 19,00 v.ib aid sclsai 
Tempat Rua'tg Rapat Ball Room Hotel Ayana- Jakarta. 
Acara Membahas alokasi anggaran menurut funget, program dan prioritas angyaran 

Kementedan 	ILcmbaga 	TA 	2020 	masing-maslng 	unit 	Esalon 
Kemeoterian/len.baga mItre koja I<omlsi V DPR RI 

Kotua Raoat 
Sekrelans Nunik Prihatin Budlastuti, SR 
Haclir Anggoa dad 53 Anggota Komisi V DPR RI 

Hadir Mitra Dirjen Bina Marga. Dien Bina Konstruksh Kenientorlan PUPR 

Na NAMA JAI3ATAN TANDATANGAN 

45 

46 PuTt) Aol 	sJi2A.VA F9JPJ 	vt ) 

" lt)Utt 	aauJ 

48 

SO 

51 

sz 

53 

54 

.56 

57 t1 1TT  58 

59 

61 

62 

63 

64 

65 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

MAIA PRSIDANI3AN 	I V 
TAHUNSIDANG 	. 2010-2019 

DAFTAR HADIR 
KEMENTERIAN PEKEJAAN  UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

Rapal Ke 
Jors Rapat Rapat 000gar Pendapat 
I-talilTanggaI 	: Seasi 18 Jjni 2019 
Sifal Terbjka 
Pukul 1900 wib s/d selesai 
Tempat Ruang Rapat OaII Room Ilotel Ayana 	Jakarta 
Acara Mombahas alokasi aeggaran menurul Iungsi, program dan pdorttas anggaran 

Kornenterian 	ILembaga 	TA 	2020 	maslng-maatng 	unti 	Eselon 
KementerlanlLemb292 .nitra kerja Komlal V DPR RI 

Ketea Rapat 
Sekrelaris Nunik Pritiatin Budastut, SH 
Nadir Anggota 	..... ... dan 53 Anggota Komisl V DPR RI 

Hadir Mitra 	: Dirjeri dma Marga, Dirjen Bina Konstruksj Kementerman PLJPR 

NO. N AMA JAIIArAN TANDA TANGAN 

K 
I't'. 	LAJ 

67 

-- 

fp WUVA 

ti.JJ3(?II 	76 fe.L/j JCtA 	- r 

. 
An 	ihø 	T usa-Lnp. 

.72 
 

Lr-m'4 	zeu,j v,n/frr- Z- fv 	'. K4L 
Ict; 	1II it; AjM 

.76 

77  t, 	'P 
78 Aii J,Y XII -. 

79 

so ri- 0 

- 
- sVi 	P-t. j  

83 

-__..  
1u 	3 p 1Ci ct6- 	-. -- 

87  

'Ju (ri 	Pahraadhani 

R'it& 	r&tI. 	çrI 

 *1r 	ent-tij 	SP)W 	iJ -. - 

V-tL' 	Pt4hJ 	PTh"1J  

107 



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPtJBLIK INDONESIA 

MAS/% PERSII3AN(iAN 	V 
IAHIJNSIDANG 	 2018- 20I 

DAFTAR HADIR 
KEMENTERIAN PEKEJAAN LJMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 

RapatKe 
ienis Rapet 	RapaL Oengr Pendapat 
Hari/Tanggal 	Selasa 18 ,Jurn 2019 
Sitat 	 Teituka 
Pukul 	 19.00 wrb sd selesa 
Tempat 	 Ruang Rapat Ball Room Hotel Ayana - Jakarta 
Acra 	 Membahas alokasi anggaran nienumt tungel. program den prlorltas enggaran 

Kcsnenteifan /lembaga TA 2020 meslng-masing unit Eeoton 
KementerlanLeoibaga rnitra korja Komisi V OPR RI 

Ketua Rapat 
Sekietaris 	: Nunik Prihatin Budlastuti, SH 
Hadir Anggota 	. ...........3 Aeggota Komisi V DPR RI 

Hadir Mitra 	 Diren Bina Marga, Dlrjen Bina Konstruksi kementenan PUPR 

NO. 	 NAMA 

89 
 

JABATAN TANDATANGAP 

p) 
 

co 

92  

93 

94 4j 	. 	 t, 
 e2.9m 

.95 

.96 
ij 

- 

_____ PARc MUPk1't 	 — 

12 

%( 	(9Ij(. 

.. ( 	 — 

orjtq  
101 

102 ai 
103  

I Up 
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— 

105 
i'i  

707  

M 	- 	 1 11Z5 
log I 
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w 
DAFTAR PENANVA 

SESUAIDNGAN WAKTI.J KEHALNRAN ANQciOTA KOMJIYI 

F-arifranqgaI 	 Junk 2019 
Rapat 	 Terbuk 

Pukul 	 WIB 

NO. -- 	 NAMA ANGCOTA FRA K S 

IIr:; 
l?lfP 	lfl) 

, ~tL -- '-lao 	I1I 

4. 

16. 

17 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

31 

32 

34 

35 
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_ampiran 5. Bahan Rapat Dirjen Bina Marga 
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Lampiran 7. Backup Folder 
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Lampiran 8. Catatan Singkat 

(IATAN SINGIcAT 

PROSS PEMRIMRINGAN AKtIJALISASI ANTARA PEERTA DENGAN 161ENTO9 

Tw.rjyal Kunsultasi : 29 Juli 2019 

Catatari Iunsuita& 

Mendikuskan nicrqc-lni tools dRian pnbuatan peoIia pentapan waktu kerla 

Menantulcan iokua dalam penyusunari risalah rapa -  smeularw ycitt beraia di 

Kornisi V Icarena pada sast InI penuli9 Oiternpatkan tugas d Kornisi V. PcnnriTuJan 

Inkus ini bCrtujuan aar pensunan usJah rapcit scn1cntarn hiss kikuis uJtru tk1ik 

bias. 

Akun rnelakukan kunjujngan ke bebcrpa Komisi urruk naperkenniknn rrertn jua 

u:rrujk n'.nminin innIenkt1>i i>ahin rapuct dacun penyusunan risaish cpat 

serruer1ara. 

Mnni.'eriknn cortoh msnena baian raprt daleni per,yuaunar risJah rapat 

semenara aerta me -nbesan inforn -.nsi pnyusunn dsalah rapat senintara. 

d.anyauJju 

I 
W:uritor,/ 

DrvTri Budi Utarni, MSi 
N1R196105201 98&D3201 

Pssrrs Ljr 

l-Iiiriail Mebruk 
NIP. 191O01820131003 
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Lampiran 9. Draft Pedoman AwaI 

LATAR 
BE LAKANG 

I apil reniruiaranwrtiprkan 

rapt yang shrasun iran,! trnglaap ian Er, 

srlarh j.-ntasutya pn.otbira,aait yang dij:akitl. 

dab,, sapal snasa dikngkapi dangan ,mtai. 

Irniang jenl.I dan run sapal. han din zapj 

rapas.Innap!I sapat, 

analls sapas. sabsia pendnakaan dam 

rapal. brian dan srk,rtarm sapat. jiaintdi d,. 

llama anggoca yang menandaxangani dr'. 

hats sra nadangan prig bath,. 

Ri.aiJi rapax sernernara ilietupakan rain!, 

omipsi rapal yaslg dihaailkan dan 	; 
brsar, rapal ddingbutigam DPR RI 

Ir.enlunyai gwmaan patting yaltu  

sai,au tin 	alert ddsrri pier-s irr:g.nnl.:. 

kepti IRan 	npai 	 leIalIJuiiIva, 	 HI? 11.1 

duhaiscia =gaja. rniriij.srb 

tailor-ru,, paahhk yang dibmrmhban 

rnaryarahrL dan sebagai urLib ,.rna alas Isis 

irritalap prom hsakum pair'. serjaJz mpa-as 

jinirai mn,,-. kaaum karop-is dan bin-lain. 

Meughagos beLapa prithpamsyo penman risatil 

rap-a! semnmtsma i.i, maka dalam penyrralu-

mtsakb opal semenun ddraraphan rurrrnDL 

snaiL pmalimsan peiielapaal w.thsi kea ddaa. 

pniryrr.dlain risabli mapal meIrirIliara api 

iota., yenvni;unan nsalalr rapai serum:.,, - 

'ira rrnlsi.nk.n.le:ugantepal nankla 

PERSIAP AN 

Melakukan inver tarisasi 
bahan risalah raat 
sernentara, antara lair: 

• Kasel Rekarna a 
• Hasil Trariskrip 
• Daftar Hadir 
• Bahan Rapar 
• Laporan Singkat 

Melakukan koor.iinapi 
dengan Alat Kelongk: pan 
Dewari terkait verifikasi 
bahan rapar. 

P~~ 

- 	 Pups, dim bmaohsvksn mains 

1, pnrrvurumn misslnb npsarernmantrn 

AmisS thsasunkan dogan JO,,, 

- 1 rumoR bOIrdansetsauJuIOdaIi hthinsyn 
- -L-enraan (mush nrarAarslnll S 

• :r: 	 dana terriaotrk,n waktp nan:,. - 

:.vustmaau numb rips! ,mrrsnra.rr. deus 
• .eutnsggni that jim prugnajian 

a,, - aba, birdanmebma wshna 
•:\!JiaiUfl nulah rip-si zarsinuan  

::..sttangysl thnjsmpmagnJOaaa 

:.-:omaagoot 	Dais jska aals hal-hal Sat-ri 

an wsk penyuraras.rl nnlmh imp: 

.::,:nmdanjakssalnbohsnrapsiynng teas:, 
• :tralHlgkap 
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Lampiran 10. Catatan Singkat 

GAMBARAN UMUM 

PEN ERAPAN PEDOMAN WAKTU KEAJA 

DALAM PENVERAHAN RISALAH SEMENTARA 

Hari ITanggal : Jumat 16 Agustus 2019 

Waktu Pengerjaan : 10:0O-15:43W1B 

(Istirahat 11:30 - 13:00) 

Nama Rapat : RAPAT DEN CAR PEN DAPAT KOMISI V DPR RI dngan 

DIRJEN BINA MARGA (HADIRKAN BALAI BESAR 

PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DAN KEPALA BALAI 

JALAN NASIONAL SE INDONESIA) DAN DIRJEN BINA 

KONSTRUKSE KEMENTERIAN PUPR 

Tempat/Tanggal Rapat : Hotel Ayaria Mid Plaza, Ballroom I Jakarta Pusat 

Selasa, 18 Juni 2019 

Jeiis Rlsalah Risalah II 

Kelengkapan : Lengkap (Kasel, Hasil Transkrip, Daflar Hadir, Bahan 

Rapat, Laporai Singkat 

Catatan 

1. Dengan melakukan beberapa kali uji coba dapat disimpulkan bahwa dalam 

melakukan penyusunan risalah rapat sementara dari hasil transkrip atau 

pengolahan hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara sesuai Permen PAN 

RB Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (la) Poiri (4) apablla dilakukan dengan 

menggunakan Pedomari Waktu Kerja Dalam Penyerahan Risalah Rapat 

Sementara dapat dilakukan dengan cepat dan terukur. Sebagal contoh untuk 

risalah rapat yang benjumlah 69 halamari dapatdikerjakan dalam waktu 4jam 13 

merilt. Dalarn satu rapat tersebut yang terekam dalam enarn kaset berdurasi 60 
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menitlkaset. Jika dirata-rata pengerjaan penyusunan risalah rapat sementara 

dan hasil transkrp pada satu kaset membutuhkan waktu berksar 40 menit. 

Dalam penyusunan risalah rapat semonlara derigan menggunakari Pedoman 

Penetapan Waktu Kerja menjadi Iebih Iengkap daam pengisian kelerangan 

seperti agenda acara rapat, name anggota dewan dan nama undangan yang 

hadir. Selain itu Juga penulisari narna pembicara dalam setiap napat akan sesual 

dengan daftar nama yang tertera dalam daftar hadir. Hal mi karena adanya 

dukungan kelengkapan bahan penyusunan risalah rapat yang terdiri dari daftar 

hadir, tematik rapat dan bahan rapat jawaban pemerintah. Sedarigkan sebelum 

adanya pedoman ini pengolahan transknp nienjadi risaah rapat sementara tidak 

ada target waktu penyerahan kepada AKD. Sehingga manfaat dari isaah rapat 

sementara tidak maksimal dalam membantu penyelesaian proses selanjutnya 

yang harus dilakukan oleh PL Muda dan AKD yang melaksanakan rapat. 

Dalam pengolahan hasil transkrip yang di!engkapi bahan bahan rapat untuk 

penyusunan risalah rapat sementara dengan menggunakan Pedomari 

Penetapan Waktu Kerja tentu akan lebih dirasakan manfaat dan efektifitas 

penggunaari risalah rapat semenlara yang diselesaikan sesual dengan target 

waktu yang ditetapkan. Sehingga proses selanjutnyajuga akan lebih terukur. Hal 

ni merupakan cerrninan nhlai dasar PSN dad fuel Akuntabilitas, Nasionalisme, 

Etika Publik santa Komitrnen Mutu 

Contoh Perbandingan penyusunan nisalah sementara dengan menggunakan Pedoman 

Pcnetapan Waktu Kela  dan yang tidak menggunakan Pedoman: 
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Setelah menggunakan Pedoman Penetapan Waktu Kerja dapat dilakukan penelusuran aktifitas kegiatan dengan 

menggunakan format monitor control. Sehingga pengolahaii basil tFanskrip rrienjadi risalah rapat sementara lebih terukur 

dan efisien pemanfaatannya. 
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Sebelum penggunaan Fedoman Perietapan Waktu Kerja tertihat waktu penyerahan 	risalah rapat semenlara tidak 

terkontrol sehingga pelaksaria rapat (AKO) dan FL Muda tidak bisa maksimal memanfaatkan hasit risalah rapat 

sementara dan penelusuran target waktu kinerja FNS juga tidak ada batasanya. 
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Lampran 1: Contoh RsaIah Rapat sementara yang dilengkapi data keterangan waktu 

rapat, daftar hadir dan tema rapat. 

• 	-- 	 j"' A.dIb A.RW, .L.11b4 .. 	• 

W - 

Menyetujui 	 Peserta Latsar 

Mentor, 

14 

D . Tri Budi Utami. M.Si 	 Hiiriatul Mabruk 

NIP.196105201988032001 	 NIP. 199106182019031003 
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Lampiran 1. Surat Undangan 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
JLN4. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

. 	TELP. (021)5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE www.dpr.go.id  

Nomor 	DPI1 3771 ISETJEN DAN BK DPR Rl/PS13/0812019 	23 Agustus 2019 Sifat 	 Penting 
Lampiran 	- 
Perihal 	Undangan Rapat. 

Kepada Yth: 

1. Kepala Biro Persidangan I 
2 Kepala Pusat Penelitjan 
3 Kepala Bagin Risalah besei -ta Jajaran 
4 Drs. Ahmad Budinian, M Pd. 
5. Perwakjjan Sekretarjat Komisi II 
6 	Perwakilan Sekretariat Komisi III 
7 Perwakilan Sekretariat Komisj IV 
8. Perwakilan Sekrotarjat Bamus 
Sekretarjat Jenderal dan BK DPR-RI 
Jakarta 

Bersarna ini diberitahukan dengari hormat. bahwa Bagian Risalah akan 

mengadakan Sosialisasi Kegiatan Aictualisasi CPNS Bagian Risalah Tahuri 2019, 

yang akan dilakanakan pada 

Han, tanggal 	i Senin, 26 Agustus 2019 

Waktu 	 14.00 WIB a d selesai 

Tempat 	. Ruang Rapat Parisus C 
Gedung Nusantara II Lantai III DPR-RI 

Acara 	 Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risaiah Tahun 2019 

Demikian kami sanipaikan, atas perhatfannys kami ucapkan terima kasih. 

Kepala Biro Persidangan 

M. Dimyati Sudja, Sos., M.Si. 
NIP 19590910 198003 1 005 
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e SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DE WAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. : (021)5715 349 FAX. (021)571542315715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

Ncmor 	DP/13787 /SETJEN DAN BK DPR RI/PS 13/0812019 	26 Aguslus 2019 
Sifat 	 Pentirig 
Lampiran 
Perihal 	Undangan Rapat. 

Kepada Yth: 
1 	Perwakilan Sekretariat Koniis I 
2. Perwakilan Sekretariat Kornisi II 
3 PerwakUan Sekretariat Komisi III 
4, Perwakilan Sekretariat Komisi IV 
5 Perwakilan Sekretariat Komisi V 

Perwakilan Sekrelariat Komisi VI 
Perwakilan Sekretariat Komisi VII 
Perwakilan Sekretariat Komisi VIII 
Perwakilan Sekretariat Komisi IX 

10 Perwakilan Sekretariat Komisi X 
Perwakilan Sekretariat Komisi Xl 
Perwakilan Sekretariat Bamus 
Perwakilan Sekretariat Parsipar 

Sekretariat Jenderal dan BK DPR-RI 
Jakarta 

Bersama ini diberitahukan dengan horrnat, bahwa Bagian Risalab akan 

mengadakan Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalab Tahun 2019, 

yang akan dilaksanakan pada 

Han, tanggat 	Senin. 26 Agustus 2019 

Waktu 	 : 14.00 WIB s.d. selesai 

Ternpat 	 Ruang Rapat Pansus C 
Gedung Nusantara II Lantai III DPR-RI 

Acara 	 Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 2019 

Demikian kami sampaikan, atas perhattannya kami ucapkan terima kasih. 

Kepala Bagian Risalah, 

11 uh irimad Y 	Igbal, S.E. 
NIPI1 967071'1993031 006 

Tembusan: 
Kepala Biro Persidangan I Setjen dan BK DPR-RI 
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Lampiran 12. Daftar Hadir 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE P05 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 571542315715 925. WEBSITE : www.dpc.goid 

DAFIIAR HAD1R 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BK DPR-R1 

F1ai, Tanggal 	 : Scnin, 26 Agustus 2019 

Pukul 	 14.00 WIB s.d sc1sai 

Tempat 	
Ruang Rapat Pansus C 
Geduxig Nusantara 11, Lantai 3 
Sosialisas Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagiar Risaish Tahun 

Acara 	 2019 

JABATAN _ _ 	 ___ 	
H 

1 	M.Dirnvt udja. 	- 	Kcpald Biro IcraLdangan 

2 Muhammad Yus lqbal, S.E 	Kebag Risalab 

Pensalah Legislatif Ahli 
3. Agus Sahm. S.H.,M.Si. 

Madya  

Drs. Lii Sintong Siahaan, 	Perisalah LegisiatifAhli 
• Si. 	 . 	 Mariva  

Pcrisaiah LcgisiatiiAhli 
Dra. Mitra Anindysrina 	

Madya 

Perisaiah L.egislatilAhii 
Dra. Nurani L3odroini 

Maclys  
. 	Perisnlah LegislatifAhli 

7 Dra. Tn
- 
 Budi Utami, M.Si. 	

Madya  

Muhamad Aaqil Imama, S. I. Perisalah LcgislatifAhli 

Kom 	 Pertama 	 — 

Penisaiah Legislatif dm11 
9 Ella Shanu Gusrmi, S.E. 

PcrI ama 

Wanti Dcvi Setiawati, S.E. 	
Pecisaish LcgislatifAhli 
Pertarna 	 A i 

JJria Agustina 	 Pcrisalah LegislatifAhli 	 f jJ. 
- Purwaningrum 	 Pertarna 	-  

12 Fenny Dery Matondang, 	Penisalah I,egislatifAhli 

S.Sos. 	Pertama  

Pcisalah Lesiatif Ahli 
13. TJlly Rakhmawaty, S.Korn. 	

r 	gil- 
 

jertama  

I Perisalah LegislatifAhli 	 I A 
14 Suglyanto, S.F. 

Perlaina 	 - 

1fb Wctuc___  
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE ['OS 10270 
TELP. (021)5715 349 FAX, (021) 571542315715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

DAFTAR HADIR 
CPNS PERISALAH LEGISLATIF 

DAN ASISTEN PERISALAH LEGISLATW 

1-lan, Tanggal 	 : Senir, 26 Agustus 2019 

Pukul 	 : 09.00 WIB s.d. sciessi 

Tempat 	 Ruang Rapat Pansus C 
Gedung Nusantana II, Lantai 3 

kcara 	 Sosiahsasi Kegiatan Aktua[sasi CPNS Bagian Risalah 
Tahun 2019 

No. NAMA 	 JABATAN 	 TANDA TANGAN 

Penisalah Legislatif 
- Diza Nabila Mirza 
	 Ahli Pertarna 

Flijniatul Mabruk 	
Perisalah Legislatif 

-- --------------------_________ Ahil 
Pertarna 

Desi Nmnnala Setyawati 	
Aestenperisalah Legislatif
Terampil 

4 	Old Rusera Azhati V.P. 	
Per:salah Legislatif 
Ahli PcrLarna 

Ith 	
Pensalah Legislatif  

5. 	nes Adhita Pambu 
 

- 	 Ahil Pertama 

6 	1ri Apnhiani 	
PcrisalahLcgislatif 
Ahli Pertama 

7. Ariisa Nur Nia Rahmah 	
Perisalah Legislalil 
Ahli Pcrtama 

H. Sofhua Anjani S 	
AssLen Perisalab 
Legislati.ITcrampil 

Aga Sukma D 	
AsisLen Penisalab 
Legislatif Terampil 

ShaaAuliaS 	
AsisienPesa1ah  

- - 
	 Legislatif Terampil 

i. Nita S. Efriyani 	
Asistun Penisalah 	 - 
Legislaiif Teraxnpil 

Michel Ike Permatasani 	
Asistcn Pcnsalah 

- -- --.- M 
	

. -.--- 	Lcgislatiflerarnpil - 

ann' ayd
.
aLni Caesara 	Asisten Pcnisalah 

ni 	 LcgislatifTerampil 
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Tresamda Sunatupg 	Asisten Perisalah 

LZ _] 

I Fitri Febriy8min 

I Azina Zahra Akhyar 

RjrjAuljaYonnj 

bg1s1aLI1 tcrampii 

Asisten Perisakih 
Legislatif 'I'erampil 

• Asisten Perjsajah 
LegislatifTerampil 

Asisteri Pcrisalah 
•LegislatifTcrampil 
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WE8SITE : ww.dpr.go.id  

DAFFAR NADIR 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BK DPR-R1 

Fan. Tanggal 	 Senirt, 26 Agustus 2019 

Pukul 	 14.00 WIB s.d selesaj 

Tempat 	
Ruang Rapat Pansus C 

(edung 1N1santara II, Lantat 3 

Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 
Acara 	 2019 

AN 

Apt- 

4. 

L6  
7 I 

________ - 	
AL 

L 9  
10. 

13. 

 

12. 

:; 
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021)5715340 FAX. (021) 5715 42315715 925, WEBSITE www.dprgo.id  

DAFTAR }LADIR 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BK DPR-RI 

Han. Tanggal 	 : Senin, 26  Agustus 2019 

Pukul 	 : 14.00 WIB s.d selesai 

I 	t 	
Ruang Rapat Pansus C 

empa 	
Gedung Nusantarall, L.antai 3 
Sosialisasi Kegiatan Aklualisasi CPNS Bagian Risalah Tahun 

Acara 	 2019 

7 NO. 	 NAMA 	 JABATAN 	LTANDATANGAN 

Kepala Ut; ci PtrsidangLui  
Kepala Pusat l-'enchtian 

2 DrsAhniad Budiman M.Pd. Peneliti Madya 

3 	
Komisll 	

12akI-) 
Komisi II 

Komisi It 

Komisi Iv  

7 	
KomisiV 

8 	
Komisi VI  

9 	
Kornisi VII 	 I 

10 	
KomisiVlH  

V I 	
Komisi IX  

S ki 0,1 k 	
OisiX  

Komisi XI 

14 	
Bus  

15 	 sir)ar 
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tanipran 13. Brochure 
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PELAKSANAAN 
Viembuat beberapajenis risalah 
erdasarakanjumlah halaman untuk 

nenentukan standar waktu pengerjaan: 
l.Jumlahhalaman risalah rapat paling 

kw,U18 SGliaLuiiaii thiani 1 dukuu.ien 
disele6aikan dalam waktu maksimal 
150 menit. 

2Jnmlah halaman ria1ah rapat 1 
sampai dengan 100 halaman dalam 1 
dokumen diselesaikan dalam waktu 
mnkMmal 800 mnIt. 

3.Jumlah halaman risalah rapat 101 
sampai dengan 150 halaman dalam 1 
dokumendiselesaikan dalam waktu 
maksimal 450 menit. 

4.Jumlah halaman risalah rapat 151 
sampai dengan 200 halaman dalam 1 
dokumen diselesaikan dalam waktu 
maksimal 600 menit. 

5.JumIah halaman risalah rapat diatas 
200 halaman dalam 1 dokumen 
diselesaikan dalam waktu maksimal 
750 menit. 

ketentuan waktu penyusunan 
isaiah rapat sementara dengan 
nempertimbangkan saran kesehatan 
lokter THT, mendengarkansuatu 
ekaman rapat dibatasi maksimal 120 
nenit dan 

C40NTRIDL 

I 

ran rapat sementara belalan 

Nama Rapat 	Jenis Risaiah 	Mulai 	Selesa' Keteranga 

Catatan: 
Nama Rapat : diisi berdasarkari nama rap 
dalarn penyusunan risalah rapat srnentari 

J enis Risalah : disesuaikan dengan jenis risala 
rapat yang berdasarkan jumlah halaman dalar 
1 dokurnen. (contoh : Jenis Risalah 1) 

Mulai : diisi berdasarkan waktu memul2 
penyusunan risalah rapat sementara denga 
format tanggal dan jam pengeijaan. 

Selesai : diisi berdasarkan waktu seles2 
penyusunan risalah rapat sementara denga 
format tanggal dan jam pengetjaan. 

Keterangan : Diisi jika ada hal-hal di1u 
keten tuan waktu penyusunan risalah rapt 
sementara dan jika ada bahan rapat yang masi 
helum lengkap. 

o 
PEDOMAN 

PENETAPAN 
WARTU 
RERJA 

DALAM 
PENYERAHAN 

RISALAH 
RAPAT 

SEMENTARA 



ATAR 
IELAKANC 

salah rapat sementara merupakan catatan 

pat yang disusiin scara lengkap dan berisi 

[uruh jalannya pernbicaraan yang dilakukan 

lam rapat serta dilengkapi dengan catatan 

ltang jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal 

pat, tempat rapat, 

ara ripnt waktu penihnkaan dan penutupan 

pat, ketua dan sekretaris rapat, jumlah dan 

ma anggota yang menandatangani daftar 

dir serta undangan yang hadir. 

salah rapat sementara merupakan salah satu 

tput rapat yang dihasilkan dari setiap 

giatan rapat dilingkungan DPR RI yang 

empunyai peranan penting yaitu menjadi 

han dan materi dalam proses pengambilan 

putusan rapat selanjutnya, menjadi 

kumen negara, menjadi 

Formasi publik yang dibutuhkan oleh 

asyarakat, dan sebagai salah satu alat bukti 

hadap proses hukum yang teijadi seperti 

icia1 review, kasus korupsi dan lain-lain. 

engingat betapa pentingnya peranan risalab 

pat semenrara mi, maka dalam penyerahan 

alah rapat sementara diharapkan memiliki 

atu pedoman penetapan wakiu kerja dalam 

nyeraban risalah rapat sernentara agar 

nap penyusunan risalah rapat setnentara 

a terselesaikan dengan tepat waktu. 



Lampiran 14. Laporan Singkat 

LAPORAN SINGKAT 

RAPAT SOSIALISASI KEGIATAN AKTUALISASI 

CPNS BAGIAN RISALAH ANGKATAN II TAHUN 2019 

Jenis Rapat : Rapat Koordinasi 

Hari/Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019 

Pukul :14:30 WIB-16:0O WIB 

Tempat : Ruang Rapat Pansus C 

Acara : Sosialisasi pedoman perletapan 
waktu 	kerja 	dalam 	penyerahan 	risaiah 
rapat sementara. 

Ketua Rapat : Kepala Bagian Rsalah 

Hadir :Kepala 	Biro 	Persidangan 	I, 	Kepaa 
Baglan 	Risalah, 	Pejabat 	Fungsiorial 
Perisalah, 	Peneifti 	AhIi 	Madya 	dan 

Perwakilan Sekretariat Komisi 

I. PENDAHULUAN 

Rapat dlbuka oleh ketua rapat dihadin oleh 40 orang pada pukul 14.30 WJB 

setelah sebagian undangan sudah hadir didalam ruangan. 

Ketua Rapat merlerangkan bahwa agenda rapat pada hari ml adalah untuk 

mempresentasikanlmensoslalisasjkan kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh 

CPNS di Bagian Risalah yang saat ini memasuki waktu off campus dan sedang 

aktualisasi di unit kerja selama 30 hari kerja. 

Ketua Rapat mempersirakan CPNS untuk menyampaikan paparan dan 

penjelasannya mengenai sosiafisasi kegiatan aktualisasi. 

Ketua Rapat mempersilakan Mentor, Kepala Biro Persldangan I, Undangan serta 

Perwakilari Komisi untuk mernbenikan pertanyaari dan taiggapan. 

11. KESIMPULAN RAPAT 

Program aktualisasi CPNS diapresiasi dan dapat dijadikan sebagai contoh untuk 

CPNS yang Iainnya dan PNS Bagian Rlsalah. 

Disarankan unituk diberikan kursus atau pelatihan tata cara penulisan berila yang 

cepat atau pengetikan cepat seperti stenografi yang akan memberikan manfaat 
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kepada Bagian Risalah agar tidak ada lagi risalah yang kurang lengkap dan hal 
mi juga bertujuan untuk menjadikan PNS yang professional, handal agar kinerja 
selalu tercapai dengan baik. 
Adanya keluhan bahwa kaset harus disertai dengan bahan rapat, mohon dalam 
penyusunan juknis untuk segera dimasukkan. 
Juknis juga harus diberikan kepada Komisi sebagai bahan sosialisasi ke AKD 
bahwa AKD memberikan kaset tidak hanya kaset saja dimohon untuk keaktifan 
untuk menginformasikan kepada Komisi dalam setiap ada rapat mohon satu 
bahan disimpan untuk risalah. Untuk membantu Bagian Risalah dalam 
menyusun risalah dengan baik sehingga Komisi bisa terbantu. 
Tidak tertutup kemungkinan nanti teman-teman akan diperbantukan di Pansus 
dan perlu gerak cepat dalam menyelesaikan baik risalah, transkrip dan 
koreksinya sesegera mungkin. Mohon bisa diteruskan dan tetap diinovasikan. 
Terkait dengan matriks kartu kendali, kalau bisa disederhanakan dalam 
perhitungan waktu. Kalau mi sebuah ilmu harus ditularkan dengan orang lain. 
Karena setiap orang akan berbeda dalam menelaah, mengkaji dan lain 
sebagainya. Karena disamping otak, mata, telinga, juga harus dengan hati 
karena kalau itu tidak jalan maka itu akan menjadi boomerang. Diharapkan 
output dari aktualisasi CPNS ini dapat didokumentasikan, dapat disampaikan ke 
Setjen bahwa Bagian Risalah memiliki inovasi sehingga jika nanti ada tamu yang 
datang untuk belajar mengenai risalah bisa diberikan outputnya, contohnya 
pedoman. Mudah-mudahan akan lebih baik dan lebih sempurna. 
CPNS ke depannya akan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam membantu 
menerima tamu dari DPRD yang ingin berkunjung terutama yang ingin belajar 
mengenai risalah. Sehingga harapannya CPNS tidak hanya stuck di 
perkerjaannya tetapi juga terlibat sosialisasi secara langsung dengan DPRD lain. 
Tolong dianalisis secara betul melalui tools dengan menganalisis waktu 
penyelesaian risalah. Jangan sampai teijebak dalam pedoman mi sendiri 
sementara kita tidak bisa menyelesaikan. Ini yang menjadi sorotan di teman-
teman CPNS. Dan mi memang cukup bagus dan mudah-mudahan mi bisa tetap 
diberlakukan dan bisa dilaksanakan dengan sebaiknya sehingga mi bisa menjadi 
keinginan kita semua bahwa risalah menjadi tolok ukurdari kinerja Dewan. 
Tahapan sosialisasi yang paling penting adalah bisa diaktualisasikan nilai-nilai 
ANEKA nya. Harus tetap bisa menjaga Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik 
dsb. ANEKA nya harus tercerrnin dan bisa dibuktikan, dimana nanti pada saat 
ujian akan lebih ditanyakan lagi apa kendala dan apa kemanfaatannya, mi yang 

hams ditekankan. Yang menjadi nilai lebih dari masalah mi adalah bagaimana 
cara menyelesaikan berbagai kendala dan menjadikan produk mi semakin dekat 
dengan keperluan organisasi. Jika nanti juknis sudah selesai kemudian bisa 
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dikeluarkan, dan ide-ide mi dapat diterapkan maka habituasi ini bisa membantu 
bagi kite semua untuk mengerakan risatab. 

10.Diharapkan dapat menempilkari produk yang belum dan yang sesudah 
menggunakan habtuasi yang telah dilaksanakan. Sehingga ada pembandingnya 
yang bisa ditonjolkan. 

11 Harus kembali ditekankan di Pasal 7 pada Permenpan Nomor 26 lahun 2017 
dan poin berapa yang menjadi habituasi, dan diharapkan mentor dapat 
memberikan penguatan dan meyakinkan semua pihak sehingga dapat menjadi 
bukti inilah penerapan habituasi yang dilakukan untuk menjadi risalah rapat yang 
baik. tnt harus didokumentasikan hasilnya sebagai Jangkah-tangkah 
mempercepat penyusunart risalah 
Terima kasih kepada rekan-rekan CPNS yang telah membuat inovasi baru 
mudah-muciahan bisa mempercepat pengerjaan risalah yang tentu sangat 
diperlukan di AKD. 
Di Komisi V memang selama mi yang sudah-sudah, penyerahan itu hanya kaset 

saja tanpa ada lampiran lainnya. Mudah-mudahan dengan inovasi tnt bisa 
melengkapi. 
Diharapkan dari Ferlsalah tidak hanya rnelihat dart undangan saja tapi bisa 

jemput bola dengan melihat website DPR disitu ada jadwal acara rapat AKD 
yang sudah dituliskari setiap hart nya atau selama sidang sudah tertulis rapat-
rapat apa saja yang akan ditaksanakan. 
Parlemen modern kalau sudah dicanangkan apapun itu yang menyangkut dalam 

sistem peridukung juga barus mengalami inovasi dan semua harus bersinergi 
untuk kemajuan bersama. 

PENUTUP 
Rapat koordinasi ditutup pukul 16:00 WIG. 

Menyetujui 
	

Peserta Latsar 

Mentor, 

iTdiUtamI,M.Sj 
	

Hijriatul Mabruk 
NIP.196105201 988032001 

	
NIP. 19910618209O31003 
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TWUAN 
1.Mempercepat proses 

penyerahan risalah rapat 

2 Mempel3elas álur tugas 
wewenang Oan tanggug 

• jawab. .. '. 
a. MeninkatIcän kiiierja 

pegawal. 
4 Mempennudali pernenuhan 

target penyusunaxt risaah 
rapat sementata 

RUANG L1NGKUP 

moNrrOR 
CONTROL SYSTEM 

Membuil bebrpajeni, ruilah arcujuun uiuuk meugeithiui dun 
• bezdauarakunjumluhhaluznanunt* 	. 	 mentau(mentrathinijiampaidiinana 
• mnntukan slundarwaktu pengnun:... 	rnaluhrapas êemenlasi mi dibual. Selain 

iju lab balazuan riIuh rapa 	 . ftUJu& n
lo

lsein dibui 

• kurang3o lialamandalam I dO1nInen 	 ••. 
dbandaiamwakmmü,ii*aI 	

.. 	 arabe4a IdetIRan 

I5Onienli. 	. 	 •. PEDOMAN • tJumlah h 	marirlealab rapa 51 
• 	 uanapa dengun 100 b,laman didam I 

• 	
dokumendue1esalkan dalamwagw:. PENETAPAN 
makaimal 000 meni* 

ajumlab lialanian riaalah rapat101 SftJA HT U 
.iiri1 ,.ii .liIIg:.rI 150 lt.ul.,iiu.i, dalam I 

I 	
I HERJA 

nnkcinul 43)) rOtlilt. 
• 	 êjumlah halanian naalah .apaI 151. DA LAM 

• aampai dengan 200 Iwlaman daTum I 
• 	 dokumniidla&kundalamwakIu PENYERAHAN makalmal 600 mealS. 

5.Junsbh halaman risalah rapatdiaiai  RISALAH 200 hakirnan datin; I dolcuriui. 

RA.PAT 
ketemuan wakiu penyusunan SEMEN TA RA 

riiiiah rapal semeinara dengan 
meanpcv,imb.ngkan saran keaeliaiasi 

as 
30merntperesi 


